LEMBAUAEERUNDUNGEANSEARSTRI ANRUEERTN
. PERIODE KEPEMITMBINANROTENEOTE

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN MAKSIMAL




Buks “Harmonisas Kerja Mewujudkan
Perlindungan Maksimal™
SLISUMARN REDAKT)

DEWAN REDAKSI

D, Abdul Hads Semendawal, 5.H., LLM
Prof Dx Tegun Soedamans, SIE, 5 H M5
D, Lies Sulistiani, S H, M Hum

Lili Pentauli Siregad; 5.H., M.H

O, B, Ashaan Ragak, S.H., MH

Drs. Hatto Admoja Surayo, K Krim
Echiim Pasaribuw, 5. H

(]

FENGAHRAH

D Abdul Hans semendawad, 5. H,, LM

D, br. Boor Sidharta, M_H.,
Tl B A
Eho Sanarko, 5. K00, MM

funmean Rizal B, &k

Kulatingsih, 5 H., 84 M
Ebwy  ias@naa
REDAKTURFEDITOR
Nowita Prima Dew, 500
Dian Herdiansah, 5.0
SngEih Wisnuoroto, 5.k

P A

DESAIN GRAFIS
Rugads Tjahpono

Kenry Alam Fauzi, 4. kid

STAF REDAKS]

Fakhrur Hagegi, 5.H., M
Fahy Falahi, 5.E: Ni'matul Hidayah, 5,508
Amalia Mahsuenah, 5.H: Hendry Aditya,
% E: May Lady Retnowati Marbun, 5.H;

Kom; ARmad

Dra. Endang Sri Retnoring Budipodd,
S.E; Limas Mukls,
Subanmgun, 5.Md

t.Eom; Mahan iz

HAEMOBEEAS] KERLA WL SUCRARN PERLIMDURGAN MAKGIIAL



DAFTAR ISI

INTRO

4 KATA PENGANTAR

& SEKAPUR SIRIH

7 VISI&MISI

8 STRUKTUR ORGANISASI
10 LOGOLPSK

11 MARS LPSK

BAB |
SEUNTAI KISAH PENGABDIAN

14 DR ABOUL HARIS
SEMENDAWAL SH, LLM

18 PROF DR. H. TEGUH
SOEDARSOMO, SIK, SH, M.SI

22 DOR. LIES SULISTIANI, SH, MH

27 LI PANTALILl SIREGAR, SH, iMH

32 DRSS HASTO ATMOI MERIM

a7 DR, H. ASKARI RAZAK, SH, MH
12 EDWIN PARTOGI PASARIBL, SH

56 CAPAIAN KINERIA

57 SDM LPSK

53 PELAYAMAM LPSK

0 PERUNDANG-UNDAMGAN
52 HKERJASAMA

BAB I
KILAS BALIK

65 REVISIUU LPSK

GE  GEDLUNG LPSK

70 HERJASAMA

73 LPSK PERWAKILARN

T4 JEMIS LAYAMAN

B2 TINDAK FIDAMMA

93 PEMGHARGAAN BINTANG
MAHAPUTRA NARAYA

PENERBIT
Lembags Parlindusgin Sakii dan Korban

ALAMAT

I, Ry Boggor K, 249 Mo, 47-89, Kecamatan Ciracas,
lakans Temur 13750

Telp s |01} 2968 1550 BAB IV

Fax - (021) 2968 1551 PERJUANGAM TAK KEMAL LELAH

Email Ipsk. rii@lpsk.go.id

Web 2 w'.l."-'_-'il.'.li"l:.ﬂ':l ?Ij 96 WAWANCARA SRR

Twitisr @infolpsk 100 MEMBANGUN LPSK YANG MODEREN
= T DAM BERKARAKTER

HekFputmaa s EAL RATWLULFIAN PERLINDAUSSGAN WATSILL <



F_

KATA PENGANTAR

=

nonisasi Kerja
Jewujudkan

KB
oW W

perlindungar
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AK terasa sudah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK] sudah melewali paripurma Repemimpinan Perfods
I Tahun 20132018, Bﬂl'l'!u'.':k !.-:-lis-;r'.'.-.'a |1'J'.|I_"|.'|,'.'|||l hE‘T]h'IE-EII
prestasi bahkan persoalan datang stlih berzanti, Namun
LPSK tak akan pernah berhentl mengemban mpas don amanah se-
bagnimana marwahnya dalam melindungi saksi dan atau korhan,

LPSK dibentuk dari perjuangan tiada kenal herbagal elemen
masyarakat yang bersa padu demi  men ipakan  Imdonesis
berkeadilan, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Inilah tekad
LPEK sejak dibentuk pada 8 Agustus 2008 silam Sepert] kita ketahuw,
pembentukan LPSK dilandasi oleh kebutuhan untuk me njawab e
jumlah permasalahan hukum di Indonesia yang sebelumnya mene-
mul jalan buntu. Persoalan-persoalan hukum di masa falu atau yang
saal bni sedang berjalan menjadi tugas dan kewajiban yang dimiliki
LPSK.

LPSE menjadi mpuan ckspekiasi masyarabkat yang mengingin-
kan perbafkan dalam peradilan pidana. Dengan kewenangan dan
kewajiban yang dimilikinya, LPSK berperan mendampingi saksi
dan/atau korban dalam persidangan, dan melindungi saksi dan/kor-
ban dalam mengu ngkap kebenaran dan keadilan suatu kasus tindak
pidana,

s&lama sam pancawarss ind, LPSK relah melakukan bherbagai tero-
bosan dam inovasi, Hal int untuk memenuhi ehkspekiasi masyarakat dan
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runiwtan perkembangan jaman. Capaian paling siginifikan yang mem-
perkuat LPSK yaltu adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang
somor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adamva revie
sl Undang-Undang Perlindungan Saksi don Korban menjadi titik tolak
dalam memperkuat LPSK yang poda akhirmpa meningkatkan berbagai
pelayanan perlindungan saksi dan atau korban.

Segala wpava LPSK tidak lepas darl dukungan masyarakal dan pe-
merintah dalam meningkatkan keberaniannys mengungkap kebes-
naran tdan mencari keadilan dalam tindak pidana. Kerjasama yang
baik dart semua pihak sangat menentukan pelayanan LPSK dan pada
akhiriya bersama menjachkan Indonesia sebagal negara hukum se-
bapgaimana amanat dari Pancasila sila kelima, Karena itu, sayaselaku
Kenn LPSK mewakili & Pimpinan LPSK yang menipakan satu Kesa-
e dalamm |':||,-,'|.i|'|||'|i|| LPSKE menyambut baik penerhitan buku “Har-
monisasi Kerja Messujudian Peclindungan Maksimal® il

Buku “Harmonisas| Kerja Mevu|udkan Perlindungan Maksimal® ini
sekaligus merupakan regresentasi perfalanan kami, Fimpinan LESK
dalam mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap saksi
donfarau korban. Dalam saiu periede kepemimpinan tabun 3013-
2018, teniulah memiliki karakter tersending dar] periode sebelumnya.
Kritik dan saran yaing sehelumnya kami 1erima m-erupakrm heal pen-
ti ng dalam perjalanan kepembmpinan inl. Tanpa iy, penyempurnaan
kimerga dan berbagal prestasi yang dicapai tidak dapat kami peroleh.

Oleh karena itu saya mewakili Fimpinan LPSK dan yang telah meng-
abdi dalam masa kepemimpinan ini mengucapkan terima kasih atas
kerjasamn segenap keluarga besar LPSE, pihak mitra kerja, peneri-
ma layanan dan masyarakat pada umumnya, Setiap pérjuangan akan
menjadi estafet yang tidak akan pernah berhentl dan senantiasa ha-
rits dilanjutkan, Kami harapkan, pada periode kepemimpinan selan-
jutnya dapat menjemput tengkat estafet ini dengan penuh suka clta,

Saya berharap, buku ini dapat memperluas pengetahuan dan
menambah pemahaman masyarakat tentang peran LPSK dalam rang-
ka mendampingi dan melindungi saksi danfatau korban. Semoga kita
semua dapat mengambil manfaat untek mewujudkan Indonesis yang
berkeadtlan,

Sl Hangal,

Hetua Lembaga Perlindungam Saksl Korban
or. Ahdul Haris Semendawai, SH. LLM
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JEBJd lﬂﬂﬂkah
Pancawarsa

UJl syukur kami panjatkan ku:]:adir_ut Hll.uh. SWT, berkar rahmat dag

karunia Nya, buku “Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Mak-

sipsal” dapar selesai disusun, Dibandingkan dengan perfalanan Sejaral;

Republik Indonesia, lima tahun adalah rentang wakty Yang pendek yp.
Tk mewujudkan suat perubahan, Sekalipun demikian dalam Wakeu lma ahyn
tersebut, ada banyak tonggak peristiwa vang telah ditorehkan LPsk. Dalam upa.
ya pendokurmentasian inilah LPSK menerbitkan buku "Harmonisas; Kerja Mewy.
judkan Perlindungan Maksimal®.

Penerbitan buky ing, sekaligus sebagai bentuk dokitmentas]-gias kinerja Lpsi
Pada masa kepemimpinan 2013-2018 yang mana Dy Abdul Harjs Semendawai,
>H. LLM sebagai Kewa LPSK merangkap Anggots 165k sedangkan Prof. Dr. g
Teguh Soedarsono, 5.1K, SH. MLSI: Dr. Lies Sulistian|, 51 MH: Lill Pingguli Siregar,
SH, MH: Drs. Hasto Atmoj Suroye, M.Krim; Dr. H. Askari Rzak, SH, MK S
Edwin Partogi Pasaribu, 8§ sehagai Wakil Ketug LPSK merangkap Anggota LPSK.

Buku Ini berisi teniang jejak langkah Lpsk selama satu pancawarsa mep-
dampingi dan melindungi saksi danfatag korban uniyk menegakan keadilan
dalam tindak pidana, Pembaca akan dihantarkan pada lagar belakang pemben-

takan LPSK di Indonesia dan untuk Mewnjudkan peradilan Yang transparan,
akuritabel, dan moderr,

ku dokumentasi Sitja. Namun
emberikan aspirasi bagi pem-
“ebih penting, memberikan manfaag bagi tegaknya keadilan
Fudkan ciia-cita negara hukum dan demokrasi, serta demi

Stkretaris Jenderal LPSK
Dr. Ir. Noar Sidharta, MH, MEA
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Terwa.!jl_!gmya Fe[!irmunuan Saksi dan
(orhan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Mevujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi
ian Rorban dalam peradilan pidana,

Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban,

Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam
pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.
Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para

pemangko kepentingan dalam rangka pemenuhan hak Saksi
dan Korban.

Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipas]
masyarakat dalam perlindungan Saksi dan Eorban,

HAEHACHVITAG] IR RbA WE AL and PERLIRRINHGAN LUK TRIAL ¥
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STRU 5151 DAN TATA KERJA
Lﬂ},. 140 Saksi dan Korban
5 06 - 2016™

{AETARIS
| == | ‘j
BAGIAN BAGIAN ﬁb‘l I{
KERJASAMA, PEREMCAMAAM BAGIAN
PENELITIAN, DAN DAM ' UMUM
KEPATUHAM KEPEGAM ALAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN : UB BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA SUB BAGIAN TATA USAHM |
HUBLUNGAN DAN PEREMCAM AL DARN |
MASY ARAKAT KELEMBAGAAN i BUMAH TAHGGAJ
__J\ ’
_ _ SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PENELITIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERLINDUNGAN DAN KEPEGAWAILAN KEUANGAN
KEPATUHAM
SUB BAGIAN
BANTUAN, KELOMPOK
KOMPENSASI, JABATAM
DAN RESTITUSI FUNGSIOMAL

* Peraluran Mener 5ok
| FELATTE Megara Momor 5 2 :
L g 3 Tahun 2009 tentang Organisasi

at Lembaga Perll ndungan Saksi dan Korban
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LemDaoa Perlindungan Saksi dan Korban
Tahun 2017 - sekarang*

" Peraturan Sekretaris jenderal LPSE Nomar 3 Tahun 2017 tentang Organdsasd
dan Tata Kerja Sekretariar Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban
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LOGO Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
berdasarkan prakarsa dan desain, terdaftar i
Dirjen Hak Kekayaan dan Intelekigal Prof. Dr. H
Teguh Soedarsono, 515 3H, M.SI, selaku Wakij]

Ketua LPSK,
L. Logo LPSK berbentuk cakram bulat yang
melambangkan, wahana, sarana atau lembaga

vang dapat bergerak atau berputar secara bebas,
mandiri dan mempunyai repurasi, kredibiliias
3erta martabat yang senantiasa harus dijaga,
dipelihara dan dibina.

Logo LPSK vang berbentuk hulai tersebut df
tengahnya bergambar Burung Garuda, Bhinneka
Tunggal Tka dengan dasar merah putih warna
bendera RI yang melambangkan LPSK sebagai
lembaga negara dari Megara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) Yang berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945, berwilayah dari Sabang
sampai Merauke dan berideclogi Pancasila,

- Loge LPSK bertuliskan Lermbaga Perlindu ngan

Saksi dan Korban dengan warng kuning di atas
dasar lingkaran warna biry ¥ang melambangkan
bahwa LPSK vang bertugas dan berwenang
memberikan perlindungan dan hak-hak fain

L1 ]

- Logo LPSK yang berbentuk Cakram Hulat dibake

. Logo LPSK yang terdiri dari berbagal rincia

Kepadn

saksi dan atay g korban dajam pros
nemberikan keterangannya dj seliap ahg
peradilan pidana harus sela)y dilakukan den
memperhatikan azpe Penghargaan atas hay
dan martabat Manusia, rasa aman, keadly
tidak diskriminatif dan kepastian huskym,

dan difkat dengan jalinan tali yang kual &
atas warna merah melambangkan, LPSK dals
menjalankan  peran dan LAngEUnE aw
dalam  melindungl  saksi  dan km
senantiasa dilaku kan sesuai ketentuan peraturs
perundang-undangan  yang  diberlakuks
baginya, memerhatikan  integritas  du
kepribadian yang tidak tercela, mendasan
pengalaman di bidang hukum dan Hak
Manusia serta dilakukan secara musyawar
dan mufakar dalam bentuk kolekiil kolegial.

gambar yang mempunya makna-makna I:uh_'l-;
tersebut di atas dirangkai dan dikemas m”.lajrn
satu gambar yang menjadi Iam'hmsa %
simbol institusi, bentuk ran,ggnm_guu_r;mﬂ
Jati diri dari para pihak yang merasa dmp:urb-ﬂ
unsur Lembaga Perlindungan Sakst dan

di Indonesia,

A o MR
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MARS LPSK

Penulis lagu: Dr. Lies Sulistiani, SH, MH

Mari kita bangun semangat
untuk negara adil sejaht’ra

Perlindungan saksi dan korban
kita wujudkan bersama

Kobarkan semangat perlindungan
dukung peradilan profesional

Pemenuhan hak saksi dan korban
untuk keadilan

Dengan cita negara hukum
s'mangat LPSK untuk Indonesia

Perlindungan saksi dan korban
m'jadi tanggung jawab bangsa

Hormat dan empati
‘tuk sesama jiwa insan LPSK

Terus melangkah
kita maju jaya untuk Indonesia (2x)
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AWAL, SH, LLM

e

DR. ABDUL HARIS 5E!

KUAT KARENA TEAMWORK

ngkungan hidup, Abdul Haris Semen
=S 0 awg)

amiliki perhatian khusus pada fing
arnah mendamping! Warg alam kasus g [
a‘:'umhﬂ ¥o I.1.!;Ip-.ljl'3 *T’BE'rd.L::d.‘.‘- kasus pembangunan Waduk Ked
nbo, Yogyakarta. Sempal dilarang orangtua kuliah di jurusar urg
perjalanan kaner mengantarkan Semendaws i menduduk .l: .'ﬁ:i” Aukum,
Menurutnya, eksistens! yang dirath lembaga yang .;r-ll:.r,.ﬁ:r:, :;H Hetua LPSK,
* G e by 5 EAER, o= | T ']
buah kerja keras seluruh pegawa i LPSK 5 (S

VE W Aty BERm
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BDUL Haris Semendawni, yang

biasa disapa Bang Dowal, meng:

habiskan masa kecll di Desa

Uiak Hamw Oku Timue, Palem-
h.'l]l.,g, Sumatera Selatan. Soat ducduk  di
bangku SMP ayahnya yang berprofes: se-
bagai pengusaha memutuskan pindah ke
Gumawang, Eolit ung yang dihuni ransmibs
gran asal Jawa dan Bali Wilayah inl lebih
berkembang dibandingkan desa asal Bang
Dawal, demikian |ugn dengan sekolahmya,
Bang Dowal akhimya melanjutkan pendi-
dikan di sMP Xaverius, sekolah terbalk i
Palembang. Kemudian pada saat ShA, atas
kemagan yang besar, Bang Dawal melanjut-
kan ke 5MAN 2 Yogyakaria.

Selepas SMA Bang Dawal sudah tertarik
untuk melanjuikan ke jurusan hukum, Sem-
pat ditentang ormangluaniya v
kan dia mengambil jur
nya dia menimba dema g Fakuln

NE mengingin-
1 erleonomi. ndohir
Hukum
Universitas Isknm Indonesia (UL YornsHar
1a. Periamalkall Rong Dawat terttboi Regiatan
pendampingan masyarakar sekitar Waduk
Kedung Ombo dan kasus pembebasan tanah
di Ei.l._qn:n.p_ Javwa '|'|:~|'|g..'|'4|. “Saya memang ber
tarik |:||:~|'|g;;|n kasus pEncemaran lingkung
an. Bersama LEH Yorva, Raml melakukan
advokasi, mendampingi korban yang sering
dilntimidasl. Pesisi mereka lemah sehingga
perlu dibamiu,” kata Bang Dawai,

Selain melakukan aksi demonsirasi, Bang
Braweal juga melakukan penguatan dan pem-
berian pemahaman kepada masyaTakat
terkait hak dan kewajiban mereka. Melalut
pr-nl:]uii'l-can_ masyaraknl  Juga diajarkan
Bagaimana cara menuniutl hak secara benar
sesual ketentuan undang-undang. “Dilam
kasus Kedung Ombo, kami akul memberi-
kan pelatihan serta advokasi melalul surat
Lisaha kami cukup berhasil karena banyak
pihak yang membantu, di anfaranya Romo
Mangun dan budayawan Emba Alnun Ha-
djiy,” kata pria kelahiran Wak Baru, Oku
Timur, Sumatera Selatan, 28 Sepember
1964 int.

Setelah  menyelesaikan studi 51, Bang

Dawai mengisi keglatan dengnn bergabung
ke Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat
(Lekhaty pada 1991-1993, “Setelah Julus
kami berpikic mau kerfa apa. Kita swdah
membela kKepentingan masyarakal, kalau
melamar jadi PNS tentu akan sulit melaku-
kan advokasi ke masyarakat,” kenang Bang
Dawai,

Bi lembaga inl. Bang Dawal dan re-
kan-rekannya melakukan berbagai bentuk
Rapan, diskosi, penyadaran, dan pengorga-
migasian kepada masyarakal.  Tujuannya
agar masyarakal yang mengalami keticak-
aditan memiliki keberanian memperjuang-
kan haknya dengan carn-carn yvang benar
dialam jangka panjang.

“Kita  juga mengampanyekan gagasan
mangenal HAM yang pada masa Orde Ba-
ru diangeap haram. Kami juga MENERAgRs
diskusd publik dengan mengundang cokoh
apl kerpn di Lekhao tidak dapad
dlananiian uniuk  Rehidupan sehar-harl.
Thdak adn gajl. memang terkadang ada ker-
jasama dengan lembaga lain unfuk men:
dianai Begintan, tapi hama sekali-sekall,” pa-
pat Bang Dasal vang menyelesoikan Master
Hubouen el Northwestern Undversity School
of Law, Chicage, Amerika Serikat pada 2004,

Membuka kantor advokat

Bang Dowal mengaka tidak ingin ke
hilangan idealisme yang dia bangun sejak
mahasiswa. yaitn membanin kepentingan
masyarakat yang diperlakukan tidak adil.
Mamun di sisi lain, kebutuhan ekonomi dan
keinginan untuk hidup mandiri jugn menja-
di pemikirannya. Setelah melalul berbagai
pertimbangan, dia dan teman-temannya
membangun kantor pengacara, Akhirnya
mereka berhastl mendapatkan izin adwokal
clan membuka kantor di Solo. Lekhat tidak
sepenuhnya mat, tapi aktivitasnya faah
MR,

“Bami masih berjivwa muda, segala yang
dilakukan diderong idealisme sebagai ak-
tivis. Implan kami wakio itu nggak inu-
luk-muluk. nggak kepikiran punya rumah

| . N T



e il beginl. Hanya ingin mengabdi-
b i epada ekt ongtp B
Da::nt“n TR Eang_ Dawai  tidak
dibarengi aleh banyaknya klien yang fdatamng
ke kamtornya Mengelola kantor pengacara
ternyata bukan hal yang mud.‘-l.'h,..liall. SRCATE
objektif tidak hisa hidup seperti iU Meng-
ingat Solo adalah kota kecil yang waktu itu
belam berkembang. Akhirnya dia memas.
kears kembali ke Yogya, lalu dinjak bergabung
rekaneya yang membuka kantor pengacara
disana dan mulal mendapatkan penghasilan.

Bang Dawai akil bergabung dalam Yog-
yakarfa Young Lawyers Club yang terin-
spirasi Jakarta Lowyers Cleb yang digagas
Todung Mulya Lubis. Kelompok pengacara
muda ini secara rutin membantu masya-
rakat dengan memberikan penyuluhan,
melaksanakan diskusi internal dalam rang-
ka méningkatkan wawasan dan pemaham-
an dan melakukan penyuluhan hukum dan
pemanganan kasus probono (kasus yang
tedak dibayar).

“Waknu Ins kami menangani kasus pene-
rimasn mahasiswg 1AIN, dimana namanya
sudah diumumkan lalos tapi kernudian na.
manyas ditarik. Kita membanng mengajiakan
FUGALAN tata usaha negara kepada rextor
FALN. Masalah ini sempat ramai diberitakan
dan mendapat perhatian masyarakat” pg.
par Bang Dawai seraya menambahkarn, per-

nah fuga mendampingi korhan PERCEmaran
lingkungan dari spay.

bekerja unmak Lembaga Sudj dan Adyg-
kasi I'rl.at_-.-arukat LELSAM), pada 1998 dan

batan Sebagai Wakil

UTANG." tambahinyg,

lembaga ini. Untuk sampai pada PENCaDg),
dari sisi kelembagaan tentu bukan pg m"
mudah bagi Haris dan jajaran LPsk L,"._g_
nya. Setelah tujuh komisloner diangkay ':Ilel:|
Presiden, mereka bekerja secara mand|r|

“Tantangan yang dialami dj awal kamy
bekerja adalah soal SDM, belum g, Pega
wai. Sementara PNS yang ditawari #nggs
pindah ke LPSK karena tidak ada kejelasyy
status. Akhirnya para komisioner Sepakat
merekrut pegawai non FNS dan ity mppm.
butuhkan waktu panjang.” kata Bang Dawy
yang meraih gelar Doktor Nmu Hukym Paz
casarjana Universitas Muslim Indonesjz
[UMI}) Makassar pada 2017,

Seiring perjalananwakiu, sistem keorgan]-
sasian menjadi lebih tertata dengan adanya
kesekretariatan yang dikepalai sekjen. Lpsg
kemudian merekrut PiS, pensiunan PNg
hingge advokat yang baru lulys, “Mereka
inilah yang menjadi tulang punggung dan
urat nadi erganisasi yang terus meners
kita benahi. Kami memkba Dgun  “inseiy-
tional building®, melakukan uji coba model
organisasi yang tidak sekali jalan langsung
jadi,” kata Bang Dawai yang pernah menjadi
Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL
[akarta pada 2000 - 2003, dan Koordinator
Observatary Body of Sawir Wateh Bogor pa-
da 2004 - 2008 inj.

Diakuinya, dalam prozes pembentukan
LP5K, ada ketegangan dan dinamika yang
terjadi. Namun hal ity bisa dilalui dan
Justru memperkuat LPSK. Salah satu Yang
menjadi tantangan adalah ketika melaku-
Kan revisi UU 13 Tahun 2006, dan dindla
berhasll. “Sangat jarang ada lembaga yang
hanya dalam wakiy singkat berhasil mere-
Visl undang-undang. Hal ini salah satunya
karena adanys PENguUatan organisasi” ung-
kapnya,

Setelah  reyisi undang-undang, LPSK
memiliki nrga nisasi kesekjenan yang dileng-
kapi dengan beberapa birp, “perubahan in!
sudah seperti yang girg harapkan. Meskl
f*‘ 1l jumlah pegawai 250 orang, ini masih
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Kedepankan kerja sama

Pencapaian yang dirail LESK laintya
adalah dari sisi mobilitas, sarana, dan pra-
sarana sehingga berhasil menempati kantor
sendiri, Selain ite, walau memiltkl anggaran
yang sangat terbatas, permohonan pengad-
an yang masuk mengalami peningkatan

pencapaian LPSKE sebagai lembaga per
lindungan tidak kepas dari dukungan pihak
Jain melalui berbagai kerjasama. Dalam
menjalankan tugasnya, LPSK tidak hanya
mengacu pada UL No 31 Tahun 2014, teta
pl juga undang pridang lain di antaranya
UL EDRT dan U Traficking. Sementara L,
{nstitusi pemeriniah pendukung pekerjaan
LPSK i antaranya KPE, Kejoksaan, Kepoli
slan. PPATE, dan Eomentertan Sosial

Tidak hanya deng
dalam negeri, LPhk
ngan lembigs int rasional di antaranya
Inrertional  Organization  for
(IoM) dan Umited Neatlons Ojftce on Drvig
Crime (UNODCY, “LESE telah membangun
Asean Network Jfor Witness and Viclinn Pro-
fectinn. Tujuan awalnya penguatan aniar
lembaga, jadi share experiance dan saling
berbagi informasi serFtd penguatan supmlser
daya manusia,” papar Bang Dawai yang pa-
da 2006 - 2008 menjadi Ketua Komite Na-
sional untuk advokasi perubahan KUHP

Sebagai Ketua LPSK, Bang Dawal bertugas
merumuskan  manajemen dan  kebijakan,
heriemu dengan berbagai imsiansi untuk
mengzagas kerjasama dan miensosialisasi-
kan LPSK dalam konteks penyadaran atas
perlindungan saksl dan korban Jika pada
awal teebenmuk LESK seringkali cianggap se-
bagai LSM, saat ini hal fru sudah tldak perjadi

Mamun peran penting LPSK sebagai
sebuah lembaga diakuinya masth belum
sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak.
Akdbatmya dukungan yang diberikan belum
maksimal, “Untuk itn, masih banyak hal
yang harus dilakukan dalam periode men-
datang, salah saturya menjalin komumikasi
intensif dengan Menpan dan Menkew,” ung:
kap Bang Dawai

1 lembaga-lemagn i

ugn bekerjasama . de

Wierlion
MIgTelian
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Berada di LPSK selama dua periode, Bang
Dawai merasakan betal Dagaimana per
juangan yang dilakukan bersama dengan
pram komisioner yang lain, Dart Kasus yang
ditangani. sebagian besar adalah kasus tin-
dak pidana umum, tapi banyak Juga kasus
prioritas sepertl perdagangan orang, ke-
korasan seksual, terorisme dan kasus pe-
langgaran HAM berat

sCarolal korban terorisme mendapatkan
kompensasi. saat ini kaml berjuang untuk
melakukan hal yang sama uniuk korban
pelonggaran HAM Dberat masa lalu, Jika
pendekatan hukum ridak basa. kami akam
melakukan pendekatan polis” ungkap
Bang Dawai yang berencana mengajar dan
bergabung dengan kantor advokat selepas
menjabal di LPSK

palaim membansun kerjasama di LPSKE,
kehersamann adakah hal yang dikedepan-
e, Memurat Bang Dawai, ika ada pegawai
baru, mereka akan diberikan pembekalan
agar bisa bergerak seirama dengan yang su-
dat Jama berada di LPSK. “Bekerja di LF3K
tidok cukup hanya sekadar bekerja. Tapi
harus dengan hati dan bekerja melarmpai
runtutan pekerjaan yang lain karena yang
kita hadapd adalah korban yang mengalami
ketidakadilan,” ungkap penggemar buku
roman karya Sutan Takdir Alisjahtbana dan
Armin Pane tersebiil,

i wakou senggang. Rang Dawal Yang
mengaku tidak secara spesifik memiliki ho-
bi tertenty, mengaku senang jalan-jakan ke
pedesaan, Hal itu blsa dilakukanmya saat ke
tika pulang ke kampung halaman saat Libr
[ebaran migalmya

“plomen saal puiong Kampung sy nik-
mati betul, Biasanya jalan daral, mengui-
jungl tempat-tempat baru lalw mencari
makanan setempat.” kata Bang Dawal yang
spfak 2010 sampai sekarang menjadi salah
satu Anggota Dewan Fembina Tkatan Alwm-
mi UM CIEA UMD, Menikahi Adda Milasarl
pekerjn sosial di sebuah jembaga swadaya
masyarakat, Bang Dawal dikarunkai lima
putra dan putrl
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BUTUH SOS0K TRANSFORMER

Latar belakang Teguh Soedarsono sebagai
jenderal pofisi membuat LPSK makin dikenal di
kalangan penegak hukum. Impiannya suatu hari
axan lahir sosok transformer yang tegas, berani,
cerdas dan krealif dalam menerjemahkan tugas

dan wewenangnya i LPSK
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ENDIDIEAN yang ditempuh

Teguh di kepolisian dan jenjang

akademiknya cukup panjang. Di

kepolisian, Teguh merupakan lu-
lusan Akabri Bagian Kepolisian Angkatan
"Prajagupta”™ tahun 1974, Sekalah Komando
Kepolizian {(Sekopal), KRA XI-Tahun 1983, la
juga menyelesaikan studi Program Dokioral
llmu Hukum Universitas Indonesia pada
19498,

Menyandang pangkat terakhir dalam
penugasan di Kepolisian sebagai Inspek-
tur Jenderal,Teguh pernah memegang be-
berapa jabatan penting. Sebut saja Kepala
Detasemen Provost Polda Metro Jaya (1993)
dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali pa
da 2005,

Teguh yvang telah bertugas selama dua
perinde di L.PSK menckankan, uniuk peri-

ode selanjuinys, para komisioner dan pega-
wikl LPSK I » meningkatkan kinesjanyas.
Periode pertamn dizebut Teguh sebagai fase
“hbabat alas®, sementara periode kedun LPSK
1:|EJ'IJ|‘:.':'.'. diclkan |.'.'|||:; citas  kelerm-
bagaan sebagalmana amanat dan mandat
vang dinvatakan dalam UU Mo 31 Tahun
2014.

“LPSE sudah pumnya gedung sendicl dan
bekerja secara tenang. Memerlukan pegawai
Yang mumpuni cli lrll:l."|11;:|1':,'.;|, SArAN, prasa-
rana memadai dan pendanaan yang cukup,”
kata Teguh yang meyelesaikan Studi 51 lmu
Hukum Ferdata, Universitas 17 Agusius 1945
(LUUNTAG 45), Jakarta Tahun 19849,

Dengan semakin banyaknya penanganan
kasus, dan minimnya dana yang dianggar-
kan negara dari tahun ke tahun, harus di-
jawab LPSK dengan kapasitas Eelembagaan
dan ketersediaan 5DM yvang mencukupi, Ke-
beradaan sekretaris jenderal vang dilantik
pada 2017 lalu diharapkan mampu mewu-
judkan sarana dan prazaranda yang men-
cukupi. "Sekjen sebagai supporting harus
melihat hal itu dengan membuat perenca-
naan yang strategis sebagaimana amanah
undang-undang. Karena yang diamanahkan
haras diwujudkan,” ungkap Teguh.

Bekerja dengan S0P

sebagai birokrat, Teguh memiliki cara
pandang tersendiri dalam memandang
LPsK. Sebagai lembaga perlindungan saksi
dan korban, LPSK memiliki peran yvang
strategis, Untuk itu dibutuhkan kekuatan
birokrasi untuk mendukung kinerjanya.
Bukan hanya kalangan dengan latar be-
lakang bidang hukum dan HAM, akademisi
arate aktivis saja, namun yang berlatar be-
lakang birokrat harus ditambah jumlah-
nya.

"Keberadaan birokrat agar LPSK sebagai
sebuah lembaga biza bergerak lebih cepat.
LPSK membutuhkan dukungan para mi-
tra dan kerjasama dengan lembaga lain.
Birokrat bisa memperkuat kerjasama ane
tirlembaga. Misalnya LPSKE bisa menggu-
nakan fasilitas rumah sakit untuk korban.
Tapi yang harus diingat adalah, jangan ada
tumpang tindih,” ungkap pria yang pernah
menjabat Kepala Pusat Informasi Kriminal
Hasional (Puslknas), Divisi Telematika Palri
LA ink.

Teguh menambahkan, birokrat yang ter-
biasa dengan bekerja dengan selektifitas,
prioritas, efisiensi dan efektivitas diburih-
kan untuk membangun LPSK yvang berki-
nerja baik.

Penataan organisasi menjadi hal penting,
dimana setiap kebijakan dibuat berdasar-
kan Standar Operasional Prosedur (SO
yang jelas, Seperti saat membangun LESK
daerah, soal perlindungan terhadap korban
dan saksi kasus pencucian uang, perlin-
dungan korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO),

“Kasus pencucian vang pidana pokoknya
reguler, tapi pencucian vangnya tidak jelas,
proses penyelesaian korban dan saksi tidak
diarahkan ke pencucian wang. Kemudian
barang bukti diserahkan ke Depkeu sebagai
harta negara. Hal seperti ini ada baiknya
LPSK membuat S0F terlebih dahulu kare-
na pelaku bisa menggugat ke PTUN. Ini bisa
jadi bumerang,” papar Teguh yang saat [ni
menjabal Wakil Ketua Penanggung Jawab
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Divisi Hukurm. Kerja Sama dan Pengawasan
Internal.

S0P kata pria yang pernabh menpabal
Eepala Divisi Pembinaan Hukum FPolr
(20071 ini unfuk memperkuat Slstem Kerja
LPSE dan jangan jadi bumerang. “Kita ini
pelayan publik. kalau ada yvang tidak puas
dengan kinerjo LPSE bisa dibubarkan,” ung-
Eapny,

& L Kami akhirnya
menaoandena 18 psikolog untuk
membantu memunculkan
Keberanian dari terlinduno. Para
psikolog inilah yang
menauatkan para saksi denaan
kehadiran mereka di sidang
pengadilan. Kasus ini akhirnya
diputus meski dengan hukuman

yano rinoan. 77

LPSK dalam pandangan Teguh merupa-
kan lembaga vang bekerja secara senyap.
Kesenyvapan ity harus didukung S0P yang
mumpuni sehingga LPSE bisa maksimal
menjalankan perannya melindungi saksi
dan korban.

Kasus Lapas Cebongan

Dalam menjalankin tougasnya, Teguh
banyak mendapatkan kemudahan sebagai
angeota Polri. Hal ini terbukti saar men-
jalankan tugas mendampingi saksi kasus
penyerangan Lapas Cebppgan Yogyakar-
fa oleh angpota TN] pada 2013. Peristiwa
berdarah vang menewaskan lima tahanan
yang dititipkan it mengancam kesela-
matan faksi. termasuk Hepala Lapas Ce-
bongan. “LPSR wakiu im diminia Kanwil
Eementerian Hukum dan HAM untuk me-

7~ Xe il

Hmdungi sipic 1 kami melakukan koor.

dinasl yar dengan berbagal |'.|J|'|.|'|u:.
hingaa nasuk ke pengadilan”
kala Te
Alen 18 Cebongan tidaklah mu.
dah. S iatkan institusi TNL juga
1 vang ber kl:]n'l_ul.hg di luar
kasis Ii vakni spal perdagangan
nark berat LPSK adalah men:
I vang mengalami trauma
b mengawal keluarga kerban
van 1 WArga $i'|:li| Sidang kasus
k=amakan di Mahkamah Mi-
semua korbannya adalab
Menurut cerite Tepuh, ada ke-

hakimnya dan auditor berpang:

Rat-defkol semeniara |_|1:r|i,:'~|,'-h.|l Bk um ter-
sanghka kolonel

Wakt itu LPSK ]:'E](lk'ﬂk'll' konsulies] ke
KA. Savs minta pe adn Pak g Lumbun
untik mengawasi jalanny LR,
Bahkan Pak Denny Indray LEuran
cek,” kata Teguh

Trauma berat yang dialar rmenja-
i tantangan tersendirn ba Mereka
sebagian besar enggan srikan  He-

saksian dengan alasan menyangkut kesela-
matan. Bahkan usulan mengrunakan video
conference pun ditolak. “Eami akhirnya
menggandeng 18 psikolog untuk membaniu
memunculkan keberanian dari terlindung.
Fara psikolog inilah yang menguatkan para
L+ L5 |;|1_'|'|5.|.|:|. kehadiran mereka di 3i[|il11g

pengadilan. Kasus ini akhirnya dipuius
meski dengan hukuman yang ringan,” pa-
par Teguh.

Menurut Teguh, dengan adanya ber-

bagai kasus yang memiliki tngkat kesulit-
an tersendirt, LPSK dituntue semakin maju
dan profesional. Sehingga orang-orang di
-:I.’!'I.;|r|1|11_,'.| AL rr||.-'i|'|!"'r'.1|.'r'|{al:1: sistem -
ru,

Teguh berharap, ke depan LPSK akan
berkembang menjadl lembaga dengan kKe-
wenangan yang hebat dan ikut andil dalam
prozes penegakan hukum. “Tentu dikelola
secara profesional oleh orang-orang yang

o
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kapabel. Saya berharap periode berikuinya akan lahir sosok yang
murmpumni di LPSK.” katanya.

Tantangan ke depan

Periode ketiga perjalanan LPSK menjalankan tugasnya sebagai lem-
baga perlindungan ke depan menghadapi banyak tantangan. Teguh
berharap, pada periode ketiga LPSK lebih meningkatkan Kapasitas-
nya. Meski nantinya banyak diisi komisioner dari kalangan birokrat
sebagaimana harapannya, tidak membuatnya tidak netral, Karena
syaratnya adalah, mereka wajib melepaskan dici dari jabatan i pe-
merintahan, atau instiusi kepolisian, “Kenetralan ini wajib Karena
diatur dalam undang-undang. siapapun anpa ada perbedaan,”™ ung-
Eap Teguh

Peran lembaga perlindungan di setiap negara berbeda-beda. Ame-
rika Serikat hanya memiliki lembaga perlindungan terhadap saksi, bu-
kan kepada korban. Sementara di Afrika Selatan perlindungan kepada
saksi dan korban dimualal oleh PeTar L5M, demikian il.lg,-:l dcngnn cli
Thailand dan Malaysia. Di Filipina lembaga serupa di bawah departe-
men kehakiman, Sementarn ||| indonesin LPSE adalah lembaga vang

berdirt sendiri. “Secara posisi tinggl, jodi sangat sayang kalaw tidak
dikelola dengan Balk, Persoalannya LPSE ada di soal anggaran,” Kata
yang sempal o plalakan audiensi dengan komisioner LPSK

ang lein dengan Presiden Jokowl mengatakan, Kepala negara meng-
i 1=f kinerja para komisioner LPSK yvang . positifl dibandingkan
lembaga sejenis lalnnya, Menurut Jokowi, peran yang dilakukan LPSKE
lebih nyata. “Beliau mengapresingl soal I-:umpenﬁasi bagi korban. Dan

pemerintah akan memberikan dukungan nyata,™ katanya.

Rumah adalah surga

Di sela kesibukan di LPSK, Teguh adalah guru besar Hukum
Lingkungan yang mengajar di beberapa Program Pascasarjana Studi
IImu Hukum baik di PTN maupun PTS di Jakaria dan Bogor. 5elain
itu juga sebagai Anggota Dewan Senat Akademi PTIK dan Dosen Pe-
nanggungjawab/Pengampu mata kuliah “Hukum Kepolisian® di Seko-
lah Tinggi ilmu Kepolisian {(STIK).

Selain menggemart benda antik, dia juga gemar memelihara fkan
koi dan menghias rumahnya dengan papan catur yang diletakkannya
di setiap sudut. Baginya, rumah adalah surga.

“Kalau sudah di rumah saya betah. Kadang saya mengundang
teman-teman untuk datang ke rumah, makan-makan dan sekadar ber-
cengkerama,” kata suami dari Hj Masayu Salmi yang aktif di kegiatan
Kowani,

“LPSK harus memunculkan orang berjiwa transformer. Bukan
orang yang hanya bisa bilang yess, tapi harus punya kreasi,” imbuh
bapak dua anak, Prima Hari Hastomo, Sinta Ambarsari, dan kakek em-
pat cucu 1nl.




B\ N

DR. LIES SULISTIANI, 5

LPSK HARUS MAK'"" BERTAJI

Hefarian KErya pada auna DUk idl Lras kecil
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dif Husein Sasiranegara, .‘::’-- TLr b fhga anak
abdi di LPSK
sefama dua periode. .5'-_-.'-"<:'.!" semakin kuat

menmoa dm




ABAN hari  menyaksikan  pro-

vos vang tengah berjaga dengan

penampilan gagah setiap beranghkan

ke sekolah, menancapkan memori
tersendiri di benak Lies Sulistiand. “Awal
ketertarikan saya pada bidang hukum me-
mang berawal dard situ. Hukum dif mata
saya Kenka iu sama dengan provos.” kata
Lies membuka percakapan.

Sebagal putrt anggota THML dan tinggal
di perumahan Angkatan Udara  Husein
Sastranegara, Bandung, memengaruhi he-
hidupan dan pola pikiv Lies. Dalam bayang-
an Lies yang kala itu duduk di bangku
SMP, belajar hukum sepertinya hal yang
menyenangkan, “Melihat penampilan me-
reka yang berseragam lengkap, gagah dan
legas, saya ingin sepertl mereka. Orang
orang yang menegakkan keadilan,” ungkap
perempuan Eelahiran Bandung, jawa Barat,
10 Juli 1962 inj

!il-l1'||.'|'. SN literima: i bebera-
o pPETEUWMIan IRl
Universitas Pa

Barclun sl

nukim dan IKIP {sekarang UPH Bandung
“Saya memilik | jar di Unpad. Sast it
A salu-salunya perempuan ai antara

TEMAN SCangEalan g ||||=||:'..'.1:'.."-|! lrisan
hukum pidana. Teman perempuan sayn s
bagian besar lebih tertarik belajar bidang
hukum perdata, dmu warks, hukum pr K-
winan, dan bisa kerja di bank,” katanya,

Lies bBeralasan, mungkin saat itu belum
I:I.'III}'{IR PETEMPLAN mMeminart LT A TR 8] Ji
dana, padahal mempelajari kejahatan dari
f181 hiukum ifu sangal menartk. Bagaima-
na orang s melakukan kepehatan clan
bagaimana seseorang bisa menjadi korban
darl kejahdatan i, Lies, menjalani kegiatan
Euliah tanpa halangan berarti, perempian
berkerudung  ini mempersiapkan  syarat
kelulusan dengan memilib judul  skripsi
vang berorieniasi |.|.|{1.| EOrban

Lies memilih terna, peran dan kedudukan
korban dalam tindak pidana pemerkosaan
sebagai soudl kasus, Dia melihat, selama ind
korban adalah orang yang mengalami pen-

N e\ -

deritaan baik fisik dan psikis. “Judul ini ti-
dak populer, sebab selama ink kebanyakan
mahasiswa lebih memilih memeliti fakior
terjadinya kejahatan dark sisi pelaku” pa-
parnya.

Lies mengambil kasus pemerkosaan yvang
korbannya berusia 14 tahun dan pelakunya
18 tahun dimana keduanya saling mengenal
gitu sama lain. “Penyebab kejahatan sek-
sual seringkall karena pergaulan bebas, le-
pas dari pengawasan dan kontrol orangiua.
Eebanyakan darl mereka saling mengenal
Banyak pelaku pemerkosaan sebelumnya
sudah saling berkomunikasi intim dengan
korhannya,” kata Lies.

Lies berhiaszil menyelesatkan program 51-
nya dengan nilai baik dalam wakiu cepat.
Teringat ajaran ayahnya yang berprofiesi
ui'h.:ﬁ.ll [emidra agar menjunjung konsis-
temsi dalam menimba ilmu, dia bertekad
melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih
tinggi. Awalnya dia sempat Ingin mendaf
tar sebagal Kowad, namun setelah dibujuk
dosen pembimbingnyd, akhirnys dia menja-
di pengajar di almamaternya. “Jadi tentara
buat saya Eebanggaan, mungkin kKarena
pengaruh ayah sava, Tapi dosen pembim
bing saya melihat potensi saya tidak di sitw.”
katn Lieg

Di almamaternya, Lies pernah ditugaskan
di Birg Bantuan Hukiom yang bertugas un-
1k menerima para pencar keadilan wniuk
herkonsultasi atas kasus yvang dihadapinya.,
Dar) banyak kasus hampir tidak ada karban
tindak pidana yang datang untuk memint
aelvice atan pendampingan atas kasus yang
dialaminya, Had ini menggelitik Lies, sebab
korban seolah tidak memerlukan pemenuh-
an hak-haknya. Semua ini menurut Lies ber-
muara dari KUHAFP vang tidak berorientas
pada kepentingan korhan.

Mamun seiring dengan perkembangan-
nya, perlakean hukem terhadap korban
pemerkosaan makin membaik terbukti de-
ngan adanya Undang-undang Perlindungan
Saksi dan Korban dan terbenmaknya lemba-
ga yang khusus bertanggungjawahb uniuk




pemenuhan hak saksi dan korhan sehingga
korban kini diperlakukan lebih manusiawi
sefak rahap penyidikan. “Pertanyaan yang
cenderung memopokkan dan jauh dari em-
pati sudah jarang direma,” kata Lies.

Ia menegaskan, hukum tidak hares ka
ku namun tetap harus regas, Menurutnya,
ridak biza kita membaca pasal secara salu
per saty ataw pasal per pasal, retapi harus
melthat marwah dar undang-undang itw
uniuk apa. “Sava nggak mad melihat hikum
dengan kaca mata kuda, tapl harus luwes.
Jika irz menyangkur korban harus dilibat
dari sisi kemanusiaan dan hak-hak korban,”

papar Lies

Konsarn pada Isu parempuan
Tertarik pada [su perempuan dan anak,
Lies pernah menjadi Sekretaris Pusat Pene-
litan Peranan Wanita (FIW] Lembaga peng
litian LNPAD pada tehun 2004-2007. Dalam
pardangannya, perempuan seringkali dija-
dikan obyek dan fumpahian Kesalahan jika
terkibat masalah hukum. Perempuan yang
menjadi korban juga kerap tidak memper-
juangkan haknya, cenderung fokus pada
masalah. dan akhirmyva terpuruk karena
pasrah. "Keberadaan lembaga-lembaga kaji-
an atau advokasi untuk perempuan adalah
untuk bagaimana bisa membual perems
puan bangkit dan memperjuangkan haknya
Earsna negara manjamin sesuai undang-un-
dang.” kata Lies.

Lies menjelaskan. banvak perempuan
jadi korban domesiic vislence, lingkungan
kantor, dan temannya sendiri. Karena ma-
iu, =ebagian dan mereka menutup din dan
kasus yang membelir, “Kadang budaya yang
tersirukioral jadi hambatan, melaporkan
kasus kekerasan seksual ke polisi dianggap
membuke alb. Padahal ketika terjad] ke
kerazan atau kejahatan domestik bukan la-
£ urusan prval tap masuk ranah publik.®
kata Lies,

Dia menceritakan, permah mendampingi
perempuan  korban  kekerasan  seksual.
Pelslunya memang telah dihukum tetapi

febidh ringan dari yvong diharapkan, dan s
korhan justry mendopat stigma buruk dar
limgkungan di suatn wilayah yang memi-
I.i]u'. tradisi adat ' kuar *Korban bukan.
an traumanya. malah

nya ditolong, dipulih
idat dan dikucilkan,®

mendapat huil
|_|;||53c.|5| Liis

Dalam k : masih dalam proses
penyelosa o5 telah mencoba me-
mEnE W munikasi dengan ketua
adat uni prespelei] pada keadilan

1 kasus kekerasan seksy-
iih sering dihadapkan pa-

bagi korl

i ad e budaya yang cederung
merugl lahkan dan dipojokkan,
bahkin | | pemeriksaan
Lies 1 bahkan, saat ini kondisi pe-
| [LE mhum  menyangkut kelerasan
seksual terhadap perempuan semakin baik.
Ada unit Pelayvanan Perempuan dan Anak
{FPAL Ol semua tingkatan kepolisian dengan
polisi wanita sebagal petug Mulu ka-
515 Vang menimpa peremp riksa la-
ki-laki, pertanyaan pengula: ingal se-
ring dilakukan bahkan b rianyaan
yang terkesan melecehka yvalahkan
an kondisl

Linpa memperhatikan =it
psikologis korban™ katany:

Disantronl orang tak ¢! ana!

I luar kasus pidana, Lies punya psng-
alaman menarik saat mendampingi ma-
55;.1[.3}'.1: Vang mernjan kevrbaam frenEgusiran
pembangunan Waduk Saguling, Kabupa-
1en Bandung Barat, pada sekitar 1980. Dia
bersama teman-temannya  mengadvokasi,
membantu masyarakat untuk memperoleh
Eeadilan dalam bentuk ganti rugi yang se-
padan. Fakianya, kata Lies, warga harus
pindah dengan kompensasi yang tidak se-
berapa. “Saya membantu masyarakat agar
I'|'|E'J'u!!||.-l'l::-||-|‘|. ganti rug yang adil, sehab
uang yang menjadi hak masyarakat seiem-
pat banyak mengalami pemotongan,” kata-
nya.

Selain mendampingt warga, Lies me-
ngumpulkan data dan wawancara, lalu




menuliskannya dl suratkabar. Dia men-
claskan, pembangunan wadok yang digu-
nakan sebagal penunjang PLTA merugikan
lan melanggar hak warga, Meski sudah di-
iapkan angka penggantinya namun setelah
dilitung tidak sesuai, "Tulisan saya dimuat
il surat kabat terkenal di Jawa Barat dan
bikin heboh. Saya sempat dicari-cari di kam-
pus aleh arang yang mengaku masyarakal
Rarena. cunga, eman-teman saya di kam-
puEs meminga uniuk odak menemul dengan
alasan keselamatan,” papar Lies

Lies memang senang menulis dan bebera
pa karyanya dimuat di surar kabar terkemi-
ko, Kesukaannyn inl dulu karena termotiva
5l honor yang lumayan, “Maklam saja, yang
namanya mahasiswa butuh tambahan uang
saku untuk membell buku dan kebutuhan
laimnya,” Kenangnya

Harus leblh s= -

Menyelesaikan Magister mo Hukoum di
Universitas Diponeeara (Ln lip) Semarang
pada 2000, Lies melanjuthsn ke jenjang

limu Hukum (Sistem Peradilan Pldana) di
Universitas Padjadjaran (1 3|||..|r|l Banclung
dan Lulus pada tahun 2015, Dia juga sempal
tercatal menjadi dosen non organik Puzdik-
intel POLRI Bandung, Dosen Non organik
SESKOAD Bandung, mengajar di Diklat Ke-
jaksaan, Diklat Mahkamah Apung terma-
g1k Ve T T |_|.:|11.| Kiirsiis Hakim Miligeér
(Suskimil) jakarta.

Selain itu perempuan yang punya hobi di
bidang send ini, sering menjadi narasumbser
dalam beberapa Kegiatan seminar maupun
diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana,
Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Vic-
timologl. Pada 2008 Lies werpillh menpacdd
Pimpinan LPSK sebagai Wakil Eetua LPSK
perinde 2008-2013, Kemudian kembali ber-
pilih untuk masa jabatan periode kedua
2013-2018, menjadi Wakil Kemua dan se-
bagal Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan
Hak Saksi dan Korban yang sekarang men:
jadi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
(PHSK)

Selama dud periode di LPSE, Lies men-
catal beberapa capaian yang telah dilaku-
kan para PFimpinan dan jajarannya. Dia
menjelaskan, pada periode pertama LPSK
berhasil membangun strukiur kelembagaan
berdasarkan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006, Dua tahun setelah undang-un-
dang dijalankan, ada beberapa kelemahan
vang dapat menghambat kinerja sehingga
undang-undang tersebut didorong untuk di-
revisi, Tahun 2004, pada periode kedua, Un-
dang-undang Nomor 13 Tahun 2006 berha-
il disempurnakan menjadi Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2004, yang memberikan
penguatan antara lain pada struktur kelem
bagaan, “Dengan revisi undapg-undang
ini, kewenangan LPSKE menjadi lebih jelas
demikian Juga kl*ll*;:‘l.l:‘i-:l.g.:;||'|r|3,'.’| sfEmakin
kuat, Keberhasilan revisl undang-undang
ini menjadi mamentum penting,” kata Lies.

Selain strukiur kelembagaan, revisl un-
dang-undang juga menyangkut perluasan
subyrek. tidak hanya terpaku pada saks
dan korban, tapi ada perlindungan kepada
ahli, pelapor, justice collaborntior dan whis-
thellower, Lies menambahkan, dard jenis
hak vang diberikan kepada korban tindak
pidana pun terdapat perluazan. Secara ek-
disebutkan, korban :'|I||."|||:[:||;I:|I!k:'|:|'|
hakoya untuk mendapat pemuliban, dan
hal ini sudah direalisasikan antaralain ke-
pada korban terorisme, berupa banfuan
medis dan psikososial serta kompensasi.

Terkait keberadaan sekretariat jenderal
yang kini didukung oleh Sekretaris Jenderal
dan tiga Kepala Biro yakni, Biro Pemenuhan
Hiak Saksi Korban, Bire Penelaahan Permo-
honan can Piro Adminiziragi, dinilai Lies
makin memperkuat sirukiur LPSE dengan
jangkauan tangrungjiawab bukan hanya di
Jakarta, tetapd di seluruh wilayah Indomesia.

Yang tak kalah pentingnya, pada periode
kedua, LPSK berhasil membangun kantor
sendiri setelah mendapat anggaran uniuk
membeli lahan dan membangun kantor.
Pada pericde pertama, LPFSK menumpang
di gedung milik Eementerian Sekretarial

.‘-||||.'.il
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:"-'n.‘g_;ll'.!. “sekarang kKami mencn
safety, dan secure, Lokasi kano
mendekatkan kami denzan sy
Lies berlutur, dalam periode po
keberadann LPSK. “Kami seringkal
ma oleh Pt |i_:|,':|:_|_~J_'._15: hukum. Pad:
dibentuk oleh negara memiliki ked
melaluil undang-undang. Kedudukanny:
budsman, KomnasHAM atau lembaga
Lits menambahkan, dalam

yang cukup pantas,
dari pusat kota jusiru
1 Lies
k yang kurang paham
p sebagai LSM teruli
i adalah lembaga yang
1 kuat karena dibentuk
ama dengan KPK, Om
1N yang LEenisT Katany'a
pericde berikuinya, LPSK harus
meningkatkan eksistensinya di mata masyarakat dan penegak
hukum. “Menurut saya, yang harus diperjuangkan dalam periode
ketiga ind adalah bagaimana LPSK bisa diakui dalam subsisiem
peradilan pidana, sejajar dengan kepolisian, kejaksaan dan penga
dilan. Pada periode ketiga LPSK harus menjadi lembaga yang lebih
s0lid dan tangeuh,” legasnya

Menciptakan mars dan himne LPSK

Soal kedisiplinan, keadilan dan konsistensi, Lies bany: T
dirl sang ayah. Dia mengingat betul bagaimana harws LLran
mendapatkan jatah buku dan baju dengan lima saudaranya yi
lain karena kevangan keluarga pas-pasan. Meskl sang oy L
pangkal perwira meénengah, kehidupan keluarganya jauh dari m
wiah. “Ayah saya jujur, meski ditempatkan di bagian logisiik mate-
riil yang katanya “basah”, beliau tidak punya sumber keuangan lain
selain gaji dari kantor. Beliau adalah sosok yang sangat disayangl
dan dihormati anak buahnya,” benang Lies

Di sela kesibukannya, Lies menjalani hobinya membuat puisi
menyanyl dan menulis lagu. Baginya musik dan hukum adalah
dua hal yang saling berkaitan, “Hukum ftu juga seni, misalnya
bagaimana membuat peraturan yang memenuhi perasaan keadilan
masyarikal dan bisa dimplementasikan, keduanya sama-samil
meruniut skill dan kedalaman rasa. Ada sisi ketegasan dan kelem-
butan dan ini harus berimbang.” papar Lies

Karena kepiawaiannya, Lies menciptakan lagu dan menulis 1i-
rik Mars LPSK pada 2016 lalu. Mars ini dinyanyikan setiap upacara
dan diputar pagi hari di area kerja Gedung LPSK untuk memberi-
kan semangat. D akhir masa tugasnya, Lies juga telah menyiapkan
karyanya yaitu Himne LPSK vang di-launching saat ulang tahun ke-
sepatluh LPSK

Lies melewatkan akhir pekan berkumpul bersama keluarga de-
ngan memasak bersama di rumahnya, di Bandung. Ke pasar ber-
sama, meracik bumbu, kemudian mengolahnya diz jadikan sarana
mendekatkan diri denzan anak dan menantunya. “Menu [avorit
anak-anak Soto Bandung. Memasak buat saya juga merupakan hal

yang menyenangkan.” kata ibu dari Ighal, Bunga, dan IlTham Wira-
Fusurmah rersebut




LILI PINTAULI SIREGAR, SH, MH

JADI LEMBAGA MANDIRI
YANG DISEGANI

Sebagal pengacara LSM, nama Lili Pintauli Siregar dikenal di kalangan
buruh, petani dan nelayan Sumatera Utara, Memantapkan diri masuk LPSK
dan berkiprah oi level nasional, Lili ingin menunjukkan kepada khalayak
bahwa banyak persoalan o daerah yang periu mendapat perhalian secara
luas. Perempuan yang kerap disapa Mama Pendeia ini berharap ke depan
L PSK menjadi lembaga mandici yang peduli pada nasib korban kejahatan,

RAAOr A S KERIA fall e AR PE RS AN LR ! 2 ?




24

EBAGAI pengacara, Lill Pintauli ‘be-
sar’ di lapangan. Namanya melekar
selain di kalangan buruh. petani,
nelayvan, juga masvarakat korban
pengzusuran dan buruh kebun Sumatera
Utara. Lill banyak melakukan pendam-
pingan kepada perempuan yang menjadi
korban kekerasan seksual dan juga para
pekerja seks komersial Warung Bebek, Deli,
Belawan dan Nimbung Raya Medan.

“5aya banyak mendampingi masyarakat
grass rooth, kebanyakan kaum perempuan
dan apak yang termarjinalkan” kata Li-
I perempuan kelahiran Tanjung Pandan,
Bangka Beliung. 29 Januwari 1966 ini, Di
daerah asalnya, wanita yang menyelesaikan
51 lmu Hukum di Universitas Islam Suma-
tera Utara ini bergabung dalam wadah Fo-
mum Wahana Masyarakat dan forum yang
menaungi korban eks tapol.

Sam duduk di bangku kuliah, Lili terma-
suk mahasiswi yang kurang bergaul. Ke-
giatannya di luar kaliah hanya membaca di
perpustakaan. Meski demikian, dia dipilih
sebagai sekretaris merangkap bendahara di
organisasi kemahasiswaan kampus. Jabatan
yang diemban dalam prakteknya sama seka-
Ui udak bersentuhan dengan masyarakat
“5am kuliah saya hanya berpikir bagaima-
na caranya lulus cum laude sehelum empat
tahun. Maklum saja, orangtua saya harus
menghidupl tujuh anak dan bukan dari ka-
iangan berada,” papar Lili yang mengawali
kariernya sebagai Asisten Pembela Umuam
LEH Medan (1991-1952),

Saat remaja, Lili pernah bergabung de-
ngan organisasi remaja, yvang setiap ming-
g menerima konseling anak-anak korban
broken home. “Ada juga yang curhat karena
hamil di luar nikah. Di organisasi i saya
disjari jadi penyiar sekaligus pendengar
yang baik. Setiap minggu. ada 89 1opik yang
dibahas,” kata Lili.

Pengalamannya saal remaja itulah yang
mémbual perempuan yang hobi memasak
ind piawal melakukan pendekatan kepada
kliennya. Terkadang Lili hanva memain-

saannya saat mendampingi kothan
la bantn karcna dia percaya alrg
n yang menuntunnya untuk bisa

membantu orang lain. Kelebihannya bisa
dekar dengan para korban memudahkan
Lili ményelesaikan Kasus.

“Di Kupang saya sampai dipanggil Mama
Pendeta, padahal saya muslim. Memang

setlap menangani kasus, saya melakukan
pendekatan spiritual. Saya pegang fangan
korban, dan saya mendoakannya. Bahkan
saya juga membawanya dalam salat” kata
Lili yang pernah kena marah karena meng:
gunakan uang pemberian suaminya uniuk
menangguhkan penahanan korban

Kepekaan Lili atas persoalan korban
mungkin juga dipengaruhi latar belakang-
nya yang berasal seluarga besar.
Ayahnya, auditor bal cang memilikl 11
saudara dan ibunya dengan 8 saudara se-
lalu mengajarkan berbagi dengan saudara-
nya. “Ayahku anak periama, wajib meng
hidupi adik-adiknya, ibu anak kelima rla.rl
& bersaudara. Karena l-'.rh.n;inm-.mng,.'a.Ieh.ﬂh
mapan, beliau berjibaku membaniu adik-
adiknya. Kami dilatih hidup dengan banyak
orang, berbagi kamar dan makan. Setiap ]“;
mat ibu melatih kami memberikan infag,
kata Lili.

Pada 2006 setelah LPSK dibentuk, Lili dan
rekan-rekan sesama pengacara membahas
dan mengupas lembaga ini. “Para pengaci-
ra senior sepakat untuk mengirimkan wakil
dari Sumatera Utara untuk mengikuti 5'—’]"3'
si. Tapl teman-temen perempuan yang di-
tawarl nggak ada yang mau. erakutannya
satu, orang Sumut dari dulu tidak pernah !ﬂ:
los jadi pejabat publik di tingkat nasional,
ungkap Lili. .

Hal ini menurut Lili sudah 11"“"]-"‘_""
memok. Tapl wakiu je dia ingin J'I'Ii‘lliﬂl*'_ﬂ
kemampuannya untuk mengikuti tes meski-
pun awalnya dia pesimistis. “Saya bilang,
kalau tidak mencoba ikut ujian kita tidak
akan pernah tahu. Akhirnya senior sayd
bilang, silahkan berangkat tapi nggak ada
support apapun baik akomodasi maupun




iransportasl. Semua menggunakan biaya
sendiri,” kata Lili.

Setelah mendaftar, pada 2008 Lili menja-
lani tes. Dari 367 orang vang mendafar ha-
nya diambil 7 orang dari seluruh Indonesia,
Pertarungannya sangat sehat dan peserta
seleksi dari berbagai disiplin Imuw. Sebagai
pengacara yang jauh dari publikasi Lili me-
mantapkan dirl untuk lolos seleksi tanpa
rekomendast tokah di tingkat nasional. Mes-
ki menjadi anggota majelis. wilayah PBHI
wilmyah Sumul, petingrinya, pengacara kon-
dang Hendardi don Jhonson Panjaitan tidak
mengenal Lili

“Waktu ke [akartn saya membawa bekal
dukungan dari masyarakat korban di 5Su-
mut yang pernah saya bela, Mereksa meni-
berikan dukungan dengan mengumpulian
tandatangan balk Kepala desa, camat, dan
iokoh agama Di miasional say'a
pegang salu rexomendasi yaknl dan PBHL
Tidak ada yang lain,” papar Lili yang per-
nah menjadi anggora Panwasio Kota Medan
(Juni 2003-Movember 2004)

Ada kejadian menarik saar mengikuti
seleksi di Jakarta. Lili harus kucing-kucing-
an dengan suaminya, Ali Mubhammad Nur
yang berprofesi sebagai pembalap motor.
Selama menjalani res sekitar 5 kali di Ja-
karta Lili selalu berbohong dan pamit ke
siantar untuk menangani kasus, “Tapi be-
giw saya feeling lolos seleksi saya baru ceri-
ta ke suami. Untungnya dia mengizinkan
dan mensupport saya masuk LPSE." ung-
kap Lili.

Lili menuiurkan, sebagai pengacara LSM
penghasilannya lebih dari cukup. Meski
penghasilannya di LPSK jauh lebih sedikit
dibanding dengan yang dia peroleh selama
ini namun dia memutuskan unmk menja-
lami tugasnya sebagai komisioner di mana
pada kepemimpinan periode 2013-2018,
menjabat sebagai Wakil Keiua dan sebagai
Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak
saksi dan Korban yang sekarang menjadi
Bira Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

“Saya tidak punya nmiat politik masuk

dl Sumat

LPSK, hanya ingin memberitahu kepada
pusat bahwa daerah punya persoalan se-
rius dan negara harus tahn, Ada anggota
eks PEL korban perempuan yang Kasusnyn
tidak diselesaikan oleh penegak hukum,
Dan ada 450 kasus sengketa tanah yang ti-
dak satupun selesal, malah berakhir dengan
pemberangusan, penghilangan orang, dan
pemerkosaan. [tu yang mendorong saya ma-
suk LPSE.” tegas Lili yang pernah jadi Koor-
dinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan
Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakimi)
Medan (1994-1997),

Tangani Kasus Korupsi

i LPSK Lili fokus menangani korban
dan saksi kasus korupsi yang melibatkan
petingei partai, pejabat, polisi dan pengu-
saha. Sebagian besar kasus vang ditangani
melibatkan perempuan yang dibumbul de-
ngan kasus perceraian, perselingkuhan, dan
KDRT verbal. Awalnya, Lili menilal UU LPSE
terlalo kaku dalam menerjemahkan aturan
dan dianggap tidak bisa masuk area privar.
Padahal baginya, karena LPSK adalak lem-
baga perlindungan, maka scal kenyamanan
dan frusi harus dikedepankan.

“Dalam menjalankan tugas, kalau kita ti-
dak bisa mendekatkan hati dengan korban
dan saksi kita tidak akan bisa meéngungkap-
kan apapun. Pada kasus yang mehbatkan
perempuan, rata-rata mereka memiliki ke
cenderungan tertutup dan enggan berko-
munikasi. Maka pendekatan personal harus
menjadi titik utama, Dalam hal ini LPSK ha-
rus bersikap luwes,” ujar Lili yang melaku-
kan pendekatan dengan saksi korban de-
ngan agopd, nonton, dan pergi ke laut dan
hasilnya efekiif.

Pekerjaannya menangani kasus korupsi
bukan tanpa risiko. Dalam kasus korupsi
vang melibatkan bendahara parpol terna-
ma. rumah Lili sempat diintai orang tak
dikenal, Awalnya fetangga sekitar rumah
kediamannya fidak tahu apa pekerjaan Lili

“Begitu mereka melihat wajah saya di
televisi mereka paham. Pernah suatu kali,
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tetangga depan rumah memberitahu kalau
ada mobil yang mondar mandir di depan
rumah. Dan ada orang dalam kendaraan itu
¥ang berkali-kali memotret,” ungkap Lili.
Lili mengakn sempat panik karena
mengkhawatirkan keselamatan anak-anak-
wya. Selama hampir empat bulan, kekhawa.
tiran karena peristiwa mobil yang mengin-
tal rumahnya it berdampak pada sikap
proveknif Ll ke anak-anakrya, =Suamiku
yang wakiu i masih tingzal di Medan
langsung ke jakara, melapor ke KT, RW dan
polish. Saya menjaga anak-anak. memas-
tikan mereka aman saal di sekolah dan di
luar rumah. Saya pun meminta tambahan
pengawalan dengan biaya sendiri. Saya dan
keluarga fadi trauma. Setelah lewat 4 bulan
baru hilang,” ungkap Lili.

Harus mandiri

Awal bergabung dengan LPSKE di periode
pertama, Lili merasakan betul bagaimana
perjuangannya membesarkan lembaga ini.
Meski menjalankan mgas berat sebagai
Lembaga Pelindung Korban dan Saksi,
menurut Lili negara tidak sepenuhnya ha-

dir karena anggaran yang digunakan masih
didapat dari Kemensetneg,

“Bagaimana LPSKE harus berdiri sendiri
kalau dalam menjalankan mugasnya masih
harmes mengatasnamakan dengan banyak
institusi dan masih harus menjalin berbagai
kerjasama,” katanya. Dikatakannya, LPSK
seharusnya menjadi lembaga yang mandiri
sepertl US Marshall, lembaga perlindungan
saksi milik Amerika Serikat. Mempunya ke-
wenangan sendiri melakukan perubahan
identitas, punya shelter permanen, relokasi

permanen, dan mampu memblayai hidup
saksi dan korban secara permanen,

“Persoalan kami berkutat pada jumliah
anggaran yang dibatasi dan hal i mem-
buat kita gemas. Lalu bukan tidak sedi-
kit masyarakal yang terlindung mencibir
pekerjaan kami, di antaranya ketidakjelas.
an bahwa yang mendapatkan perhatian
hanya korban langsung sebagaimana yang

A

dikeluhkan korban pelanggaran HAM berat.
Kami berkilal, tidak bisa maksimal melaku-
kan bantuan karena tidak ada anggaran®
jelasnya

Lili mengungkapkan, perekrutan SDM
LPSK dengan berbagai latar belakang harus
diimbangi dengan penggajian luar biasa se.
hingga membuat meneka betah dan 11'_5'-3“1?“
dalam bekerja. Tidak pindah ke tempat lain,
dan LPSK tidak hanya dijadikan tempat ]:H.‘n
didikan kemudian pegawai diambil institusi
lain. “Saya berharap, SDM yang mumpun
dimiliki LPSK dengan sistem penggajian bﬂfr
imbang. Ditambah kemampuan manajer
al yang baik karena sudah ada sekjen. Tap
masalahnya dengan anggaran yang terbatas,
kami bisa mengerjakan aj ungkapnyi.

Lili menambahkan, ke depan masih ba-
nyak vang harus diber seperti pena-
nganan korban bom misalny Uniuk er
ban dengan luka berat, tentu tidak bisa
dirujuk ke rumah sakit kelas 3 bekerjasama
dengan BPFJ5. Karena luka lukanya Seriis
korban harus berobat ke luar negeri.

“Kenapa tidak mencontoh Kanada/Filipl
na, nggak perlu menunggu surat, hegita kor-
ban tidak bisa dirawat di rumah sakit lokal
bisa langsung dibawa ke luar negeri, Yang
sulit di Indonesia itu koordinasi birokrasi.”
kata Lili.

Selama 10 tahun di LPSKE, Lili mrngnk_u
cimta luar biasa dengan lembaga imi. Dl:'l
mengingat, & bulan pertama di LPSK menyil-
sihkan gaji Rp1 juta untuk menggaji stal.
Bahkan ruang tidurnya di kantor digunakan
mereka karena tidak punya tempat tinggal.

Latih anak berampati

Latar belakang Lili sebagai pengacara
membuatnya memiliki kepedulian h:p-:l:dﬂ
sesama. Hal ink dimularkan kepada ketiga
anaknya, Aditya. Amelia, dan Ariel. Saat ma-
sih menjadi pengacara Lembaga Swadayn
Masyarakat (LSM), tak jarang Lili memba-
wa anak-anaknya ke lokasi warga, apakah
di kebun sawit, penjara, atau barak. “5aya
pernah menggendong anak saya berbaur
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dengan warga di kebun sawit. Saat saya mengajar
dia duduk di belakang saya. Saya memang membia-
sakan mereka untuk berbaur agar thdak tinggi hati
dan memiliki empati tanpa memandang perbedaan
ras ataupun agama,” kata Lili.

Dekat dengan masyarakat kelas bawah membat
kepekaan Lili makin terasah. Kadang dia menangis
ketika berada di lokalisasi, menyaksikan para peker-
ja seks ity melaksanakan salat, “Saya zangat sedih,
ketika mereka bercerita jika malam takbiran adalah
hal yang mereka unggu karena akan ada 10-15 ta-
mu, Setelah melakukan pekerjaannya, mereka ingat
shalat,” papar Lili.

£ £ Pena dan buku bukan alat yang
tepat untuk mendampingi korban, tapi
nilai-nilal empati sehingga
memuncuikan perasaan simpati
kepada korban. 77
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Lili konsen pada nilal-nilad yang dijunjung dalam
LPSE dan harus disosiallsasikan kepada selurh pega-
walnya, Nilal empati yang muncul sebagai pegawai
lembaga perlindungan yang memberikan layanan
kepada saksi dan korban. Yang paling sederhana ada-
lah, bagaimana pegawai LPSK bisa memperlakukan
korban dengan baik agar mereka memilikl rasa nya-
man saat menyampaikan pengaduannya, “Pena dan
buku bukan alat yang tepat untuk mendampingi kor-
ban, tapi nilai-nilai empati sehingga memunculkan
perasaan simpati kepada korban,” kata Lili.

Lili selama di LPSK melakukan pendekatan dan
menjalin  keakraban dengan sesama komisioner,
pegawal dan stal dengan rutin mengundang acara
makan-makan, Tradizl ini dilakukan setiap perayaan
ulangrabunnya dengan memasak sendiri menu asal
tanah kelahirannya, “Tamu yang hadir pernah sam-
pai 1.000 orang, menunya saya masak sendirl dan
hahannya dari kampung saya seperti (er] kacang
dan itkan mas. “Menu yang paling ditunggu ramu
saya adalah daun ubi tumbuk khas Sumatera Utara,”
pungkas Lili.




DRS. HASTO ATMOJO, M.KRIM

FOKUS PADA KASUS KOLEKTIF

Kepedulian Hasto pada masyarakat yang diperlakukan tidak adil diawali saal
memmba mu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dra i mendampi f'{.ﬂ
masyarakal dalam kasus pembebasan fanah di Borobudur dan pembebasan
tanah pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. Agar perannya
lebif efektif, Hasto menyarankan LPSK fokus pada kasus kolekti.
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ASA remaja Hasto, pria kela-
hiran Bandung, Jawa Barat,
8 Maret 1959, diisi dengan
il kegiatan seni.  Eetertarikan
memelajar] seni peran membawanya ber-
gabung dengan komunitas teater di bawah
asuhan Rendra dan Adi Kurdi, Meski dunia
teater menarik minatnya, tapi Hasto memi-
lih untuk menjalani passion-nya yang lain,
kegiatan sosial.

Memilih Kuliah di Jurusan Sosiologi kare-
nia terinspirasi oleh Gerakan Sosiologi Kritis
ilan Theologh Pembebasan di Amerika Latin,
vang diperoleh selama berinteraksi dengan

Romunitas Rendra dan Adl Kurdi.
Memasuki dunia kampus di jurusan llmu
Sosiplogi Fakultas Hma Sosial dan Dimu Poli-
tik, Universitas Gadjah Mada pada 1978,
ketertarikannyna poda keglatan sosial ma-
Kin terasah sant mendaumplingl masyarakat
untuk mendapatkan keadilan. Bersama

dengan kawan-kawan vang memiliki keter-
tarikan yang sama, dia membentuk Kelom-
pok Studi dan Bantuan Hukum. Kelompok
ini merupakan gabungan dari mahasiswa
lakulias hukum, sospol, psikologi dan sastra.
Kasus pertama yang mereka bantu adalah
ketika sekitar Candi Borobudur akan diba-
ngun taman wisata pada 1980, "Kemudian
kami juga membaniu masyarakal mengurus
pembebasan tanah pembangunan Waduk
Eedung Ombo. dan Kasus Penembakan Mis-
terius (Petrus),” papar Hasto.

Pendampingan kepada masyarakan dalam
dalam berbagai kasus yang dilakukan Has-
(o dan eman-temannya menarik perhatian
pengacara terkenal Adnan Buyung Masu-
tion. Pada 1981, mereka ditawari bergabung
dengan YLEHI yang merupakan leburan
dari LBH Jakarta dan sejumlah kantor peng-
acara. “Wakru im kami menolak, meskipun
LBH Yogyakarta yang dimotori alumni Ul
akhirnya sefuju bergabung, kami tetap ber-
juang di luar,” ungkap Hasto.

Masuk YLBHI
Meski bergabung dalam orfganisas) so-

sial, Hasto mengaku tidak akufl dalam ke-
giatan kemahasiswaan di kampus. Selepas
kuliah, pada 1983 , Hasto diajak Adnan
Buyung Masution bergabung di YLBHI dan
diangkat menjadi stal pada 1983-1987.
Tahun 1984 Adnan Buyung pergl ke Be-
landa untuk meraih gelar Dokior. Ketua
YLEHI berpindah ke Todung Mulya Lubis.
Kemudian, pada 1987, saat Adnan Buyung
menyelesaikan  gelar doktor, YLBHI
kepemimpinannya dialihkan ke Ahdul
Hakim Garuda Nusantara,

“Saat pembentukan Dewan Penguris, na-
ma saya masuk di dalamnya hingga 1993."
papar Hasto yang pada sanst mahasiswa
menggemari  buku  Deschooling  Society
karya Ivan lich,

Di sela keglatan di YLEHI, Hasto mendal-
tar menjadi dosen FISIP Unas; Jakarta pada
tahun 1984, Setelah bechenti darl YLBHI pa-
da 1983, menjadi Dosen tetap di Fisip UNAS,
Hasto juga akufl di organisasi Masyarakat

Peduli Pemilu pada 1999, [a juga menjadi
anggota Komnas HAM Periode 2002-2007.
Pada saat yang sama [2002) terpilih sebagai
Dekan Fisip UNAS untuk 2 Perigde (Z002-
2006 dan 2006-2010).

Hasto permah juga menjadi ream leader
PMNPM Mandiri Pedesaan 2010-2013 untuk
bidang Pelatihannya (Traieing Development
Consultant - TOC), dan di saal yang sama
bekerja di Asian Development Bank (ADB),
atas nama proyek Bappenas. “Wakiu itu
saya schagal seciol save guard consuliant
perencandan  pembangunan  bendungan
Saya melakukan studi kemudian mengadyo-
kasi dan memberikan masukan, Misal soal
ganti rugi karena ADB menerapkan policy
masyarakat yang digusur tidak boleh diru-
gikan,” katanya.

Berkiprah dl LPSK
Pada 2013 Haste mendafiar jadi komisi-

oner LPSK dan menjabat selama satu peri-
ode. Meskl dari sisi penghasilan lebih kecil
dibanding saat menjadi konsultan ADB, Has-
1o merasa LPSK adalah “rumahnya” dimana



kegiatan dan aktifitasnya sesuai dengan apa
yang dia inginkan, “DI LPSK saya merasa
lebih hidup, ini value saya, Padahal sebagai
konsultan saya dibayar mahal” ungkap
Hazto yang mengambil 52 jurusan Krimi-
nologi di Universitas Indonesia.

N LPSK Hasto menduduki posisi sebagai
Wakil Ketua dan Penanggungjawab Divisi
tenerimaan Permohonan menjadi Biro Pe-
nelaahan Permohonan (BPP). Dalam men-
jalankan fugasnya, Hasto mengaku lebih
menyukal kasas koleknf karena lebih strage-
s dan substantif menyangkut kepentingan
warga yang lebih banyak, Seperti kasus pe-
langgaran HAM berat dan terorisme. “Bu-
kan menyepelekan kasus individual, tapi
dampaknya tidak terlalu signifikan untuk
perubahan masyarakat,” katanya.

Hastio menjelaskan, dampak yang hisa
dicapai akan lebih terasa kalaw kasus yang
ditangani sifsnya kolekail. Seperti misalnya
kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), yang belum digarap secara serius,
miasih kasus per kasus, LPSK memberikan
perlindungan dan memfasilitasi setelah ka.
sus selesai, padahal ada langkah lebih be-
sar yang harus dilakukan seperti membuat
studl, kemudian memetakan kejahatannya.
Demikian juga dengan kasus kejahatan sek-
sual pada anak yang masuk dalam jaringan
kejahanan internasional

“Kalau penyelesaiaannya kasus per ka-
sus hasilnya tidak signifikan. Lagi-lagi ken-
dalanya di SDM dan dana, jadi LPSK sullt
melakukannya.” jelas Hasto

Sebagal lembaga yang melindungi dan
memberikan advokasi kepads saksi dap
worban berbagai tndak kejahatan, LESK
mermiliki peran sanga: penting. Tugasnya ti-
dak saja untuk i, namun juga memberikan
pelayanan maksimal kepada masyarakat
yang membutuhkan. Maka, visi keberpi-
hakan pada kepentingan masyarakat secara
tuas harus selalu dikedepankan dalam men-

jalankan tugas, tidak saja bagl para komisi-
Oner, tapl juga s1af yang bekerja disana.
Hal ini memang haree ditanamkan pada

seluruh pegawai LPSK yang tergambar se-
jak perekrutan pegawal, bukan hanya soal
administratil birokrasi sa)a.

Menurat  Hasto, meskipun qaiatrt
perjalanannya para pegawal menjalant
berbagai pelatihan secara bertahap untuk
mengembangkan kepedulian stal LPSK ter-
hadap persoalan hukum yang dialami saksi
dan korban, namun sejak awal perekrutan
harus memilikl visi. *Visi keberpihakan su-
dah harus dimulai sejak mereka direknt

Bukan pada saal resmi m isuk LPSK. baru
diberikan bekal seperii sekarang. Ke depan
hal ini harus diperbalsrul.” unghkap Hasto.

Hasto menyadari, lembaga yang baru 10
tahun berkiprah in. masin memerlukan

waktu untuk bisa memberikan pelayanan
maksimal untuk saksi dan korban. 5&
lain banyak pekerjaan rumabh yang hil["-'l?
diselesaikan, juga harus siap menghadap
tantangan ke depan. Untuk itu, 1-:_E|'ln.n3li].
strategi komunikasi yang batk menjadi 11_lﬂ.|
penting bagi LPSK. Bagaimana eil._rawgl i
bisa mengatur peran LPSK sebagal lembaga
perlindungan yang bekerja secara s.rr-mt. na-
mun juga harus mem-publish sesual dl_!ngaﬂ
kebutuhan. “Menurut saya, yang efektil _i'l-dif
lah sosialisasi yang melekatkan komunikasi
dengan kegiatan penanganan kasus. 1iu ma:
sih bisa dilakukan,” ungkap Hasto.

Kompensasi Korban Tamrhmﬂ_

Salah satu tugas penting yang diemban
LPSK saat ini adalah pemberian kompen-
sasi kepada korban terorisme. Banyak fan-
tangan yang dihadapi LPSK dalam melak-
sanakan tugasnya tersebut mengingat ada
peristiwa  terorisme tpengthnmﬂn] !-'_E'T'E
terjadi sebelum LPSK terbentuk. Hes_l-'lll'-'l"
utamanya adalah mendapatkan bukti legal
bahwa seseorang merupakan korban aksi
terorisme, mengingat selama ini pll_mh ke-
polisian atau rumah sakit tdak lagi memn-
punyal catatan tertulis tentang korban dan
pihak terkait keberatan untuk mengeluar-

kan surat keterangan resmi terhadap para
korhan.




Dadam: hal inl LPSK sadah melakukan

terobosan, khususnya uniuk penanganan
kasus terorisme masa lalu yaknd Bom Bali
I 1l, Bom Marriot dan Bom di Kedubes Aus-
tralia. Menurut Hasto, hal vang paling su-

lir adalah mencari legalitas para korban.
sementar: i, seseorang untuk disebut
sebagai korban terorisme harus mendapat-
kan surat keterangan untuk bisa mendapat-
kan kompensasi. Meski cukup sulit, namun
LPSK melakukan berbagai pendekatan de-
ngan jajaran kepolisian di daerahaksi teror-
isme terjadi.

“Ada Polda yang menolak, karena jika
mereka memberikan surat keterangan ha-

rus melakukan investigasi ulang. Ada juga
Polda vang meréspons dengan baik dan
memproses perminizan kami,” papar Hasto,

LPSK sendiri menyatakan. apapun bentuk
legalitasnya akan diterima, agar bisa segera

memberikan layanan kepada korban. Hal
ini merupakan terobosan yvang dilakukan
LPSK mencatat prestasi besar dalam hal
pemulihan hak korban terorisme. Dengan
upava yang dilakukan LPSK tersebut, kor-
ban aksi terorisme akhirnya mendapatkan
pelayanan medis dan psikososial

Selain memberikan pemulihan  medis
dan psikososial, Negara juga memberikan
kompensasi kepada para korban atas fasili-
tas yang dilakukan LPSK. Misalnya, yvang
sudah mendapatkan kompensasi adalah
korban bom di Gereja Samarinda (2016) dan
korban terorisme di Sumatera Utara. Dalam
wakiu dekat, korban bom di Kampung Me-
Iy (2017} juga akan mendapatkan haknya.
“Ini merupakan hasil kerja spektakuler dari
LPSK dan cukup monumental. Tapi ini bu-
kan hanya kerja LPSK, tapi juga dukungan
DFR Komisi 111, Densus 88, dan BNPT," ung-
kap Hasto,

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK H-
dak hanya menerima pengaduan saksi dan
korban tapl juga bersikap proaktif. Saat
bertugas di Biro Penelaahan Permohonan,
sejumlah kasus ditanganinya melalui upaya
proaktif. berbekal info dari media seperti

televisi dan media anline. Hasto sendiri pa-
da saat kasus penyerangan Mako Brimob
Kelapa Dua 9 Mei 2018 lalu berada di lokasi
kejadian untuk melakukan tugas pemantau-
an dan kemudian menawarkan bantuan ke-
pada para korban.

Pelanggaran HAM Berat

Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah
bagl LPSK adalah penyelesaiaan kompensa-
i korban Pelanggaran HAM berat masa lalu
sepertl Kasus G305 PEL Kasus Wasior, dan
Penghilangan Orang Secara Paksa. Perso-
alan muncul karena pengadilannya sudah
tidak ada, padahal pemberian kompensasi-
nya harus melalul putusan pengadilan.

Hasto wanmg pernah bertugas di Kom-
nas HAM menjelaskan, lembaga itu telah
menyelidiki 10 kasus pelanggaran HAM
berat, namun hanya 3 kasus yang diputus
dengan membsehaskan pelakunya, sehingga
kompensasi sulit dilaksanakan. Kesulitan
lainmya, karena peristiwanya sudah ber-
langsung lama, maka sulit dideteksi apakah
penyakit yang dialami korban berkaitan
dengan kasus pelanggaran HAM atau bu-
kan, kecuali korban mengalami buta dan
tuli. atau cacat fisik lainnya.

Persoalan lainnya adalah, korban keba-
nyakan berusia lanjut dan kebanyakan
mengalami penyakit degeneratif. LPSEK, kata
Hasto bisa saja memberikan bantuan medis
dalam jangka waktu rerbatas atas dasar ke-
manusiaan. *Saya berani mengklaim, apa
yang dilakukan LPSK merupakan langkah
konkrit membantu korban, Dalam kasus pe-
langgaran HAM berat, yang paling banyak
adalah korban G305 PEI tahun 1965, Kasus
Tanjung Priok, Talangsari dan Kasus DOM
Aceh di Jambu Keupok dan Simpang KAA"
jelas Hasto,

Dalam penanganan Kasus Pelanggaran
HAM berat, LPSK bekerjasama dengan Kom-
nas HAM sebagai lembaga yang memberi-
kan rekomendasi. LPSE dalam berbagai
kesempatan mendesak Komnas HAM untuk
segera memberikan legalitas dengan alasan




Eemanusiaan. “Sebetulnya kalan di Komna
luarkan suratnya. Saya mengusulkan ada
ban sudah mengajukan permahonan sud
Rasihan kalau terlalo lama, keburn mening

unit Khusus bisa cepat dike-

us menagani kasus ini, kot-
hun belum keluar suratnyi-
kawa Hasto.

Hobi Nonton Wayang

Menjalankan tugas di LPSK selama satu periode, masih banyak pengabdian
yang ingin dilakukan Hasto di lembaga vang dibanggakannya ini. Oleh karena
itu, pada 2018, Hasto memutuskan mendaftarkan kembali sebagai komisioner.

Ayah dua anak yang mengajar Sosiologi Kriminalitas, dan Perilaku Menyim-
pang. di Unas, Jakarta ini mengaku sangai beruntung berada di LPSK. Selain
bisa dekat dengan korban dan saksi yang membutuhkan uluran tangan pe
merintah juga berkesempatan membangun jaringan dengan korban damn sa ks
kasus terorisme. “Saya mengusulkan ada semacam jambore y

ne hisa menja-
di eksposure, tanpa harus membahayakan korban,” katany:
e ——— -
& L Mungkin apa yang diberikan LPSK kecil dif:2n¢ing

penderitaan yang mereka alami selama bertaliun-
tahun. Tapi apa yang dilakukan LPSK merupakan

Wujud bahwa negara hadir mempernatikan warganya
yang menjadi korban. 7Y
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DA sela kesibukannya Hasto rutin mendengarkan wayang kulit di radio atan
menonton langsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMID. “Hobi saya me-
WAnE Ronion #lau denger wayang kulit. Saya pernah sekolah dalang waktu
kuliah di Keraton Yogyakarta selama dua tahun,” kata Hasto.

Adipati Karno adalah tokeh wayang yang disukai Hasto. Menurutnya, Kar-
no yang merupakan biok Kurawa adalah tokoh kontroversial. “Kurawa tidak
akan berani menghadapi Pendawa karena sakti. Karno yang memunculkan
perang Bharatayudha, dia tahu persis kalau akan jadi korban. Setiap tokoh
kerakyatan fu selalu jadi martir,” papar suami Dyvah Handayani Dewi ind.

Hasto sangai menikmati pertunjukan wayang, padahal dia sudah hafal
Semud ceritanya. “Dengerinnya malam-malam, sambil leyvehan. Buat pengan:
1ar tdur,” kata bapak dari Ajeng Arassekar dan Sawung Sangkarimang ind.

Hasto berharap, ke depan LPSK hisa meningkatkan perannya dalam mem-
berikan perlindungan maksimal kepada saksi dan korban. Khusus korban
yang terkait kasus pelanggaran HAM berat, LPSK akan memperjuangkan se-
cara sungguh-sungguh untuk mendapatkan legitimasi dan legalitas. “Mungkin
apa yang dibertkan LPSK kecil dibanding penderitaan yang mereka alami se-
tama hertahun-tahun. Tapi apa yang dilakukan LPSK merupakan wujud bah-

wia megara hadir memperhatikan warganya yang menjadi korban,” pungkas
Hasto,
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DR. H. ASKARI RAZAK, SH, MH

SOLIDITAS JADI KUNGI SUKSES

Lahir dengan nama lengkap Amar Askari bin Abdul Razak (Askari),
menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun
1986 dan melanjutkan pendidikanya di tingkat Pergguruan linggr pada
tahun yang sama. Saal masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Askan sudah jadi
pembela (mengadvokasi) seorang remaja yang menjadi terdakwa dalam
suatu tindak pidana. Latar belakang sebagai dosen dan kepiawarannysa
membangun jaringan dengan banyak kalangan memudahkannya
menjalankan tugas sebagai Pimpinan/Komisioner LPSK yang
diembannya. Menurut Askari, harmonisasi dan soliditas di antara
para pimpinanfkomisioner menjadi “roh dan kekuatan”™ LPSK dalam
melaksanakan lugas perlindungan secara professional dan akuntabel.
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ENIMBA flmu hukum sebe

minya bukan cita-cita Askarl.

Pria kelahiran Sidrap, Sulawe.

s Selatan. 12 Okwober 1966,
sebenarnya memiliki cita-cita mendalami
mu teknik muklir. “Tapi oleh kakeknya
disarankan masuk jurusan hukum,” kata
Askari vang pernah menerima beasiswa
SUPERSEMAR selama mengikuti pendidikan
51,

Avah tiga orang anak ini akhirnya memi-
lih kuliah 51 pada Fakultas Hukum Univer-
sitas Muslim Indonesia (UMD Makassar,
dengan konsentrasi kajian Umu Hukum
Tata NegaraHukum Administrasi Negara,
lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang
Program magister 52 (selesal 2001) dan
Program Dokioral 53 (selesai 200%) dengan
kemsentrasi kajian Iimu Hukum Tata Nega-
raHukum Adminisirasi Negara pada Prog-
Tam Paccasarjana Universitas Hasanudin
Maknssar,

Meski tidak sesual keinginan awalnya,
Askari merasa nyaman belajar ilmu hokum
Hal ini tidak lepas dari dukungan ayahnya
yang juga kebetulan berprofesi sebagai gu-
rudosen.

“saya selalu terngiang kata-kata Bapak,
bahwa “keadilan yang paling baik itu di-
amalkan lebil awal dalam keluarga™. Ka-
ta-kata it yang memberikan SaYA SEmangat
menskuni iimu hukum, sampai saat ini.
Entah karena kebetulan, orangiua memberi
nama saya Askari (Askarilaskar @ Bahasa
Arab) yang berarti polisipasukan, petugas
keamanan (polisi salah satu unsur Penegak
Hukum di Indonesia). Ajaran yang selaly
dia terapkan dari orangtuanya adalah soal
ibadah. kejujuran, kedisplinan, dan sikap
saling menghargal.” paparnya,

Askari semasa mahasiswa akiil mengikuti
berbagai kegiatan organisasi di kampus,
baik sebagai pengurus BEM maupun ang-
gota HME. Disamping itu, sejumlah kegiatan
dilakukan dalam berbagai benmuk, di an-
taranya memberikan pembekalan menge-
nai pengelolaan dan periindungan terhadap
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hidup kepada masyarakat di

ngikuti program KKN di Wa.

Selatan pada Tahun 1383
Askarl menjabat sebagai Koordinator De-
za (hordes) dan memimpin 21 mahasiswa,
mengalami peristiwa menarik. “Saal i
ada warga yang mendatangi posko kami
dan mengadu kalau anaknya dituduly memn-
curi sepeda, Kasusnya sudah masuk penga-
dilan,” ujar Askari.

Meski menyvadari belum punya kapasitas
mendampingi orang di Pengadilan, dari ha-
sil diskusi bersama teman-temantya, Askar
memutuskan membantu. Kebetulan salah
satu teman KEM-nya mempeng
bagai Kepala Panitera yai
menghadapi tuntutan Jaks

“taya lihat dalam tuntutan (pasal 362
EUHP) tertulis, mencari schuah sepeda
motor, bukan mencuri. D) persidangan,
Hakim menerima pikiran saya hahwa Jaksa
membuat kekeliruan menulis huruf “a* dan
“u”. Dan faktanya memang anak tersebut u-
dak mencuri, akhirnya si anak dinyatakan
bebas oleh hakim,” jelas Askari yang pernah
menjabat sebagai Ketua Dewan Piumpinan
Wilayah (DPW) Asosiasi Pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indo-
nesia (APHAME-RI) meliputi Sul-5el, Sultra,

Sulut, Gorontale dan Sulbar sejak Tahun
2012,

11 I se-
mbaniuny

Belajar Kode Intelejen

Setelah lulus Perguruan Tinggi, pada Ta-
hun 1990 Askari mengikuti tes pegawai di
bank EMI 46 lulus dan diterima. Sayangny
menjadi karyawan di bank milik pemerin-
tah yang dikenal sulit itu tidak mendapat
restu ibunya.

“Saat itu, hanya dua orang yang diterima
dari Sulawesi Selatan”. Ibu saya bilang, “ti-
dak ada artinya kamu jaya kalau hanya di
kampung orang”. “Saya mundur dari kelu-
lusan itu, ternyata Allah SWT sudah mem-
persiapkan sesuatu yang di luar kemam-
puan nalar saya, Pada Tahun 2013 dengan



Bismillah spya hijrah ke Jakarta karena
berhasil Lilus menjadi Pimpinan/Komisio-
ner LPSE.” kata pria yang pernah memim-
pin beberapa LSM/NGO di Makassar, Sulsel
{antara lain: Lembaga Kajian Hukum dan
HAM (LEEHHAM) dan Makassar Mediasi
Centre (MMC],

Mundur dari Bank BNI 46, Askari diteri
ma bekerfa di Bozowa Group, dealer mobil
dan properti. Tapi belum sempat bekerja
dia mengundurkan diri karena hal tersebut
tidak sesuai dengan jiwanya. Selanjutnya
Askart melamar menjadi dosen di kampus-
nya, yang kebetulan lokasinya berseberan-
gan dengan kantor Bosowa, Askari vang
merupakan Wisudawan (Tahun
1990} akhirnya diangkat sebagal Dosen dan
mengajar di kampusnya, lalu melanjutkan
pendidikan ke jenjang 52, dan 53 melalui
Bea Siswa (TMPD) dari Pemerintah Repub-
lik Indonesia/DIKTI dan lulus dengan nilai
crirt latecle,

“Secara moral karena mendapatkan bea-
siswa saya harus mempertanggungjawah-
kan vang negara dengan memberikan hasil
terbaik,” kata Askari yang saat ini berpang-
kat Lektor Kepala (sejak Tahun 2009) dan
sedang menuju Guru Besar/Professor

Sebagai dosen, Askari menerapkan kedi-
siplinan dan human approach kepada para
mahasiswanya. “Soal nilai tidak ada kata
saudara! Saya tidak bisa dibohongi!, jadi
detail setiap mahasiswa saya harus tahu
terkhusus academic ablity-nya. Perlakuan
yang sama dalam menekuni pekerjaan di
LPSK yang diamanatkan sebagai Penang-
Eungeung Jawab Divisi Hukum, Eerjasama,
dan Pengawasan Internal/DHKPI (pada
awalnya) dan sekarang sebagai Penanggung
Jawab Biro Penelaahan Permohanan/EPF,
Semua permohonan yang diajukan di atas
meja savi Insya Allah saya baca dan telitf,
tidak adn yang terlewar,” kata Askari.

Dirinya juga menerapkan ‘ilmu’ intelijen
saat menjadi dosen. llmu tersebut didapat
saal tinggal di rumah pamannya yang berdi-
nas di TNI bagian intelifen, semasa dirinya

Terhailk

duduk di banghku SMA,

"Paman saya tahu persis kalau air minum-
nya sava yang menghabiskan, atau motor
dan mobilnya pernah saya pakai. Dia meng-
gunakan sandi dan penanda khusus yang
saya tidak fahu. Saya banyak belajar ilmu
intelijen dari paman saya,” jelas Askari.

Maka, kebiasaannya membuat tanda be-
rupa kode-kode tertentu dia terapkan uniuk
mahasiswanya. Misalnya, saat ada maha-
siswa yvang bermasalah datang menghadap
{waktu itu sebagai Wakil Dekan 11l bidang
Kemahasiswaan), mengatakan apa, me-
ngenakan baju apa dicatat aleh Askarl.

Jadi, mahasiswanya nggak akan bisa
mengelak, jika suatu saat mengingkari apa
yang sudah dia katakan di hadapan saya
wakiu iog limu intelijen pernah diterapkan
Askari untuk memburg “pencuri” makanan
i kamar kosinya saat kuliah. Dengan
menamburkan tepung terigy di depan ka-
mar kost, dia berhasil membual mati Kutu
kakak kelasnya, yang akhirnya mengaku
sering mengambil makanan Askari. Sepan-
jang karirnya sebagal dosen, Askari pernah
menjabat Ketua Jurusan/Bagian Hukum Ta-
ta Negara/Hukum Administrasi Negara dan
Wakil Dekan 1D (bidang Eemahasiswaan)
pada Fakultas Hukum Univesitas Muslim
Indonesia,

Harmonisasi Roh LPSK

Menjadi dosen dan mengenyam pendi-
dikan hingga tingkat Doctoral [53) mem-
buat Askari percaya diri untuk mendaftar
sebagal pimpinan/komisioner LPSK. "Kecu-
kupan pemahaman teoritis mendorong
saya mengenal dunia hukam lebih riil.
Diberi kesempatan berada di LPSK saya t-
dak menemukan kesulitan. Tinggal memba-
ngun harmonisasi dan soliditas saja,” kata
Askarl yang menjabat Wakil Ketua LPSK
dan Penanggungjawab Divisi Penerimaan
Permohonan yang sekarang menjadi Biro
Penelaahan Permahonan,

LSelama lima tahun di LPSK periode 2013-
2018), Askari banyak menimba  penga-
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laman terutama bekerjasama dengan pa-
ra pimpinankomisioner. Dengan latar
belakang berbeda-beda, para pimpinan
LPSK bisa mengemban tugas yang diberi-
kan dengan baik. Terbukii dari berbagai
pencapaian yang telah dicaih.

“Intinya ada harmonisasi dan soliditas
diantara kami para pimpinankomisioner
Kami tidak mungkin eksis keluar kalau di
dalam tidak ada kekuatan yang solid telah
dibangun." kata Askari

saling memahami karakter masing-ma-
sing. tidak saling menyalahkan di antara
para pimpinan sudah mengakar dalam 1u-
buh LPSE. Perbedaan vang ada justru dija-
dikan modal kekuatan. “Selama lima tahun
bekerjasama. tidak ada persoalan yang t
dak hisa diselesaikan. Saya sendiri selalu
mendorong pendekatan religius di antara
kami para pimpinan‘komisioner dan pa-

ra staf karena lebih cepat menyentuh dan

memperkuat silatorrahim secara internal,”
papar Askari.

limu Perindungan

Sebagai lembaga vang masih berusia
muda. LPSK banyak mengalami kemajuan
dan sist pemenuhan kebumehan hokum.
Perubahan Undang-Undang LPSK  juga
memberiken penguatan kelembagaan se-
perti perubahan sistem, SDM, stukiural/ma-
najemen. sarpras dan penganggaran sudah
ternata dengan baik di bawah Sekretaris Jen-
deral. Awal masuk di LPSK =Saya menjabar
sebagal Penangeung jawab pada Divisi Hu
kum dan Kerjasama Internal (HKPD. Tugas
yang paling urgen adalah memberikan back
tup dalam membansun perubahan/penyem-
purnaan regulasi Alhamdulillah pada Ta-
hun 2014, revisi UU LPSK (UU No.31/2014)
disahkan.” kata Askari

mamun keluarmya UU Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Kor-
ban. tidak lantas secara seria-merta mem-
buat lembaga tersebut bisa menjalankan
mugasnya dengan maksimal, nor regulation

perfect

U ila periode kedua banyak

peml vang dilakukan  jajaran
i shomer LPSE, terulaimnd me-
TYangE itas SDM. Menurut Askan,
sebagal i vang bekerja di LPSE un-
wk mem

in layanan perlindungan dan
terhadap saksi dan/atau
dikatakan belum seCara Sem-

hak-hal

'|~':|:||.:!|_.:

purna ilmu mengenai perlindungan yang
diaplikasikan. "masih ada yang belum me-
mahami mengenai ilmu perlindungan, Ung-
Kap Askari

Dikatakannya, pegawal yang bekerja se-
bagian besar Sarjana Hukum sedangkan kla-
sifikspesifikasi LPSK adalal yhaga yang
karli menga-

i didalami
1 subsianst

memberikan e lindungza
takan, ada banyak hal yan
dan dizelami lebik jauh

dari perlindungan. Selain patonalitas,
prioritasnya adalah baga 1 memba-

ngun 500 di LPSK agar betu
berikan lavanan perlindurn

sl e
nerkualitas
sebagalmana diharapkan masyarakat. "Ca-
ranya harus dirancang dan dilaksanakan
kegiatan secara kontinyu dan sistemaatls, bi-
£a melalui diklat ataupun bimbingan tekmnis
yvang dilaksanakan secara terstrukiur. Bu-
kan sekali jalan selesai, tapi ada tahapan-
nya,” jelas Askari

Banyak Pekerjaan Rumabh

Hal paling penting bagaimana pegawil
LPSK memahami secara substantif dalam
memberikan lavanan perlindungan Pasal-
nya, semua pegawai di LPSK yang mend
ngani bidang perlindungan hanya belajal
secara otodidak karena belum ada flmu yang
diajarkan secara formal (melalui sistem
pendidikan) spesifik tentang perlindungan
di Indonesia, pun di negara lain. “Soal per-
lindungan itu nyata dihadapi. Hal ini harus
menjadi perhatian pimpinan ke depan dan
I!1'|E"!|.|-:1-.'5I: oS Utama,” paparnya.

Askart mencontohkan, pada saal mein-
berikan perlindungan kepada saksi dan
atau korban yang sedang dalam kondisi ter
ATCAIT, hagaumana caranya mereka aman.

-ﬂ
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Demikian juga yang | dungr, “Inil ada
dua tanggungiawil : Jamatkan ter-
|.II'|I']I.lI'|5"_. dan dirk ki 1 i, Toenta ind bu
kan perkara mudah, teniu perlu dikaji se
cara akademik-empirik supaya ada standa

operasional,” Kata Askari

Askari menjelaskan, masith banyak peker-
jean rumah yang harus diselesaikan dian-
laranya, mengupayakan semaksimal mung-
kin memasukkan LP5K sebagai lembaga
yang secara eksistensial eksplisit tercanium
dalam KUHAP zeperti halnya Aparat pe
negak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dll) hal ind
merupakan langkah yang sangal urgent dan
strategis dalam rangka menyempurnak;
crimpeal pictice system di Indonesia, uniu
merealisasikannya dapat dilakukan deng
memaniaatkan momen perubalan KUHA

Disamping itu, sesual dengan standa;
jukan undang-undang yang dalam k
=10 tahun ke depan masih relevan, sa
satunya terkait hak-hak saksi korban, yvang
masih membutuhkan kajian lebih jauh da
lam rangka implementatifnya, Misalnya ter
Kdil perubahan identitas yang diarur dalam
pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 yang menegas
kan bahwa seorang terlindung kKetika ber-
hadapan dengan sutuasi yang mengancam
jwanya punya hak untuk mendapat identi-
fas terbaru.

Dalam  kajlan  hukum, terminologi
mendapatkan identitas baru adalah meng-
hilangkan identitas vang sebelumnya. Mes
ki |iIITIF-'l|"! sederhana, perubahan identitas
melibatkan banvak institusi karena semua
hak hukum Varg hl?i'i.!:l'l::'rhuhin akan hilang.
atau selidak-tidaknya mengalami perubah-
an yang fundamental

Askari menjelaskan, seiring perkembang-
an, bentuk kejahatan mengalami dinamika
baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
L¥SK secara responsif dan visible melaku-
kan perubahan internal dan juga mening-
katkan kerjasama dengan banyak pihak
baik secara eksternal seperti APH, KE/L, De-
mikian halnya kerjasama regional ASEAN
maupun Internasional. Selain itu, pening-

katan sarana dan prasarana di LPSK dalam
hidang IT untuk memberikan layanan yang
berkualitas (cepat, memuaskan dan berke-
pastian hukum) misalnya membuat Hor
Line LPSK yang dikerjasamakan dengan
pihak Institusi penyelenggara di bidang
telekomunikasi, permohonan yang ber-
basis android mengingat alat komunikasi/
HP sudah sangal [amiliar penggunaannya
ditengah masyarakat secara umum, bah-
kan penggunaan media sosial juga menja-
i kebutuhan, Masyarakat bisa mengakses
informasi mengenal LPSK dan mengajukan

permohonan perlindungan dengan cepat,”

catn Askar
Terkait pen inn permohonan, LPSK ter-
buka mener dalam bentuk email, suraf,
elepon tau Whats App. Dalam wakiu
paling lam minggu setelah permohon-
f fersehul diterifma |!-J|-:_'|.:j.'|r'i|'|.'|l'| ditelaah
secara detail antara lain identitas dan do-

kEumen lain yang disertakan {sehagan syarat
formal), dan setelah dianggap lengkap se-
lanjutnya dirizalahkan, Untuk kemudian da-
fam wakiu paling lama 30 hari diajukan da
lam rapat pari purna pimpinan (RPF) uniuk
diputus, selanjuinya paling lama satu ming-
gu setelah diputus penyampaian secara ter-
tulis diterima atau tidaknya permohonan
akan diteruskan kepada pemohon.

Dalam kerangka mekanisme inl pada u-
mumnya setelah dilakukan investigasi {pe-
nelaahan lapangan), paling lama 2 minggu
selesai. Walau diakui kadangkala ada ken-
dala, dan selama ini kendala yang terjadi
bukan bersumber dari internal LPSK, tapi
menyvangkut kebutuhan dokumen yang rer-
kadang lambat atau sulit untuk bisa segera
dipenuhi baik dari pemohon sendirl mau-
pun institusi rerkait, kata anggota Dewan
Pakar IKA-FH-UMI ini.

Safe House

Saat berkunjung ke US Marshall, Lembaga
Perlindungan Saksi milik Pemerintah Ame-
rika Serikat, bersama komisioner LPSK lain-
nya, banyak pengalaman berharga yang bi-




5 diaplikasikan terutama terkain safe house!
rumah aman bagi Saksi danfatau Korban
Misalnya bagaimana US Marshall memberi-
kan pelavanan dan perlindungan dalam
safe house yang direncanakan secara detail,
mulai bagaimana rancangan toilet, bahan
Yang digunakan untuk wastafel, atau tem-
a1 tidur sampai barang dan properti apa
saja yang tidak boleh ada di rumah aman.
“Jangan sampai ada dalam ruangan yang
berpotensi menjadi senjata yang digunakan
terlindung apakah untuk mencelakai diri-
Myd atan orang lain. Hal itu kita lihat, pela-
Jari dan telaah.” kata Ackari.
Daa mengemukakan, bahwa wntuk kasus
1eTien selama ini LPSK menggunakan
safe house sesual kebutuhan, Lebih jauh
Askari menjelaskan. karena rumah aman
sangal sensitif sebab berkaitan dengan Ke-
selamatan dan keamanan (jiwa) terlindung
maka keberadaannya harus bepar-benar
terlindungi dan dirahasiakan, “Beberapa
wakm lahe ada kekeliruan yang dilakukan
oleh pihak lain diluar LPSK. seolah safe
house bisa dikunjungi media atau pejabar.
Ini tidak benar, karena rumah aman ke.
Wenangan penuh berada di tangan LPSK
personglnya adalah pihak LPSK sendiri dan
dibantu oleh Pamwal (anggota polri yang di
BRO-kan di LPSK), Singkatnya Rumah aman
adakah kedaulatan LPSE - tegas Askari.
Mengelola ramah aman bukan hal mu-
dah. Sebelum dibawa ke rumah aman, saksi
dan‘atau korban harus melalui pemerik
san secara maksimal (termasuk menan-
datangani surat perjanjian) dan beberapa
hal terutama terkait riwayar kesehatannya
jangan sampai saksi dan/atau korban yang
bersangiutan kemudian misalnya mening-
g2l di rumah aman, sementara penyebab-

fiy8 memang karena penyakit yang diderita
sebelumnya.

Hobl Menembak

Di LPSK Askari mendapat kesempatan
!:nengl}ruﬁ pendidikan di Lemhannas. Se-
jalan dengan Hukum Tata Negara yang dige-

wengikuti kursus selama 5.5 bulan
(7 Pendidikan Singkat Angkatan |
P fahun 2017) , Askari menggenapd
ilm + dimiliki dari sisi aspek keamanan
TEE: (Letahanan Nasionall Pernah bela-
jar di Lemhannas sangat mendukung peker-
jaan Askari di LPSK, dari sisi jejaring yang
kuat di antara alemni/ lulusannya, Misalnya
pada saat mengusut Kematian warga sipil
akibat penyiksaan yang diduga dilakukan
oknum anggota TNI di Kabupaten Sula, Ma-

luku Utara, Askari banyak mendapat kemu:
dahan akses, ]
“Meski awalnya ymi kesulitan
menembus akses ki 1 pelak, berkat
bantuan petinggi TH! : Lemhannas),

LPSK hisa melakuk:
num anggota tersebi
diperiksa sampai kel
=05 hukum,” unghap /

Di sela kesibukann Askari menyem:
patkan menekuni hobinya menembak yang
dipercaya mampu meningkatkan konsentra:
si dan menguatkan jantung. “Saya kadang
menembak di Markas Kopassus atau di k&
do (SPN). Menembak menghilangkan 511_115."
kata ayah dari Retno Sari Budiasti, “Efﬂl_a'.i"-l_
Dwiasty, dan Muhammad Reizga Rafsanjanl
tersebut. Menerapkan pola pendidikan yang
disiplin dan berlandaskan agama (Islam)
suami Hj Mulyati ini memegang prinsip, Jika
ingin mengubah rumah tangga, m ﬁf-}'ﬂrﬂk:“j
ataupun negara maka harus dimulal dari
mengubah diri sendiri.

LPSK bagi Askari adalah rumah yang
nyaman untuk mengabdikan ilmu yang d'_'
milikinya demi Bangsa dan Negara. “Meskl
lembaga ini masih relatif baru dan membl-
tuhkan eksistensi, tapi respons publik sema:
kin baik dari tahun ke tahun. Banyak pihak
memiliki ekspekiasi besar terhadap LPSK.
tHeh karena it unmk tidak I'I'H!I'Igl:*'-"-"'-"-’*""'"'trl
harapan besar tersebut, LPSK Senantiasa
membangun profesionalitas dalam mem:
berikan layanan yang berkualitas kepada
masyarakat secara cepat, memuaskan, dan
berkepastian hukum,” pungkas Askari.

ipasi dan ok-
lahkan unbk
menjalani pro-



EDWIN PARTOGI PASARIBU, SH

HARUS BERANI
KUKAN TEROBOSAN

Berbekal pengalaman 10 tahun bekerja di Komisi Orang Hilang dan Koerban
mekerasan (Kontras), Edwin mendedikasikan iimu dan Kemawarannya
melasukan advokas: uniuk saks) dan korban, Dia berharap, sumbangsin yang

dibernkan mampu mi A ET KR L P5K sebagal wakil negara ARG e Tore ML

masyarakat lebvh beram menghadapi proses hukum




UNIA advokasi bukan hal bagu
bagi Edwin Partogi Pasaribu.

Pria kelahiran Tanjung Karang.

_ Lampung. 20 Maret 1971 ini se
12k buliah akuf membantu masyarakat
mendapatkan keadilan, “Klien™ pertamanya
adalah pengrajin tempe di Kalideres, jakar-
ta Barat yang uang labungannya dibawa lari
PEnguTus koperasi. “Dard kasus itu saya ba-
Tu tahu, para pembuat tempe itu kaya-kKaya,
uangmya sampai miliaran,” kata Edwin.
Rasus lainnya yang dia bante adalah per-
sodlan Klasik di bukota, pedagang kaki lima
(PRL) yang terjaring razia. Bersama teman-
Veman sesama aktivis, Edwin memberikan
pendampingan kepada para pedagang yang
k.a_-mmpmamya untuk mendapatkan reje-
K terhalang amran. “Saya mendampingi
METEKa Rarena sebagian besar tidak paham
dengan aturan dan haknya sthagai warga
negara berhadapan dengan penegak hu-
kum” ungkapnya,
] r::pﬁkaan P yang suka mengoleksi
bure terhadap kasus vang dinilai tdak
memberikan rasa keadilan kepada ma-
syarakat ini berlanjut ke demonstrasi maha-
Sifwa menemang kepemimpinan Presiden
Suehf'-nu. Bahkan, sehelum demo marak di-
‘enaskan oleh berbagai elemen pada 1598,
Edwin Ia=_,~1ua Forum Mahasiswa dan Pemuda
indonesia dan kelompok mahasiswa yang
tergabung dalam Forum Mahasiswa Senat
Hukum Se-Indanesis sydah mendahului pa-
da 1997, Mereka mendatangi Gedung DPR
dan menyampaikan petisi kepada pimpinan
DPR. mendesak Socharin tidak dicalonkan
hnm.'ha.lt sebagai Presiden,
I:h_era Pemerintahan Seeharto, demon.
sasi terlebih  menentang  pemeriniah
meropakan hal yang mEnegangkan, Selain
karena betum banyak vang melakukan,
berurusan dengan aparat bukanlah pilihan
yang tepat. “Kondisi krisis skonomi memun-
cak dan protes di semua daerah mendorong
I:a_ml turun ke jalan. Ternyata apa yang ka-
mi Lakukan juga dirasakan mahasiswa dan
kelampok masyarakat lainnya. Kami adalah

npok mahasiswa pertama yang me.

I a Soeharto mundur,” tutur Edwin.
eperti halnya mahasiswa lain di tahun

1990-an, Edwin yang menempuh pend;-
dikan di Fakultas Hukum Universitas Indo-
nesia memang akuf terlibat dalam kegiatan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di luar
kuliah. Membaca buku vang dilarang, meng-
gagas diskusi kritis, dan demonstirasi sudah
menjadi makanan sehari-hari. “Dampak-
nya. karena keasyikan jadi aktivis kuliah
kelarnya lama banget,” ujarnya terkekeh.

Menuratnya, jumlah mahasiswa yang ak-
tif di pergerakan it jumlahnya tidak
banyak dan jadi m karena 'L'IE'H'EI_H_'-
Edwin cukup berun kegiatanmnya ini U-
dak ditentang oran

Digebuki Aparal

Demonstrasi mahaskswa
harto seringkali b ung bentrokan 'j"f
ngan aparat, Puncaknya Tragedi Trisakil
1998 yang menewaskan empat mahasiswa.
Edwin kala itu, pernah memimpin aksi dan
mengalami kekerasan saat akan menolong
orang yang dianiaya aparat dalam aksi me-
nolak RUU Penanggulangan Bahaya. “he-
tika hendak menuju ke Gedung DPR, 53¥a
dikejar dan dipukuli. Wajah saya teriutup
darah yang mengalir dari kepala. Yang ter
libat aksi itu salah salunya Gunawan Mo-
hammad,” ungkap Edwin yang pernah mefn-
jadi penyelidik Ad Hoc kasus llf“f[“b“kaf"
misterius/Petrus 1983-1985. Nama Edwin
sehagai korban luka tercantum dalam doku-
men hasil penyelidikan Komnas HAM alas
peristiwa Trisakti, Semanggi | dan Semangsl
1.

Setelah dibawa ke klinik Polda Metro Jaya,
karena lukanya cukup parah Edwin dibawa
ke ®S Polri Kramat Jati, kemudian rlillﬂ'""ﬂﬂ_h'
kan ke RS Carclus. “Seminggu setelah keja-
dian i, saya ikut aksi lagi di Atmajaya (>e-
manggll,” katanya.

Peristiwa kekerasan lainnya yang dialami
Edwin ketika kantor KontraS diserang se-
kelompok orang tak dikenal terkait peng:

enentang oe-

AR AT REFHA WITPI L DR AR PERLINDUREAAN Koty




ibakan Mahasiswa
n 1L Kantor Kontra$
dikepung puluhan ur, lalu mereka ber-
hasil masuk dan diz dipukuli. Meski setelah
diperiksa di RS Cipro Mangunkusumo Edwin
dinyatakan aman dan boleh pulang, ternya-
ta bdannya mengaigil. “Setelah di sean,
ternyata tulang rusuk sava retak. Orang Lua
dan keluarga saya tidak ada yang tahu dua
kejadian tersebut. Saya tidak ingin mereka
khawatir,” ungkap Edwin.

wEAn  Kasus
Trizaktl, Semangg

KontraS

Lulus kuliah Edwin mengawali pekerjaan
di Kontra5. Awalnya orangtua tidak setuju
karena menganggap bekerja di sana tidak
menjanjikan baik secara karier maupun
penghasilan, Orangluanya menyarankan
Edwin mendaftar PN5 dan masuk
jaksaan. “Selain tidak pernah tertaril jadi
pegawai, bekerja di institusi hukum peme
rintah bertolak belakang dengan jiwa saya,”
jelas Exdvein,

Setahun pertama di KontraS Edwin ha-
nya mendapatkan uang mingguan yang
hanya cukup untuk sekedar makan dan
ransport, Namun Edwin menghabiskan 10
tahun waktunya di lembaga yvang dikoman-
dani almarhum Munir. Bagi Edwin, Kontra$
merupakan “"universitas” terbaik untuk
menimba (lmu dan pengetahuan terkait
atdvokasi, kampanye dan investigasi dalam
menyelesaikan kasus kekerasan.

Selama di KontraS, Edwin heruntung per-
nah berada di semua divisi. Mulai dari Ka-
div. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi
Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, dan Kepala
Operasional. Pengalaman di Kontra$ diakui
Edwin sangat berharga dan menjadi modal
utama untuk melanjutkan karier. “Di Kon-
tras saya belajar teknik advokasi, memba-
ngun opini, kampanye, bahkan menulis.”
katanya.

Meski KontraS menjadi tempat kerja yang
nyaman dan sesuai dengan jiwanya, Edwin
merasd harus mencari tempat herkarier
selanjutnya yang lebih menantang. Selepas

dari KontraS, Edwin membuka membuka
kantor pengacara bersama beberapa rekan-
nya prda 20700,

Namun kariernya sebagai pengacara ha-
nya bertahan selama tiga tahun. Pada 2013,
kantor pengacara yang dirintisnya tuoup.
Edwin merasakan ada situasi Kurang nya-
man, karena dalam prakieknya, dunia hu-
kum seperti hutan belantara, siapa yang
kuat dia menang. “Bukan lagi soal argumen-
tast ataw bukti. Dulu saat di Kontra% kalah
di pengadilan hal biasa saja. Tapi bagi peng-
acara, kalah ite musibah, karena lama-lama
orang ngzak percaya,” jelas Edwin.

Jadi | ioner LPSK

Berkarier di LPSK periode 2013-2018, Ed-
win masuk ke lingkungan kerja yang ber-
beda, tapl dalam hal substansi kerja, tidak
berbe dengan di tempat  Sebelumnya:

Menvesuaikan diri dengan orang dengan
background pendidikan
pengalaman  bersentuhan  de-
negan korban dan saks: membawa dinamika
sendird,

Salah satu yang dirasakan adalah perbe-
daan cara menerapkan aturan. “"Ketika di
dalam (LP5K) saya menyadar dalam Kon-
reks aparatur negara, kegiatan sangat diten-
tukan aturan dan tidak boleh keluar dari
regulasi. Ini yang seringkali jacli masalah,
Misalnya soal anggaran, Kalau salah mene-
rapkan bisa dituduh korupsi,” katanya.

Pengalaman kerja di Kontras memudah-
kan Edwin dalam menjalankan tugasnya
sebagai Wakil Ketua LPSK dan Penanggung
Jawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Kor-
ban.

Tantangan dan kreafivitas soal investi-
gasi misalnya, dia terbiasa melakukan ha-
nva sendiri atau berdua untuk masuk ke
wilayah konflik Poso, Ambon, atau Aceh.
Tanpa fasilitas penginapan, kendaraan, bah-
kan keselamatannya.

“Sementara di LPSK, negara memberikan
anggaran yang jelas berupa tiker pesawat,
kendaraan, dan akses yang memudahkan

nelaka {118
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Uniuk beriemu pejabat. Situasi yang jauh
erheda dibanding dengan KontraS” ujar

in masih yang ingin menerapkan seba-
£n pengalamannya vang belum terserap
4l LPSK. Di mata Edwin, kultuy pegawai
di LPSK membatasi untuk berinisiatif dan
berimajinasi. Karena semua bergerak ber-
dasarkan perintah sehingga daya tempur-
Tya kurang,

Edwin menyadart, mengabdi di LPSK
harss bisa menvesuaikan diri dengan
lingkungan yang ada. Meskipun background
serkaric di KoniraS masih mendominasi
karakiernya dalam menjalankan pekerjaan.
“In LFSK kit bekerja dengan orang yang
berbeda latar belakang. Saya tidak bisa me-
maksakan kehendak dan harus memaham|
Hiasl hames kompromi dengan keadaan

Karena perbedaan budava organisasi” ka-
LAEVE,

Upload Gaji

Latar belakang aktivis membuat Edwin
teThiasa berpikir bebas, gayanya ceplas-ce-
plos. dam egaliter. Sediki banyak gaya ak-
Uvsoye matih terbawa. “Sava sama staf
nEamongnya lu gue. Buat saya soal jabatan
Dines saja. Sava tidak suka membangun kas-
12, kita semua samag. Memang buat sebagian
erang di LPSY ind agak aneh, ungkapnya.

Pada Mei 2006 Edwin mengambil inigianif
urtuk melaporkan kekavaannya ke KPK tan-
PE iminaa. Menurutnya. laporan LREPN ity
PEALNg sehagai salah satu wujud akuntabili-
124 jabatan vang diemban. Selama 3 tahum
meniabat dia telah dug kali MmEnyampaikan
iaporan LHEPN. Saa Periams masuk LPSE,
Edwin bahkan meng-upload Edjinya di me-
dia sosial dap ditolis di Majalah Tempo,

Dia merasa wajib metakukan hal ity kare
na saat ini bekerja sebagal aparatur nEgara
yang digaji dari AFBN yang sumbernya dari
pajak rakvar “Rakyat menyumbangkan
UINENYE uniuk membayar gajl sava. Mere-
Ka punya hak untuk tahu berapa gaji sava.
Falau saya punya kekayean yang melebihi

Eajl atou saya melakukan hal tidak rerpuji

us digugat,” tegas Edwin yang me-
= fotocopy Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) di Mading LPSK.

Masuk LPSK pertamakali Edwin ditempal-
kan di Divisi Penerimaan Permohonan atau

sekarang dikenal dengan Biro Penerimaan
Permohonan  dengan

fugas TMEMProses
permohonan yang masuk. Lha melakukan
beberapa langkah perbaikan dalam pefia:
nganan agar lebih optimal |lr*l1.g-i11.l’ﬂﬂml
buat alur proses permohonan dan limminast
atas proses tersebut. Edwin juga membual
leaflet untuk memudahkan masyarakat
memahami LPSK. Sel juga mengem:
bangkan laperan tahu 1 |-‘rL'l‘l'|UkI'"'
fografis dengan model i, warna, dan
gambar yang menarik
kin tidak punya wakiu
cenderung menyukai |
dan data kualitatf. Sek
nya,” jelas Edwin.

Edwin juga menggagas

Tl I!:I!'iﬂ'lﬂ_ -
pembaca dan
pentuk grafs
ihat tahu 1St

berbagai diskus
dengan mengundang nara sumber kompe:
ten sebulan sekali, membahas isu-isu yang
relevan dengan kebutuhan LPSK. Hal lain
yang dilakukan untuk lebih -.m-|upl_*_1'kular'i
program, kinerja dan kerjasama, L.l.'l'-'n :
mengaktifkan rapat divisi secara .]'L!n-ll:l E-l:.
liap Senin. “Agar para stal huk-_-r[ia! .-.ﬂ.nr.L.
terorganisir dan arahan yang jelas. ridak '=:IiI
perti anak ayam yang kehilangan induknys

Selain untuk membangun budaya organisd
¢i, saya membiasakan orang agar terbiasl
berbeda pendapat,” katanya.

Edwin menilai, rapat rutin membawa ha-
sil positif dengan perubahan sikap para sial
yang tadinya pendiam menjadi aktil l'm*1|
nyampaikan pendapat. Hal ini mEenuruimys
penting. karena dalam menjalankan Tugas:
nya, pegawai LPSK akan banyak berkomil
nikasi dengan pihak lain. “Kalau tidak bisa
adu argumentasi, bagaimana bisa membela
orang.” kata Edwin yang menilal rapat divi-
s jadi “menakutkan” kayaknya forum peng:
ujian, dimana seliap orang bisa hirianys
dan menguji sejauh mana invesugasi 'y

ang
dilakukan terhadap saks: dan korban.
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Terobosan

Salah satu kasus ditangani  Edwin
sfalah kejahatan seksual anak di sekolah
internasional yang mengundang perhatian.
Earena Kasusnya melibatkan beberapa ter-
sangka dengan banyak korban, LPSK me-
mandang sangat penting. Edwin mengambil
inisiatil memangzi]l kepala sekolah rersebut
uniek dimintal keterangan. Sementara ber-
dasarkan undang-undang. sebetulnya posisi
LPSK tidak berada di situ. Namun dengan
beberapa pertimbangan, Edwin
perly melakukan terobosan

menital

Hal Yang sama juga terjadl pada saat ter
sngka ditahan di kepolisian, “Ketika kami
bertemu dengan tersangka sebetulnya |uga
bukan hal yang lazim. Karena perhatian
LPSK ada pada korban dan saksi. Namur
karena tersangka mengalami tekanan lu
bixsa dan sulit bicara kami mencoba mem
bantu menjembatani,” kata Edwin

Tersangka akhirmya mau  menuliskan
kesaksiannya di atas kertas dan mengakui
perisiiwa tersebut benar adanva. Kelak tu
lisan tangan tersangka menguatkan buku
uniuk membantah pembelaan dari peng-
acaranyn sendiri, Termasuk membantah
peryRtan pengacara yang menyvatakan
BAPF kliennya tidak benar karena dalam
Tekanan,

"Dalam kasus ini, LPSK tidak membantah
atau membenarkan. Saya punya fakia yang
digunakan jaksa untuk membuktikan bah-
wa yang bersangkutan pelaku tindakan ke-
kerasan seksual,” kata Edwin,

na menuturkan, salah satu pengalam-
an yang berharga selama di LPSK adalah
menjadi negosiator dalam pertemuan de-
ngan Pemerintah Myanmar di Naypydaw.
Tugasnya menyakinkkan Myanmar agar
mengizinkan warganya dibawa ke Indone
sid unfuk bersaksi di pengadilan Indone
sia pada kasus Benjina. Upaya ini menuai
hasil. Pemerintah Myanmar menyetujui
memfasilitasi permintaan LPSK tersebut,
Pengalaman berharga lainnya, yaitu, ketika
Edwin ditunjuk mewakili LPSK masuk da-

Lo CLEF o BT RTETY [ITHL S LAy

A AL T A ERl s AR Y]

lam Tim Pemeriniah pembahasan perubiah-
an Undang Undang Terorisme No. 152003,
Dalam pembahasan RUU ini, Edwin berhasil
memperjuangkan masuknya hak-hak Kor-
ban ke dalam UU terorisme yang baru.

Bangun Keberanian Masyarakat

LPSK, kata Edwin, adalah lembaga ad-
vokasi yang mengedepankan kKerjasama
dengan banyak pihak dalam melindungi
masyarakat saksi dan korban. Jadi perlin-
dungan terhadap mereka yang dirugikan
bukan hanya diperankan LPSK. tetapl juga
pihak lain dalam konteks advokasi, *Baguan
vang penting bagi LPSK adalah mendorong
pihak Iain terlibar Meski banyak yang me-
mahami peran LPSK namun banyak juga
vang masih bebal” jelas Edwin

Eilw menambahkan, LPSK sangat ber
manlaal untuk masyarakat, Banyak orang
vang tidak memahami hak dan kewajiban-
nya dalam posisi berperkara. “Jangankan
sehagai saksi, sebagai korban saja mereka
takut Ketidakheranian karban
membuat pelaku merasa nyaman,” ungkap-
nya

Dia menambahkan, problem yang terja-
di di masyarakat menyangkut posist saksi
dan korban tidak berdiri sendiri. Minim
nya pengalaman dan pengetahuan dalam
memberikan kesaksian seringkali dianggap
berbelit sehingea membahayakan posisi
mereka dalam konteks mereka bisa digugat
digugat balik

“Menurtt saya, prioritas  memberikan
perlindungan mendorong dan  memba-
ngun keberanian masyarakat sipil berha-
dapan dengan proses hukum. Ketika ber-
hadapan dengan hukum., mereka kerap
kali menggambarkan kantor polisi sebagai
tempat yang menakutkan. LPSK dalam hal
ini dibentuk untuk menumbuhkan keper-
cayaan dirf dan kenyamanan masyarakat
yang diartikan sebagai bentuk kehadiran
negara,” kata Edwin yang pernah bekerja
sebagai Direkur Hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia Institute Kebijakan Publik.

||.'.|'|,ti'|-.’&-|: :




PaRh tiuhan baik di tingkat kecamatan, ka-

bupater 1 keberadaan kantor 51.:_1]i5| fdi daerah
Hingkat dy h tingkat satu{Polda). Saat ini, jumliah
pengambil um sebanding karema banyak [aktor.
SENingEn masya banyak mengenal, *Branding dan cara
branding dikemn enarik, komunikatif dan lebih masif sa-
ngat diperlukan, Sehingea semuia orang mengenal LPSK sebagairma-

na mereka mengenal KPR, ujarnya

Hobi menulis

D sela menjalankan tugasnya, Edwin masith rajin menulis. Kepl
awaiannva menulis dimulal saat di Konira$, di af deri menulis
laporan dan siaran pers, kemudian buku. Bagi Erbwin, Koniras me-
rupakan kampus yang mengajarkan ilmu kon il pelarung.
intelekmual, sekaligus akior,” kata Edwin yang n telat menu
lis dibanding juniornya di KontraS. Kebanggaa i adalah, tu-
lisannya dimuat di media prestisius, tentu men T8 ngaimnya

untuk lebih banyak menuliskan gagasanmnya

L £ Saya nooak isa linat buku bagus sesuai
perspektif saya. Setiap bulan 3-5 buku saya Dell.
5aya menikmati membelinya sambil berpikir
kapan ya punya waktu untuk membaca. 77

Meski saat ini kesempatan untuk membaca kurang, Edwin masih
rajin mengoleksi buku yang dikumpulkan sejak kuliah. “Saya nggak
bisa lihat buku bagus sesual perspektif saya. Setiap bulan 3-5 buku
saya beli. Saya menikmati membelinya sambil berpikir kapan ya
punya waktu unmuk membaca,” katanya terkekeh

Jika ada kesempatan libur, Edwin menghabiskan wakiu bersamia
Eeluarga kecilnya bepergian ke wisata air terjun di Sukabumi, Bo-
goT, atau Sentul, atau mengunjungi museum. Menikah dengan man-
tan aktivis. Ericka Indrivanie, Edwin dikaruniai dua orang anak.
Menerapkan pendidikan tegas dan kritis kepada kedua anaknya.
Membahas pengetahuan umum dan berdiskusi masalah-masalah
sosial. "Makanya di rumah nggak pernah ada tayangan sinetrom,
haram bagi kami. Tidak membumi dan tema yang dibawakan tidak
bercerita tentang Kita,” katanya.

Edwin menolak disediakan tempat tidur di ruang kerjanya meskgl-
pun merupakan ftu sudah merupakan kelengkapan standar dari
ruang pimpinan LPSK. "Kantor adalah tempat kerja bukan (empat
tidur. Bila terpaksa tidur, di sofa juga sudah cukup,” pungkasnya.
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Pertemuan komisiomer dan Sekjen LPSK dengan Presiden foko Widodo di Istanae Negar, fakarne LTS

memperkual penyelesaian pelangearan HAM berat oi mupsa i,

Ifcorban perampokan satu keluarga di Whakil Ketia LPSK Azkari Razak dan Tim bertingak pro ekt neerme mui ‘:
korban penganiayaan pads kasus Dikear URiversitas Isbam {ndonesi.
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Selama salu pancawarsa, banyak pencapaian

yang dirail LPSK, terlebih setelah berhasil

melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 |
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kurun tersebut, pencapaian dari sisi
pelayanan dan kelembagaan memengaruhi
kinerja organisasi yang tergambar dalam
infografis dalam bab ini.

HARMOMIGRR KERIA MEWULDHAN PERLINDUNGAN MAKSRLU,
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Rp6&3 Rp147 Ru58 Rp75
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.' Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Jumlah Anggaran
Secara umum, Perlindungan dan bantuan
terdapat enam terhadap saksi dan atau korban

capaian LPSK.

Penyelenggaraan kerjasama

Peningkatan partisipasi
masyarakat

= Penyusunan peraturan
Peningkatan kualitas
dan kuantitas SDM
Dukungan sarana dan prasarana
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Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumiah SOM 175 208 715 230 265

Jumlah SDM di LPSE.

e

Selama 2013-2018, LPSK
telah mengadakan 28 diklat

g i

| Tahun 2014
Palatihan
Imvestigas

Tahun 2017

Training on Trainers
Witress dan Witnass
and Wicliims Frotection
of Trafficking in person
and Teransm

T Il Tahun 2015
Dikdat Inteljen

Tahun 2016
Bimtek Medias

Tahun 2018
Diklat Sespima
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Email, Faksimili,
Telepon

Saksi atau korban dapat
melapor melalui berbagai cara,

ol 5
Datang Langsung Surat Tercatat
™ o fee—
s A
b
i w
o .
Satgas Datang Aplikasi
Langsung Permohonan

PERMOHONAN BERDASARKAN JENIS KASUS

IR 7 5 3 5

Palanggaran HAM Berat
Terorisme

TPPD

Penyiksaan

Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Penganiayaan Boral

Korupsi

Markotika

Pidana Limum Lainmya

Jumlah Permohonan Diregister
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JUMLAH LAYANAN

total: 1687 total:
2.969 I'H 2796
L
an

& = Januan - Jull
W ko [ peinounsan s sonvwan wents [ Bantoan Psitolegla
I i res v wanatitiast petkasisiat [ wompeasass [ Santunas Kecehiman

Setiap saksi atau korban bisa
mendapatican lebih dari satu layanan,
tergantung dari putusan RPF (Rapal
Pasipurna), sehingga juemiah layanan
mienjadi lebih banyak dibandingkan
dengan jumiah parmohanan.
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Perundangan- undangan ! . -

vang mengatur LPSK e
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—meERg-Uncang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Swrturan Bresicien Nomor 82 Tahun 2008

R Ll tentang Kesekretariatan Lembaga
Srinciun Saksi dan Korban i
femsnear Fresiden Nomer 65/P Tahun 2003 tentang Penetapan Anggota Lembaga
==rircuncer Saisi dan Korban

L o T

e mﬂ Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
T enenten Seggots Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
St Mester Seicetsris Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
= ~&miaga Perdindungan Saksi dan Korban
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|

g Seser 21 Tabun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
it 7% e EUE Tertang Pedindungan Saksi dan Korban

e O3 Tabwn 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan.
Panasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban '

F O rimadinn Wesses 8 Tghun 2016 lentang Sekretariat Jenderal Lembaga
o ¢

Wassn 1 Fisbian 201 Pemberion Kompensasi, Restitusi dan



Dalam pelaksanaan
fungsinya, LPSE memyusun
25 peraturan intermal yang

terbagi menjadi 17

Peraturan LPSK dan 8

Peraturan Sekjen,

2 Fan in
Proamaohicnan
Eanliznn
Pada LRSK

L e
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Mamar 1 Tahin 2016 Nomee 3 Takun 2016

Standar A Pelarm*.-anﬁm
Palzyanan EHTTICNEN i
i Linghiimgan dan/atau Korban
LPSK Tindak Pidand

Peraturan Sekjer

Peraturan Sekjen LPSK
Momar 1 Tahun 2047

Fehas Jabatan

i Linggkeuincgan
Splralanat LSk

e

Peraturan Sokjen LPSK

Momaor 3 Tahun 2017

Organisas! dan Tata
karja Selratarial
Jendaral LPSk

PIARONEEAS] KERLA MEDWULICRAR PERLRICLUN AN MAK S,

Mamor 3 Tabun

Siztam Klasfikasi Keamanin
dan Aksas Arsp Dinarmis
di Lingkungan LESK
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Dalam periode 2013-2018, LPSK 0 e '

berhasil menandatangani 83
wemorandum of Understanding 3% [=1 )]

!
dan 32 Perjanjian Kerja Sama (PES). _‘

e — Kerjasama untuk Petayanan
x"tii":n:{'@ Saksi dan Korban
- —
J @ Kerjasama @ Kerjasama
dengan dengan Polri,
Rumah Sakit Pemida dan

. unfuk Hementerian
pelayandn unifuk peliyanan
bantuan parfindungan

'il'.' ’
£ (RSCH

)

Kerjasama

LPSK telah menghasilkan buku Panakia

penalitian hasil kerjasama antara
Lnin dengan:

' @ B
o ®
ﬂ kerjasama Peningkatan

Pedincungan Saksi dan Korban
L= serta Dukungan Kelembagaan,

= |

r

Hasil kerjasama antara lain dengan:
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e 2006 tencany Ferlindungan Saksl dan Korkan

lindungan ke sk
lapashas kalamia s

- Tuk iy periy :!i-:-_-.'-c::.-g dengs h ,'_:e:._{uarun
kelembarann secars reres m 35, Upaya 3y ang
mdﬂlh'h::ﬂ tara lein melakukan upaya revisi

. RE-Cndang Namor 13 Tahun 2006 teniang Per-

Bngan Saksi dan Korban untuk masuk ke dalam
Legislas Nesional Tahun 203" ujar K

wonal Tahun 20037 ujar Ke-

Tua LPSK Abdul Haris Semends il
% tndang-undang inl merupakan tahap-
mii:min; dalam Fangks penguaten kelembagaan
g alam mendukung pemberian layanan per-
MEAN aaks| -:ign korban. Hapasitas kelem-
Jun:;t YANZ 5341 Inj makin skcls tdak berbanding
% E'nr:an gas. fungsi, dan cakupan kerja serta
REEung jawab LPSK dalam memberikan layanan

.

Berangkat dari pengalaman periode lima rahun
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*h dirasakan adanva kelemahan pada
ndang £ Aotnor 13 Tahun 2006 vang berim.
5 siviias pelaksanaan perlindungan
sl dan korb alan dengan pergantian anggota
3R Masa bake 20082013, Undang-Undang Nemor

Ldn
sanun ~U14 rentang Perubahan Undang-undang
somor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saks
dan Kerban diundangkan dan dinvarakan berlako.

& & Perubahan undang-undang

INi merupakan tahapan penting
dalam rangka penguatan
kelembagaan LPSK. 77
ey )

Semendawai mengungkapkan, $ecara  WmOm
terdapat bamyak perubahan substandf dari as-
pek fugas, fungs, kewenangan. dan Relembagnan
LPSKE. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mem-
berikan periuasan kewenangan bagi LPSK unmk
memberikan perlindungan kepada saksi pelaku,
pelapor, ahlk, serta rermasuk pula crang yang dapat
memberikan keterangan yang berhubungan de-
ngan suatu perkara pidana meskipun tidak ia de-
ngar sendiri, tidak dilihar sendiri. dan tidak ia

alarmi sendiri.
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ahan Susbiansi pada Undang-Undang Nomor 34 Tah
tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomg 2

r
tang Perlindungan Saksi dan Korban 13 tahyy

ARl o

1. Penguatan kewenangan LPSK

iR
REWI

I.Il\.'ll'..'::

MNANGAN LPSK meliputi penguatan gas dan fungsi LPsk
rian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban be

sesnl denzan 12A, vaiw;

YANg dipepy

135 U
rdasarkap p, % [npy.

] PO
b 'h-]ﬂ_‘uIH.

1. | Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertuliz d _‘_‘_‘_'_'_"""‘--\\
terkait dengan permohonan; *ri Pemohon dan pip,, h"'lq
Z. | Menelaah keterangan, surat, dan/atav dok _'_'_'—'-'—-—-...__H
kebenaran atas permohonan; ORUMED yang terkait unyy Mgy
3. | Meminta salinan atau fotokopl surac Janfatan ¢ b e
dari instansi manapun untuk memer - lapora ll:ﬁu;:::; qﬁiﬁ““ yang di
perundang-undangan; s%5uai dengan ketegry,
4, | Memints informasi perkembangan i iar p= : :zak hukzr_‘_'_'_""“
8. | M bah id Bl i iom
un?m“gan: entitas terlindung sec. deng: lEniuan F!rammm.t
6. | Mengelola rumah aman;
7. | Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lehih aman;: =
8. | Melakukan pengamanan dan pengawalan;
8. | Melakukan pendampingan Saksi danjatau Korban dalam proses peradilan; des
18. | Melakukan penilaian gantl rugl dalam pemberian Restitgs] dan Kompensasi,

2. Peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan/ atau Korban

A, Pen :
ingkatan pemenuhan hak —hak saksi dan/ atau korban terdapar pada pasal 5, yas:

1. | M roleh 3
e e e b g ey o

L. | Thut I::II::I I::I'mi:::t‘lﬂ memilih dan menentukan bentuk perﬂﬂd““l“r.-.
1 | Memberikan keterangan tanpa tekanan; :
4. | Mendapat pPenerjemah; :
3. | Bebasdar] Pertanyaan menjerat; j
% | Mendapat informas| mengenal perkembangan kasus; ___-—F—"‘"I
. | Mendapat informas mengenal putusan pengadilan: ,_._.—-—--"""'-'-"I
£ | Mendapar informasi dalam hal terpidana dibebaskan; _._.--—---""""‘I

'..n.-"""wﬁ

o, ok PR
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pirahasiakan identitasnya;
Mendapat identitas baru;

Hﬂlﬂjplt pempat kediaman sementara;

Mendapat tempat Kediaman baru;

2lplelz] e

Memperoleh penggantian bizva transportasi sesyai dengan keburahan:
14.| Mendapat nasihat hukum;

15. | Memperoleh bantuan biny S semEn e sarmipal batas walkiu peclindungas
herakhir; dam/atau -

16. | Mendapat pendampingan.

Sesual dengan pasal 10, penguatan perlindungan tersehut diberikan terhadag Saksi, Saksi Pelakuy,
Saksi Ahdl, Karban, Pelapor, Orang vang dapat memberikan ketera ngan yang berhubungan dengan
perkara pidana meskipun 1a tidak dengar sendiri, tidak lihat sendiri dian tidak alami sendird,

B. Pada pasal 32 A menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap
aleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukl, tidak menyebabkan
baralrya Perline ungan bagi Saksi Pelako tersebi

C. Adanya pengaturan perihal penghargaan dan penangan khusus yang diberikan terhadap saksi
Pelaku sesuai dengan pasal 3, pasal 10 dan pasal 28,

B. Untuk. perlindungan terhadap anak yang menjadi SaksifKorban sesuai dengan pasal 294
menyebutkan bahwa perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban
dapat diberikan setelah mendapat fzin dari orang tun atau wali atay berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Megeri,

E. Pada revisi Undang-unda ng Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula mengenal tindak pidana

Yang dilakukan korporasi sehagaimana tertuang dalam pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 414 dan
pasal 43,

3. Penguatan dalam hal kerjasama :
Revisi Undang-undang Perlindungan Saksl dan Korban mengakemodir keordinasi yang dapar dilaku:
kan LPSK dengan lem baga penegak hukum ataupun insrimusd terkait perlindungan saksi dan korban
SESIB yang tercantum pada pasal 21A dan pasal 36,

4. Penguatan Kelembagaan _
“Engaturan mengenaj Kelembagaan dalam Undang-Undang Namor 13 tahun 2006 kurang memadai
dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban, Beberapa hal
fang diperkuat dalam lingkup kelembagaan adalah sebagai berikut:

——

L | Pembentukan Perwakilan LPSK dl Daerah {pasal 11)
% | Penguatan kepemimpinan LPSK (pasal 16 dan 16 B)
j:_ Penguntan tentang tenaga ahli (pasal 16C)

| * | Pembentukan Dewan Penasehat (pasal 16 D)

5 | Penguatan LPSK melalul Sekretariat Jenderal (pasal 18)

|

MML—_M
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Of saat awal terbentuknya LPSK pada 2008,
rembaga ini menempali Gedung Perintis
Remerdekaan yang merupakan gedung

milik Sekretarial Negara, di Jalan P.r.n.li,fn'a.rn.as.-
Nomor 45, Jfakarta Pusal, Karena dinifai

tidak mencukupi, maka LPSK menyewa saty
gedung di Jalan Raden Saleh, Jakaria Pusa
sebagal tambahan uniuk mendukung aklivitas,

Dalam perjalanannya, Gedung Perintis Kemerdekaan
dirasa tidak representatif sebagai kantor LPSK meng-
ingal Eondisi fisik gedung dan keadaan lingkungan
yang tidak mendukung. Malka pimpinan LPSK berinisi
atif untuk mengajukan rencana pembangunan gedung
kepada pemerintah. LPSK kom udian mulai menga-
jukan proposal untuk penambahan anggaran dalam
rangka pembangunan gedung baru LPSK.

Pada 2013, LPSK mendapatkan anggaran untuk
Pengadaan tanah. Serelah dilakukan seleksi terhadap
beberapa lahan yang ada. akhirnya diputuskan untuk
mermbeli sebidang tanah di kawasan Lijantung, Jakaria
Timur,

Pada 2014, ketika terjadi Pergantian pemeriniah-
an, Fresiden Joko Widado mengeluarkan moratorium
pembangunan Eedung pemerintgh ¥ang raembuat
rencana pembangunan gedung LPsSK hampir batal Cedung LPSK,
Pimpinan LPSK l&tap mencoba untuk melobi peme-
rintah dan DPR agar pembangunan gedung bary tetap
dilaksanakan, Dukungan dari DPR datang dari Komisi
lHl, yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi [11 DPR R
Bl Bapak Azis Syamsudin. Baliau mewakili Angeo
ia Komisi 111 DPR Ry menyvampaikan akan mendikung
Penuh LPSK dalam pembangunan gedung LPSK.

LPSK kemudian Mmengadakan lelang umum pemba-
NEunan gedung pada 2015 dengan wakiu Pengeriaan
selama 300 hari kalender mengikuti pedoman da.
1am Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/
PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal wentang

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
MNegara

Pada 2016, seluryh bagian/divisi di Lpgi secari
':mrnngs.m-ungaur pindah dar Gedung Perintis e
merdeksan dan Raden Saleh meny
LPSE di Cijanmy RE: Jakarta Timure

Dengan berfy ngsinya Gedung [LpsK baru inj diharap- o i
klan tugis dan fungsi LPSK seeria Pelayanan LPSK ter- Acara peresmian Gedung LFSS '.j:”
hadap masyarakat dapa berjalan dengan haik Pothukam Wirmmto di fakaria, K

U gedung haru
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Lobi LPSE. Ruangan menimbrikan efek menenangkan
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Maksimalkan Fupgs Perlindungan dan Pelayanan

UNTUK  meninas .
SDM yang ;'k';r:fi;-:;:'::l:”:L:T-I-I,[,;;." %’-’DJ'I-:.'JrIIIa.-l-|:|E-| temuan tersebut,  menggandeng sel II;: F{FF i
pemberian lavanan ke s :”H: LPSK mendorg ng adanya kerja  an tnggl. JI.‘”“”““I:I" s
dan korban, Lpsg |1|I1|-culk||-. “ma dalam hal perlindungan dalam bentuk h“s di P F
berbagni ke rjasamg. Sefuk -..'||I|-| saksi dan korhan yang dapal e fﬂ: I-""]L :-,.'\-.
2012 LPSKE 1elah MEnNginising ‘erkalt kerjasama penclitian  takaan LPSK. IHrlTI’-h it et
PEFLEMUAN-pertemuan intprn A :n”::: meningkatkan pemaham-  ternal yang mll:::u_l pertH®
ongl tentang I'-'E‘I|I?1|.'1|.||'|-'r.||-| i .‘lm”||I|1IILI-.'|'. il I:.d.mg nukLm, |:l|'|'|l:*||r.'.-||'|- I1.I. LWI:-J:%“'F”#
B051 [emlatil sehagai  bahan mahasiswa dan
._-|||.£“i|""

dan korban kefaharn @
AL, Melalug Pembenahan pelaksanaan, LPSK  ruan tinggi di I
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"MENDORO!
KEJAHAT

AMGANAN KORBAN
FERINTEGRASH

Erminer “Me 2 Bl : R . ,
: I;:Pr Mendarony Implementes! Peranpanan Korfan Kefohohian dl fmdonesng poag Terimiegrre™, yang
dispiengpparakan [LFSK bekerfaseme demgan IOM dan TCTR. .

T ==y 7, hELS - YA, -

i

UPACARA
FEMBUBALN DEICLAT SATOAS
PERLINDUNGAY 4 HOREAN

Perahibras .
ukean Diklel .IH'II'HI::Ij Py |'l||.;|rgr.£,:|.'|| Enkesd dan Korboi SESPIMAA Polit

: >elain aknf melaksanakan ker-
lasama di dalam negeri, LPSK
M8 U

Akt memperluas
kerjasama

il internasicnal  balk
8wl penyelenggarazan semi
::L-’r'l‘-"ﬂmﬂu:lp. MaupUn mong-
o .J wndangan dari organisasi

NE- Berjnsama yvang pernah di-
Jalim antara Lain dengan Kemen-

porian Lunr Megert RI dalam kea-
ferensi regional “Interregional
Southeast Asia Nations Meeting:
dan International Organizaiien
For Migration (10 bersama
Australia Gowvernmen
Sementara itu, berbagai ker-
jasama dengan fnacituellemiEa-
ga lain jugn mengadl program

PUAFMAC B 51 1P AL IR P e A AR LA

T

rutin LPSE, Kerjasama layanan
dan penguatan lembaga YEng
dilakukan  uniuk  mendukung
kolancaran  pelayanan  perfine
dungan saksi dan atau korban
antara lain dengan Kejaksaan
Agung, Kepalisian RI, dan Karmi-
il Masional Anti Kekerazan fcr-
hatag Perempuan

il



Lahirkan Aparatur Profesional dan Bersin

LPSK mulai mempersiapkan se
inmlah keperluan seiring pening-
katan status sekretarial menjadi
sekretarial fenderal [3etara esd-
lon satu), Salah satunya menyu
gun pedoman analisis jabatan,
uralan jabatan dan analisis be-
ban kerja. Hal inl merupakan
tahapan awal dalam menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis ja-
hatan pegawai negeri sipil (PN5)
sehingga nantinya dapat diketa-
hui, berapa jumlah pegawai yang
dibutuhkan di lingkungan LP5E.

Salah satu hal yang dilakukan
dengan melaksanakan  Assess-
ment Kompentensi Pegawal yang

Pelartikan Noor Sdharta sebage
Sekjen olek Kewm LPSE Abdul
Hiriz Semendaveal,

Latnifaei menenhak mernpaken

srlale Solie meteri Diklzr frerelefen

yang dilmksenaken bekerfasama
dengan Tndelkam Polr

bertujuan memotret potensi yang
dimiliki para stal LPSK. “Dari
kegiatan ini dapal diketahui po-
penisi dan kelehihan setiap pega-
wai sehingga bisa dimanfaatkan
secara maksimal bagi keperluan
lembaga,” kata Ketua LPSK Abdul
Haris Sermeandawal
Penataan  strukl
dan tata kerja (SOTE
an Sekretariat Jenc LFSK terus
dilakukan, di antaraiya mels
17 pejabat, terdiri dart eselon 11,
Il dan IV, unnik iueduld ja-
batan strukiural di lingkungan
Sekretariat Jenderal LPSK serta
menetapkan tiga orang sebagai

Oreanksiasi
IFE A NSiks]

Erioils
IR R LTS

HARBADHES AL KERUA NEWLIUDEAN

Hepala Bi
homan, H;T:jaméllmqn
Hak Saksi d i FemLLh
iam x-l]fhﬂn oy
Kepala Birg Adlmmiinjstpay;
proses seleksi terbuky,
SEMENCAra [ty 180 p-e-a-l".,
LPSK  sudsh  menandy,
Pakix sebagai benruk ) "i"ll-l-e
MENU|U - AParatur  pemersg
yang bersih. Selain meng; "
kebersamaan menjdi sgar
yang bersih. penandatangg
ini dimaksudkan agar iehng
pegawai di lingkungan Leg
menjadi lebih taat dan paog e
hadap peraturan perundingus.
dangan dan kode etk




‘ cumatera. St T
Gk culawel
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:
eriuas Janokauan Penanganan Saksi dan Korban

dan NTT.
Paika pahapawal, pe

PEMBEN
TUKAN
LPSK Pepwakilan sudah menia-
sesuaikan

dl kebutish ;

lakan, =rla:?:1. iluwn LPsK Moor Shdharta mange

fengikh dil.:tﬂlﬁ{l 412 Kantar LPSE Perwakilan yang

Sumatera m-..—iJ embentukannya yakni di PFropinst

1an, Jawa Te;-| , -hi'it'pu]ﬂu.m Rian, Sumagera Seki-

p Sulawwest Solg gah, Jawa Timur, Kalimantan Barak
alan, Papuz, Sulawesi Uiar Eali, NTB

Frnilihan pn:u'.'inm i
hatas serti herdasackan
7 ini baryak er-
psk Perwakilan
L Anan

dengan anggaran ying er
data dan analisa daerah yang selam
jadi kasus kejakagan, Keberadaan L

dinarapkan lilsa Jebiih mengelokl iflean penat

saks] dan lporban.
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Negara Hadir Bagi Saksi dan Korban TBrorisme

KORBAN tindak pidana terorisme memiliki hak un-
tuk mendapatkan bantuan, baik medis, rehahilitasi

psikologis maupun psikosesial.

Tidak hanya i, korban berhak mengajukan
kompensasi atau ganti rugi kepada negara atas

PENGUATAN HAIK 10

UUNO 15 TAHUN 2003

= Kompensasi

= Restitus|

= Bantuan Medis

* Rehabilitasi Psikologis
* Rehabilitasi Psikososial
s Kompensasi
 Restitusi

derita yang dialam;. Kepada Saksi ahh
dalam tindak pidana LETOrisme
perlindungan olel Lps K. Semug p
sebagai bentuk [angglmmuwah
korhan

aling g

n!gara hﬂi

ANTERORISME

Bantuan medis
= Rehahilitasi psikologis
» Rehabilitasi psikososial
= Santunan bagi keluarga dalam
hal korban meninggal dunia
= Kompensasi
« Restitusi

KOREAN TERORISME PENERIMA KOMPENSASI LPSK DI TAHUN 2018

JUMLAH JUMLAH HDMPENSHSIH
KORBAN YANG TELAH DIBAYARKA

BOMm SAMARINDA
BOM SUMATERA UTARA
BOM JL. MH THAMRIN

BOM KAMPUNG MELAYU

L

7

13

Rp 237.871.152
Rp 611.776.000
Rp 814.767.363

Rp 202.340.000

2018
* la nuariaSEptemberiﬂ

A 5SS RERLL umm'www .
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LPSK melaksiknn petidmmpingnn den fasilitas resienes selak smia TR vang merupakan koetan trafickmg.

Upayakan Pelaku
Bayar Ganti Rug

KEBERATAAN LPSE uniuk JI'IE‘|I'|'|!'-|.|:|H'-
korban dan saksi tidak semata-mata - pa-
tla proses pidananya Saja, melainkan juga
bagaimana permulihan korban dan soal res
FILTES

Mamun. wakil Ketua LPSE Lies Sulistinml
méngatakan, dalam UU Pemberantasan
KDRT, ticlak ciselur secara impdist menge-
mai resttusi, berbeda dengan UL Pembe
rantasan TPPO Sedangkan. UL Perlindung-
an Saksi dan Korban menegaskan, resiius
menjadi salah satu hak korban kegaiatan,
termasull tindak pidana KDRT. Sayangny,
pelaky masih banyak yang memilih uniuek
dipidana ketimbang ovembayar ganki rug
falam beniuk uang atas kejaralanmys.

Tl LIRS P,




RUMAH AMAN

Nyaman di Ruman LPSK

SEBAGAI lembaga yang memberikan perlindungan
kepada saksi dan korban, Rumah Aman miErupa-
kan lambang integritas LPSK. Bagaimana METIgE-
lola dan menjadikan tempat rahasia ini aman dan
nyaman sudah menjadi tugas LPSK, “Rumah aman
untuk melindungi korban atau saksi dari ancaman
dan intimidasi,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Par.
1ol Pasaribu.

Sejauh ind, LPSK sudal memberikan perlindung-
an secara melekat (fisik) vang diberikan oleh tor-

lindung dengan mensmpatkannyi di nlmzr:::;
vang lokasi serta kondisinya sangat dira o]
untuk menjamin keamanan seria kenyama
Llindung,

Rumah aman digunakan um
yang tengah ditangani oleh LPSE 1€ e wo
kekerasan seksual dan kasus korupst. " g
sangar sensitlf, karena berkaiian #ns:;riindum
seseorang maka keberadaannya harus

dan rahasia.

T )
HARMICHERASE KERBA MEWLICHAN

[uk kasas apapah
K, termasuk B

{
|

____-‘



Perzidangan mergaiaken Vides Canference

EIUTETEN
i FERLS MWL TSN PERLRCE AN WAL

‘—_

Lindunai §aksi / Korban
dengan Teknologi

UNTUK memberikan perlindongan ke-
pada saksif korban di persidangan, LESE
||'.|_'|55ri.:|:|3c._'|n fasilitas wideo -'.r.'n'l_|"-.'-"l:'-'ll:'l"-
Penggunaan teknologh Ind selain mem-
baniu memperlancar jalannya proses
sidang jika keberadaan saksilorban
rerkendala jarak yang jauh dengan bo-
kasl sidang, juga untuk melindungi dori
ancaman fisik dan psikalogls

Penggunaan video conlerence yang
biasanya torkait kasus kekerasan sek-
sual, meminimalisic dampak psiloofogis
korban sehingga memberi kesaksian
tanpa heban.



(i Fisik dan Psikis Korban Kejahatan

PEL srvenn lmrsl =T =1 1 i lan L T
LPSK memberikan layanan medis dan psikologis kepada korbap ke

i o T BE . ahatan deq
profesional. LPSK menyediakan ruangan layanan medis ) e

=d '”'-"u".'-:: }

Epan !*-I.'l:-.1g,|.-;

1 adats FIETR
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DALAM layanan rehabalitass psikososial ler-

Mﬂkmmﬂlkﬂ" !|.|:I.1!;.IL:-1T.IJ.I'.!|.liil'h‘.« .:'.:l'li';lli.'.lil.ln"ill .u:iuﬂ !.'5:|1:f_:;
pemulinan KOTDAM o vt men st sesuenan sosi

erizliwa Undak paclana yang
dinlami. Sefain bekerjasama GEngan sewmiah
kementerian dan pemda, LPSE jugn menjalin
vsiama dengan ramah sakil untuk memak-
imalkan layanan banfuan mmedis dan psiko
|-._:.'|
LPSK berharap hak-hak saksi dan korban se
bagaimana diatur dalam heberapa peraturan
perundang-undangan menjadi masukan juga
hagi revisi KUHAP yang sedang bergulir di
DPR. LPSK juga telah rmenyampaikan pon ma-
sukan terkait perlindungan saksi dan korban
uniuk dapat dimasukkan dalam revisi KUHAF
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LPSK membentuk Tim Pemangonan Reaksi Cepar LRIk mervspons berbagaf kasies daryrar adok pisma

Perlindungan Jemput Bola

SEBAGAI lembaga yang melindungi saksi

dan karban dari berbagai kasus kejahatan,

LPSK tidak hanya menungey permahanan
Masyarakat.

Dalam berbagai  kejadian, LPSK juga
bersikap pro akeil, seperti menurunkan thm
paska kasus ledakan bom Dengan lehih
Proaktifmya LPSK dalam memberikan periin:
dungan. maka akan memberikan keberanian
kepada para pihak Yang mengetahui adanya
kejahatan, sehingga dapat membantu mem-
bongkar kejahatan Yang terarganisir.
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persoalan Tak Jadi Kendala

PERLINDUNGAN LPSK terhadap
Jrice Collmborener ()01 dalam
perkara tindak pidana korupsi,
dilatar belakang: pada Konven-
sl Antl Korupsi (United Nation
Comventlon Against Corrugstion
= UNCAC) Kerpisama iparm
penegak hukim dengan [C di
tujiekan untuk mengusut pelaky
lain. Dalam prakitknya, LPSE
telah memberikan lavanan Pl
lndungan |C I|j,:|'rc|:||' vang dita
nganl KM maupun Befaksaa
Dalam  penanganan  fersi
bat LPSE juga berkoordinasi
intens dengan pihak Ditien Pe-
masyarakatan  untuk  dapar
memberikan penanganan e
cara khusus di dalam Lapas atay
Rutan dan juga rekomendas) da-
lam pemberian remisi dan lan
pembehasan bersyarat bagi |«
¥ang telah memenuhi syara
Sementara ity Beberapa ken
dala dalam Penanganan perlin
tungan terhadag saksi ML
Pelapar iwhisileblower WH ka-
SUs korupsi antara lain, masih
Perdapag Upaya-upayva dari [n-
SLAMSE 1emipa g terlindung beker-
B Yang membuat kebijakan
bersifar niimidatil  terhadap
um“ﬁ'"’”-“]l Yang melaporkan
'-'||-|.E|'I:III P':'Jllfl'ill'l‘.'}-\-él:lj:.1|| kl."'_:a.ll:h'l
dpgakum
Kemiudian, ATEran - morm il
¥ang dapar "I'I-'|I-!I-:||Jn;;| LT T T
1"'{'*'_ dari perlakuan intimiclarir
i linglunga pekeriaan belum
2 dan l"”"||"'rl"-lll~! WE herg-
f:-.:sjﬁlfnlj ;:-"r Helakang ma
o YRR memnbiongl
n p‘:r'lh'l""r"”' ]:-"I"|I.'II'||.|r|_:-::|I.
YAOE i 5 frveselafy

|!.l.I'H_p.-_I.|I i

ek IR TR R,

e

Feminer Perlindungan Whistlebdower dar Feriemuan Copalan 517
selagnl implemenras insfrake dresiden Nomow 10 Tahim 2006 lered vy
Aksi Pencegrlian dan Pemiberdntasan Harupsi

Aptibvaed wilids lebaleivieyr spndemd Tmdevnd LPEK LAYAK {Lapir kary Foung

Avart Kefeafiulf sl ok e i it falimier

CISRPEE Cd T T



MaKSImakan Layanan Pada Para Korban

ETELAH revisi UU terorisme disahkan, LPSK lehih efekiil dan optimal datym "“'-‘“"i":l:.L-,
o k terhadap saksi dan keluareanyva selain 1y g membep
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un kekerasan seksual [ernadap perempuan
IHL-,--L-.'||'.'|F Il,;.-_l.:.}u.-_.'.l. semakin meningkat
Hdl-..'llllll'-"- ) potkis agar korban memiliki harapan
Tl Setigt Pe
hidup ke depan menjadi konsern |

SK chalaim mem-

#IE " » e S
galal satu kasus yang menyita perna
& vang ditangani LPSK adalah kekeras

& seholah internasional di Jakarta, LI

y perlindungan melalui berbagal layanan

lan pub

1n sekstnl
K rengah

r'Zl'lI-'-Cli-"IF'-'" rr_..'|-:||:1.1c|| PENANEANAN KOrpan Ke-

parzsan seksual terhacdap anak, khususnya me-

Kegiatan pro akeif dicfam rorgka merespons &

anak of Hanre

Titn LPSK berkoordmasi dengan LBH Makassar [

sekzival i TIMTE I crTA

TP,
RN R g MAALULCICA) 1 R P Rty MARSRALL

B

prempuan dan Anak Jadi Fokus Perlindunaan

nyangkut permulihan dan manitoring terhadap
anak-anak korban kekerasan seksual sera akses
konseling bagi korban dalam termin wakiu fangha
panjang yang jika dimungkinkan berbasie komuni.
Lo

Roadmap pemulihan korban kekerasan sehsunl
terhadap anak ini mantinya diharapkan dapag
menginisiasi cetak biru basks data kriminal forimi
reel Fecard) di Indonesia yang tidak hanya berkisar
pada data pelaky namun juga korban.
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[INDAK PIDANA KORUPS|

Butun Peran Serta Masyarakat

PENANGANAN perkara tindak pidana korupsi di
Indonesia semakin hari semakin kompleks dan
penuh tantangan, Berhagai kepentingan saling ber-
« benturan dengan Upaya penegakan hukum yang

semakin masif dilakukan daparal penegak hukum
dalam upaya memberantas perkara tindak pidana
korupsi.

Namun demikian, upaya masif yang dilaku-
kan dalam permberantasan perkara tindak pidana

: me
korupsi sering kali terlepas dari P"“‘r:' -:.ﬁnsﬂ
syarakat yang melaporkan dUE_aﬂﬂ F" !:.u‘tdi""'
vang terjadi di lingkungan ﬂhmm}lldalml'f-‘f
lam Interaksi bermasyarakat I-nmp:r:u]:]:ﬁ“‘-‘*"
kup pekerjaannya masing-masing. ¥ o at dabp
sus korupsi dibutuhkan peran ““i'-:ﬂ
melaporkan dugaan pEn}'ImPﬂF'E“f’r ang merP
sekitarnya dari sisi aturan normatity
kan sehuah kewajiban.
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serjuanakan Korban Dapat Keadilan

Lm |Ell-|h- |'|'||:'I..'|I‘i.:'l'-|'|||.l\:..-||'| {3 kl'-.l!h'illi-l 1SESITIE T e S rl'l‘l{l‘l-\.ll I:'I:"I-":I:ll:l:l::h‘ rll‘:l'll:l-:‘ll_l k'lrl'h'l';l I:IIIIIII-I-I:I"_ ke-
w'h:llh?ll'u dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa
Barad, Banten, [awn Timur, Sumatera Barat, DY, Sumatern Utara, dan Bali

3lah sy '.._eg'_'ll!u.n Fang dilakukan adalah bertemu -I-.-||g.'.n PEmErinlah daerak serta aparal penegak
hulmn.-]]'l"ﬂ_"f"-'!'l.l.m dan tokoh masyarakal yang diaksanakan di Purwokerio dan Surakarta Eeglatan ini
dilskukansebagal bentuk respon LPSK dalam melakukan iugas penelaahan belerapa kasus khosusnya

pesistiwa Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang kerap mengalami kendala dan hambatan di lapangan,

& Mlinvueiin perlindungan ter famelae korda Simpang KEA.
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-_-I-_IH-[IAH PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pembayaran Restitusi Masih Jadi Kendaja

BEJAHATAN Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPOY merupakan kejahatan lintag MEgaTA yang
jumlahnya semakin meningkat dari tahun: ke
tahun dengan perbagal modus operandi. Inda.
nésia fermazuk salah =3 fu negara Wng menjadj
pengirimyasal, I:E"'..'||I-|-. transit, dan n EEArS lujuan
untuk kejahatan inj

Dalam: pengalaman LP5K selamg Nk untuk pe-
nanganan layanan perlindune Ean shksi dan korba n
dalam kasuz TPpo memiliki bel HErapa lantangan
vakni terkai peinksanaan restitusi ¥ang dalam
praktiknyva masih belum mak trnal unuk daspek

pelaksanaan gl sefonsi segu; uengan Undang.|fn
r|:|||,: Momor 2 lahun 200 AN ['n_-||-.r_:_:hl;,;|-|-
LEan Tindak Fidana pe tlagangy 1 Urang

| ] -

o |

- f

Tim LPSK mrelakikan pelayanan perenhon bk
Prazedural beryg petidampingan datom persidangan
KREIS Hindnk idana Perdagargan pmanusia,

R
: AR
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TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Korban ﬂﬂlﬂﬂ'l Perlindungan LPSK

5 :
p::::::ib‘ E saksi dalam kasus penganiayaan dan
Rita rﬁerf: anak di Pann Asuhan Khairunksa
Periingy =;Lil-_"i"']'mm perlindungan dari Lembaga
dlmnkm::@w:;-ﬁﬁt dan Korban (LPSK). Ke-B saksd
Mt A L:TJ dari & arang saksi korban anak di
Wakil Karug L an 3.5.nh:u orang dewasa. Menurut
Mo ;Jh PSE. Lies Sullstiani, kondisi para ko=
'““ahihz . ﬂtlmk:m. Pacla tubuh mereka terdapat
bekas, pa ndak penganiayaan yang masih meim.

ara saksi korban anak juga mengalami

EMNEFUAR paiki :
ﬂidnpn;_ psikis akibat tindak kekerasan yang

Bl MRS MELULITIAN FES: SO RHRAR LAERAL

Lies menuburkan, permechanan perlindungan B
orang saksi dalam kasus penganiayaan dan pene
Iantaean, awalnys diajukan ofeh Kepolisian Daerah
{(Polda) Kepulauan Riau {Kepri). Untuk pelaksa:
nann layanan perindungan dimaksud. LPSK telah
berkoordinasi dengan Palda Kepri dan Kepolisian
Resor Kota Balerang. Khususnya dalam hal peng:
amanan dan pengawalan saksi pada saal mereka
borsaksi di Pengadilan Negeri Baram, Tidak it saja,
[anjuinya, yeordinasi juga dilakukan dengan Peng-
acilan Negeri Batam kKhususnya uniink memasiikan
persedinnyn ruang LngEd sakesi di pengadiian.

[kl
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[INDAK PIDANA PENYIKSAAN

ADA banyak alasan mengapa LPSKE melihar kasus lindungan serta layanan terhadap saksidan korhan
penyiksaan ini sebagai prioritas. Menurut Ketua penyiksaan,” kata Semendawal. Hadirnya UL No 31
LESK Abdul Haris Semendawal, kasus penyiksaan  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 12T
rtermasuk kejahatan luar biasa. LPSK telah mena-  hun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korbar
ngani sejumlah korban penyiksaan yang sesuai  penyiksaan sudah menjadisalah satutindak pidasa
dengan definisi Konvensi Antl Penyiksaan, meski-  prioritas LPSK. Hal Inl disebutkar secara jelas pidi
pun di dalam penegakan hukum disebut sehagai  Pasal 6, di mana korban pelanggaran HAM ber
PENEANEXyaan ringan/ beral, atau penganiayaan terorisme, tindak pidana perdagangan srang i
yang menyebabkan matinga orang arau penge- dak pidana penyiksaan, tindak pidana boekersat
royokan secara bersama-sama, seksual dan penganiayaan berat, berhak mEndEs
“Secara komitmen, LPSK telah mencoba mem- kan hak-haknya sesual Pasal 5, serta baniazl
posisikan sehagai lembaga yang memberikan per-  dan rehabilitasi psikososial dan psikologis

s
B4 MARMIOMEAS! KRN MEWURIORAN PERLINOUNGAK
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::'LII ::I-_.,Tr;!:lk.mq”“H“hll nampaknya masih men-
bk l:-e-n: ng |“'-"|:|_E:IZ“II'I|'HII1 bagi penegakan
i Wal hCImll’ "ll'!::a!r-:-. tak terkecuali di Indone-
perbu evaluasi "'I| PSK Edwin Partogi mengatakan,
kb .“;Ilk;i. : l'l=l'.':v|n-".|h terkait peredaran nar-
i i s R NG RSN
atau |-.|u_1.h".1',:.h:llm:'u Flcu am menegakan hukum
cinggih dan '-_.:. randi sindikat ink yang semakin
Keberhas |I ragaim

Y ;ﬁ;:';jf!:“'_::‘.-{::.lI'=:ln_g.au dan pengungkap
Marya peran g tentunya tidak terlepas dari

ori seorang saksi. Untuk it pada

A
d WERLN <
PR M LU RUDURR PR e Tk ALK SRR
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ralian 2010 1alu, LPSK dan Badan Markatika Nasio-
nal (BNN) telah sepakat menandatangani Noa ke
g pahaman fentang “Per lindungan Saksl, Korban
gan/ atau Pelapar Penyalahgunaan dat Peredaran
Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika®. hal ind
ata komitmen LPSK

merupakan salah satu bukti oy
Iahan narkoba di

dalam menangguiangh permasa
Indoneska

sgagus narkoba merupakan salah st kasus
jacli prioritas LPSE. LPSK si2p memberi-
ada saksi yang berani meng
* rogas Edwin Pariogi

yang Mmen
kan perlindungarn kep
ungkap sindikal narkoba




Siap Ikuti Perkembangan Jaman

BERBAGAI inovasi dan pengembangan  sistem

Iiii|-.'|L-:::k.‘:l.'i.|4|i:|r.'||!|J,I"I‘QE{.:i-e":"nr.uI:|E-:I':S_[-’lr|.|'.|E'J'J-'.4-||~..‘.H|I'|_g- Permﬂhﬂﬂan
N jaman dan makin kompleksnya kasus kejahatan, F'Erlindu

’ ! nga
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, LPsk gan LPSH

_ Dumnia Kompuper
meluncurkan berbagai layanan, di dntaranyas He-

line 148 dan Aplikasi Tegas (Terintegrasi Antar Socl
sistem), bekerfasama dengan 17 kementerian, Dp
ngan pengembangan tersebut diharapkan  bisa
mendukung kinerja LPSE,

Aplikasi Permohonan Perlindlingan
LP3K berbasis Android van p

mentindahken masyarakar ik

metakukan permielomm

Lavanan Hotline 148 yang mEnfmngkan
seluruh Indonesin selane 24 Jam

FEARIACMTELS] KE R, WEWILULIDHAN PERLINTAS
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; merupakan lembaga yang
,-.-.._-mhenkau jaminan keselas
patan dengan melindungi saksi
dan korban. pementfan hak atas
g Aman pniuk  melindung:
asi dan korban dalam sebuak

gasus pidana menjadi kebutuhan

yang penl'.!'IE agar proses hiikum
di pengadilan berjalan dengan
paik. LPSK memastikan, per
fndusgan yang diberikan aga
aksi dan korban memberikan
kstprangan tanpa rasa takut dan
ierickan serta keteragan yang
gberikan tidak mengakibatkan
wisi dan korban terancam ke
selamatanmnya. Perlindungan
yang dibertkan LPSKE sebagai
wujud kehindiran negara kepada
rakpamya yang mengalami ber-
bazal kasus kejahatan
Saksi adalah mereka yang
MEmpUnyai pengetahuan sendi-
A berdasarkan apa yang di-
alaminya, dilihatrys,  dan/atay
didengarnya berkenaan dengan
Sugaan terjadinga suatu tindak
Piana.  Berdasarkan  definisi
r‘lF‘S.Ebu[. maka tidaklah muska-
il saksi adalah juga korban atay
pihak vang dirugikan dar peris-
Tera tersebul. Sake diharapkan
dpat menjelaskan rangkalan
Yrjadian Yang berkaitan dengan
:I:um Peristiwa vang menja-
% Dh:"e_h Pemeriksaaan di mu-
.:IMP:md.an'!:”"' Saksi, bersama
h:lki:nuk“ ain, akan membanty
iy |:EI'I.|!.Ii-: I'rf.lzt'lj:lluhb;an pu-
Ay adil dan obyektir
Bgdrkap fakta-fakea hukarm

ﬁ;-:ﬂ:ﬂlbab-erkan.
5 e I 1T R pérun-
“.[-Undung;an_ kedudukan

yoar Saksi dan Korban Terjaga Keselamatannya

Timt LESK mrelakakan lmpanmn terhadap korben bekermean sekeim arnak

dr Banten,

saksi - termasuk korban- berada
dalarm |:||.|$i.:-;i Wilng lemdah, KUHP
migalnya, hahkan mengancam
dengan pidana, saksi yang tidak
datang ketlkn penegak hukum
memintanya untuk memberikan
Eelerangan, Apahila kith menco-
ba untuk membandingkan per-
lindungan hukum bagi saksi di
satu pihak dan tersangkafterdak-
wa di pihak yang lain, mungkin
kita akan sampai pada suatu pe-
mikiran apakah hak-hak tersang:
ka terdakwa diberikan karena
kedudukannya yang lemah se-
hingga rawan aobuse of power?
Sementara saksi sebagai warga
masyarakat, juga korban sebagas
pihak yang langsung dirugikan
kepentingannya, karena telah di-
wakili oleh negara yang berperan
sebagai pelaksana prosés hukum
dianggap tidak perlu lagl memk

%u
FLA MWLM 1oL IEURGAN ARSI

h-__

11k sejumlak hak yang memberi-
kean perlindungan baginya dalam
proses peradilan. Sesungguhnya
apablla kita cerman dalam ke-
nyataannya. kondisl saksi tidak
jauh berbeda defkgan tersangial
terdalkowa, mereks  sama-ama
memerlukan perlindungan.
Lobih jaub lagi tats betak da-
lam ruang persidangan Indome:
sia yang menempatkan korbar,
cecara simbotis. terjebak dalam
posisi antard penumuE umim
dan terdakwa, sambil meng
hadap ke arah Majelis Hakim.
sodikit banyak mempengarhl
“raga aman~-nya, dan dapat, #&
bagnimana. dalam fasus-kasus
dl Megara lainryd, membértkan
dampak yang layak dipertim-
hangkan bagi kesediian saksl
unruk memberikan keterangan

di persstangan.




RBUKAAN INFORMASI PUBLK

Jadl Amunisi Tingkatkan Layanan

| a terbeniuk, LPSKE berhasil  Haris Semendawai
snehargaan kererbukaan informasi pub-

Yang unik, mepnum SeTivend
yan ind tdaklah mudah bagi lebagn wijthan j‘_"|_|'\-||:|.|'|u||£i ke

seperti LPSK, mengingat selain mengedepankan  Sementara di sisi lain,

Wal Lbx b

thasinan s The

ks dan 1.
Amanat |y I'E-:_-I-'rl.::::kh-m
£alfj

prinsip keterbukaan informasi publik, juga harus  Informasi Publik harus dipatuhi in :
- ’ LIETR

tetap melindungi kerahaslaan saksi dan korban  vang merupakan badan publik. Dene: INSTaney
& . L. '\Jlll T
vang dilindungs. “Ih mer upakan pencapaian posi-  tersebol, LPSE a) EAN peng Paiar,

g hl:'|'|'|.|'§c'_|'| e
. AP ] ! nEkarkan jaeae
i, mengingal usia LPSR termasuk muda diban-  kepada masyarakan LPSK mer Wayany

: S AT #ih perin
dingkan Instansi lainnya™ ujar Ketua LPSK Abdul  antara lembaga nogn-st

. Ekal key 4
struktural oo
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BINTANG AAPUTRA NARARY

(erja Keras Berbuah Manis

w 1embaga Perlindungan Saksi dan Korban
.,-;|_-'- l-:_ll',| Harts Semendawal, menerima Tan
Ith-hL.A.I: I|-||I Mahapitra Mararva darf Megara
ﬁ ::..;:-II;II:II':I'I:'I"“'.: ikan langsung aleh Presiden R
r”!‘l'l' iodo, di [stana Negara rabu (15/8) Penghar
.'||L.|.!'I-- I:‘I':"'_"_- e R T
g diberikan atas dosd ;

haktiiya uniuk negara dan bangsa, sehingga men
ARIEE <15 :
fadi seladan bagl orang lain

semendawal sudah 10 tahun ini menjaci Kerua
LPSK. Saan kepemimpinannya, Lpsk mengalami
perkembangan yang baik secar fistk maupun
Etlembagaan, Lipaiya perlindungan saksi dan kar-
ban juga disempurnakan dengan banya knya pera-
uran yang diinksiasi LPSK. Tanda kehormatan
Bintang Mahapubera Nara rva menjadi kade manis
Hari fadi LPSK ke-10 tahun ini,

Presiden foke Widodo pervemarkan T |'|:'|:'|'i|':ln'll.|1||'|!l| E'r-':;j"ir
Muhapira Nerarye Fepoda Kot LPSK Ardrel Horis Seanenedw

Presiden foko Widodo, Wakil P -L"I"J‘:" Eeharmie
Sesmar seletal perganigerafan s

Nararyn
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Sepanjang menjalankan pengabdiannya,
banyak fantangan yang dialami para
komisioner LPSK. Namun dengan bekal
pengalaman, dedikasi dan jaringan yang
dimiliki, segala hambatan dan kendala yang
dihadapi dalam memberikan perlindungan
kepada saksi dan korban bisa diatast.

Loyalitas, kerja keras serta kekompakan di
antara para anggota komisioner menjadikan
hambatan yang dialami menjadi tidak berarti

Berbagai pencapaian dan respons positit
masyarakat tidak saja memperkuat kinerja
LPSK secara lembaga, namun juga menjadi
penyemangat untuk tantangan ke depan.
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DR. IR. NOOR SIDHARTA MH, MBA

Siapkan Birokrasi dan
Personil Profesional

Sejak dilantik sebagai Sekfen pada 2017, Noor Sidharta bergerak
cepal merealisasikan sejumiah kebjjakan, di anfaranya menniis
LPSK Perwakilan di 12 propinsi, meningkatkan kualitas SOM
dengan membenkan pelatihan serta menjalin berbagai Kerasama
dengan lembagalinstansi lain. Sidha berharap, LPSK memiliki
kanter maderen dengan sistem kerfa paperess.




ARIR Moor Sidharta sebagai -

rokrat dimulai di Kementerian

felautan dan Perikanan, menja-

bat sebagni Kepala Bagian Kerja
eqma Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerja
cama Luar Negeri (2001-2006) dan Kepa.
|7 Bagian Program Sekretariat Direktorat
[e-mi{'r-!l pengawasan dan Pengendalian
gymberdaya Kelautan dan Perikanan (2005-
2008}

pria kelahiran Malang, 5 September 1964
ini kemudian bertugas di Mahkamah Kon-
srjrush sebagal Kepala Pusat Penelitian dan
pengkajian Perkara, Kepala Pusat Pengelo-
[aan Teknologl dan Komunikasi (KEapus P4
TIE), Bepala Biro Uniuin (2008-2010), Kepala
Biro Humas dan Profokol (2000-2001) dan
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Kon-
siismsd Mahkamah Konstimusd (200320163,
Lala dilantik sebagai Sekretaris Jenderal
LPSKpaca 21 Juli 2017,

Sebagai Sekjen. Sidha mensupport tugas
ujeh pimpinan LPSK. “Sekjen memastikan
sarana, prasarana, dan fEsilitas yang dibu-
tuhkan oleh komisioner dan LPSK sehogal
organisasd tersedia, Sekjen sifatnya sebagai
kepala pelayan.” kata Sidha.

Pelayaman yang dislapkan teniu sesuaai
dengan . peraturan  perundang-undangan
yang ada, dan sekjen memastikan semua hal
berjalan sesuai koridor. “Kalau komisioner
ngurisin yang kecil-kecil ngrak munghkin,
Kebutuhan pimpinan, keuangan, perenca-
naan, rumah tangga, Rerjasama, protokal,
disiapkan sekjen untuk memastikan peker-
Jaan lembaga dan pimpinan LPSK berjalan
sebagaimana mestinya.” papar Sidha yang
menyelesalkan studi 52 di New Port Univer-
tity, California, Amerika Serikat dan meraih
gelar Master of Business Administration
[MBA} padal99g,

ehagai kepala pelayan. sekjen juga mem-
berikan masukan dan saran yang dibutih-
kan oleh komisioner. Sebagai lembaga non
Wruktural, kepemimpinan LPSK  kolektl
*¥olegial. Sama halnya seperti Lembaga
Ombudsman, Komnas HAM, KPK, Bawas
"'!- dan KPU, “Sekjen bukan hanya bisa ta-
P wajlh memberikan saran dan informasi
“Upaya dak terjadi friksi. Jika kebijakan
¥ang difalankan pimpinan menabrak atur-

]EMEMMWWL

an, sekjen wajily mengingatkan dengan ¢
]J-Eﬂﬁl'-f:lm].hﬂiﬂl‘l YONE 1epaL” papar Sidha i
merdih gelar Magister Hukum (MH) F::;g
Z012 di program Pascasarfana E‘a]-:uha:le.:
kum, flmu Hukum, Universitas Padjajar
(Unpad) Bandung, N

Penguatan birokrasj

Men ] 3
mel‘lja;jh-lﬁr:'ihm’:' Al
aigaN e L Ly e nihich
i > ¥a Lencana Barya Satya une
tuk Flﬂ‘ngﬂhdla“ 20 [:IJHJn sﬂ'hﬁ.gﬂl. PuS Pa[l-l
2010, Untuk II'LI, dig I]{-mﬂ._ap hilj'hmi dﬂ]ﬂil‘l
menentukan personel yang menempatl pos
eselon 3 dan 4, Unmk eselon 4 diisi aleh
pegawal internal yang mengawali karierdi
LFSK. “Mereka ndalah OFARE-Fang yang se-
bk awal mendedikasikan hidupnya bekerja
di LPSE. Saya tidak menempatkan pegawai
pindahan karena khawatir LPSK kehilangan
roh dan tidak memiliki pegawal dengan lo.
yalitas tinggl.” kata Sidha,

Para pegawai eselon 4 sebagian besar
adalah anak muda yang usianya di bawah
30 tahun. Sementara untuk eselon 3. diisi
pegawal yang dinilal pantas dengan masa
pensiun yvang tidak terlala lama dengan
harapan bisa melakukan tronsfers knos-
ledge kepada pegawai yang lebth muda.
“Saya berharap komposisi pegawal berkem-
bang secara natural, dne day, LPSK akan
dipimpin anak-anak muda yang memiliki
karakter dan kualitas yang mumpuni.” ka-
Li Ty,

Untuk meningkatkan kualitas personel,
LP5K memberikan fasilitas bea siswa ba-
gi para pegawal. Dengan begitu, tambah
Sidha, keberadaan lembaga sejalan dengan
peningkatan kualitas; Beberapa pegawi s
dah dikirim ke Juar negeri untuk mengikutl
kursus dan juga ada yang dititipkan da L
baga lain yang bekerjasama dengan LPSB:.!HL
anaranya Setneg dan Kejaksaan Agung ce-
ngan pengamzan jadwal yang ketar meng:

L
ingat keterbatasan persane
nﬂatu hal lagl yang harus knmi lakukan

adalah membekali pegawai dergan Kemarm-

uan berhahasa Inggris- Ini tidak baoleh fi-
E.ﬂ:, pegawai LPSK harus mahir berbahasa

Inggris sesual dengan runtwan pekerjaan”
katamyi.




Birokrasi era milenial

Membangun birokrasi Yang tertata de
ngan baik dan profesional menjadi ran-
angan tersendiri bagi Sekjen LPSK. Sidha
Berpendapat, keberadaan pegawai muda dij
LPSK di era milenial harys disikapi dengan
bijak. dengan membingun cara-cara men.
jembatani cara berpikir yang sesuaj dengan
perkembangan zaman.

“Lara berpikir generasj milenial teny
herbeda dengan jaman saya dulu dididilk.
Kalau sava masih Menerapkan cara-cara bi-
rokrasi yang kuno, bisa bubar, Kita YRAE Wi-
1ih menyesuaikan, mereka adalah the fitture
leader yang Punya cara pandang sendir -
tuk masa depannya. Saya PUNYa tanggung-
lawab supaya mereka fokus.” papar Sidha.

Hal vang rak kalah PeNUNg menurur Sidka
adalah  menumbuhkan Corporate cirlre
di LPSK. Dimana setiap pegawaj memiliki
kebanggaan dan loyalitas, Merekg harus
yaman, semangar cdap mencintai peker-
j#an mereka, “Ajang senam pagl bersama
Setap Jumar meniadi salah samy SATANA -
ik membangun Lorporate culture. D Lpsk
tidak ada perbedaan antara yang PNS dan
non PS5, Jika sebelumnya ady [riksj yang
SANEA tafam, saar inj sudah tidak ada lagi,
Saya meminta semug Pegawal uniyk saling
memaharmj pekerjann mnslng-rnasing tan
tidak berstkap sendiri-sendiri, Tepty dalam
Prosesnya ini butuh waktu,” katanya.

Kompensasi korban

Sekjen LPsk dilantik setelah terhin I Mo
31 Tahun 2014 dan Peraturan Preside HNo
60 Tahun 2015 terkair peningkaran kualitas
kelembagaar,. Diharapkan dengan adanya
sekjen, LPSK membentuk organisasi Struk-
Wr Organisasi dan Tagg Kerja (SOTH) yang
S8t ini sudah lengkap dan sebagian besar
sutah terisi dengan spy ¥ang kompeten,

Ada beberapa Pekerjaan rumah yang ha-
TuE diselesaikan terkajy kewenangan Lpsk
¥ang cukup besar, yakni soal anggaran dan
implementasi yy Terorisme No 5 Tahun
2018 dimana Lpsk adalah lembagy peme.
rintah yang diming uniuk membayarkan
kompensasi terhadan korhan [Erorisme mi-
58 lalu. “Duly korhan lErorisme tidak ada
fang menangani, Merek; harus dipikirkan

nasibnya kareng banyak g i
yang kehilangan pel-:en‘:..;mrm,;:iwa kr""'t'ﬂn
Cacal. Pemberign KOMpensasg il +aay
Agar pemeriniah hadir = kata Sidhg than
Tanggungiawap LPSK sebag ]

yang membayy Icnmpenaasi Cukyg Ming,

galitas. “Kami b&kerimmn thengan
institusi, dj Antaranya BNpr. Selain j
jalankan tugas Pengajuan r‘:Dmpﬂ-ﬂHH]
membutuhkan penambapay SDM," ka:a“";a
Selain  kompengasi korban IO,
LPSK juga fokus pada PENyelesaian
non  hukum Yakni medis, bsikologi dan
Psikososial pL‘Ianggnmn HAM i.l'E'fﬂ[. beker.
[sama dengan SEjumlakh !-::-n:r_-mg,-inn_Jm_
baga dan stakeholders

i Pans Haie

Untuk mémaksimallkan TUgAs dan kingr.
janya, Lesk H=L inj Mempersiapkan rEm.
bentukan Lpsg Perwakilan Vang ads g
seluruh provinsi g; Indonesis sebagai im-
Plementasi LU g 31 Tahun 2014 Tentang
dimungkinkan dibentuknya Lpsgg daerah,
sidha menjelaskan, keberadaan LPSK par.
wakilan, sangag diperlukan Agar bisa meng-
Cover perlindungan  saksi dan korban di
sefuruh Indonesia, Dengan jumlah Pegawal
430 erang, jika LPSK hanya berpusat dj pu-
=at tentu tidak efekrif dan gyer Cast.

“Untuk kasus di lyar daerah tenty kees.
Patan pelayanan menjadi masalah’ utama,
Untuk menujy wilayah tertentu tidak bisa
segera dilakukan, Harue menungEe pesawal
dari Jakarta, atay lekasinya harus ditempub
dengan perjalanan laut dan lain sebagainya,
Sementara banyak kasus dj LPsK terjadi di
daerah sangat terpencil” ungkap Sidha.
Hal penting yang periy dipahami, tambah
Stdha, LPSK bukan hanya lembaga yang
memberikan advokasi kepada korban dan
saksi, tetapi juga memberikan pelayanan se-
cara langsung,

Saar ;.:-:;;.Ea 12 Kantor LPSK Perwnakilan
Yang tengah dijajaki pembentukannya yakni
di Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau,
Sumalera Selatan, fawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papus.

L O LT
FLARLIISAS) KERLA MEVLULITSAN



gengan
apsarkan dat

b panyak terjadi kasus kejahatan.

g

daerah,” ungkap Sidha.

L& Tanggungjawab LPSK
sebaoai lembaoa yang

-

besar. Bukan saja terkait

Jengajuan anggaran, tapi juga
prasyaral yang harus dipenuhi

Mmenyanokut legalitas. 77

Dukungan IT

Selain membangun kantor perwakilan.
pemutakhiran IT juga diperlukan uniuk

Memperlancar  dan - mengefektifkan

EasAugas LPEK. Ketersediman fasilitas [T in
untuk merespons keburuhan korban dan
saksi terkait kasus kekerasan seksual yang
MEnimpa perempuan dan anak-anak yang
Kerap menjadi korban tindakan kriminal.
“Dengan fasilitas 1T yang memadal me-
rekn tlidak perly memberikan kesakdian de-
Rgan harus hadir di pengadilan. Bayangkan.
dalam kasus perkosaan, mereka (korban)
harus berada dalam satu ruang dengan ter
Sakwanya, Tenty akan mendatangkan trat-
Malic experignce. Membuat mereka mau
RE0Mmangaie sulit, bagaimana harus mem:
h‘_""jkﬂﬂ kesaksian. Sarana video coiference
Yla digunakan unruk korban dan saksi un-

SRS LRI LE WL i PERIUINRIMCIAN RSAR IR

ost Unara, Ball, NTB dan NTT. Pada
L sl pemilihan provinsi disesuaikan
iggaran yang ierbatas serta ber-
a dan analisa daerah yang sela-

selain il daerah perbatazan sepertl
Falimantan Barat, Sulawesi, Papua dan
gepulaiian giau merupakan wilayah vang
Fak memjadi lokasi terjadingn kasus
rindak Pidana Ferdagangan Orang (TPFO).
aadah-mudahan tahun depan LPSK per-
wakilan bisa terealisasi, menunggu izin
yenpan, LPSK sudah berkomunikasi untuk
bisa menempati kantor yang merupakan
gopt Kpmenterian Kewangan yang ada di

[ |

membayar kompensasi cukup
menantana dengan effort yang

tuk melakukan kamuni
sidang,” tambah Sidha.

Dia menambahkan, ke depan LYSK akan
mengembangkan penggunaan fasilitas i
den conference dengan peralatan lehih 5o
derhana dengan kualitas yang bagus. “LpsK
bekerjasama dengan MK dengan mengi-
rimkan  pegawainya betajar menylapkan
teknologh sendiri unmk menghemat ang-
garan,” jelasnyn,

kasl dengan ruang

Lembaga profesional dan moderen
seiring perkembangan dari tahun ke -
hun, ntensicas penanganan kasus di LPSK
semakin linggl. Dengan pembenahan secara
gradual yang dilakukan, Sidha optimistis ke
depan LPSK akan rumbuh menfad| leeba-
ga perlindungan yang profesional dan mo-
cleren. Tidak saja dari struktur kinerja SDM-
nya, fetnpd jugs wujied kantor secara fsik,
Ada banyak hal yang menjadi impfan
Sicdha selama ditempatkan di LPSE. Selain
kelak akan tumbuh menjadi lembaga mandi-
ri dan memiliki personel yang profesional,
Sidha bermimpi kelak LPSE memiliki kantor
yang dilenghkapi dengan sarana dan prasara-
na modern. “"Harnpan says, LFSK akan men-
jelma menjad| kantor yang m-rl-.'mplian fifi
periess (untuk melindungi hutan U'“T'-“.d“
bisa punya rumah sarkit sendirl® ujar Sidha
yang aktif sebagai GM Orange Seven Sum-
mits yang mendubking keglatan P'F“d“k_-la"
gunung bersama [hatan Mahasiswa Pecinla
Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UE)
dan wakil ketun Ganas Annar (Gerakan Na-

ianal Anti Narkoba) MUTinL
; sidha menegaskan LPSK adalah lembaga

perlindungan yang p_tdu.]n kepada *:mlth:n;
pukan hanya dalam janghka pendek e hg
juga jangka panjang. cnnu?hnyn dalam 1

515 sodomi, Yang seringkali pelakunya duld
mr;rup:li;:rn korkan kasuas serupa. Kareni
tidak ditangani man.lj'm?f kerban ak-

hah menjadl pedakl.
hl?tﬂarhﬁ;:uui seperti ek o

walkiw, LPSE pemidiki kepedulian dan lang-
.jngjwah urtuk memvecahkan masalah
i

LPSK

put, Dalam perkembangansaya.
:nr:EmL:!nyungmug masa depan yang penash
antangan dengan mednkukan hal yang ter-

paik,” punghas Sidha.



Selama kurun waktu 2013 hingga
20718 banyak Pencapaian yang tels
diraif LPSK melajy kerja keras

dan komitmen yang tinggi untuk
memberikan perlindungan kepada
Masyarakal, Dari sekian ban yak
pencapaian fersebut ada beberapa
hal yang menonjol, yakni:

l. NEGARA PEDUL)
ASA DEPAN
KORBAN TERORISME

SALAH sam Pencapaian Fenting LPSK da.
lam 10 tahun terakhir adalah le¢realisasi.
n¥ya pemberian kompensasi kepada saksi
danfatau  kerban, sebelumnya  kepada
korban, pemeringah hanya memberikan
bantuan hiaya Pengebatan di rumah sakir
Namun berkat Pefjusngan Lpsk. Mere-
ka biza mendapatkan Penggantian uang
vang biza digunakan untuk membanty ke-
hidupan ke depan,

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawal
mengungkapkan, pemberian kompensasg

dan restitusi sopa Ajang tahun 2017, merups.
kan pencapajan positif. Sampal saar ini, L5
telah memfasilitasi restitusi bagi 55 Oring
korban tindak pidana, Sebanyak 54 arang di
antaranya merupakan korban tindak pidana
Perdagangan orang (TPPO) dan sisanya saqy
orang lagi merupakan korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

Dalam hal rindak pidana terorisme,
LPSK memfasilitasi korban aks| beroTisme
di Samarinda, Kalimantan Timur. Pada
November 2017 tuntutan kompensasi ran;
diajukan korban terorisme Samarinds di-
kabulkan majelis hakim Pengadilan ]a-
karta Timur yang menyidangkan perkara
tersebut. Sepanjang tahun 2017, LPSK relah
memfasilitasi restitusi bagi 55 orang korban
tindak pidana kasus Perdagangan Opang
din Kekerasan Dalam Rumah Tangga de-
fgan total nominal sebesar Rp1,082.534.000,
Sedangkan  wntuk  fasiliasi penheriR
kempensasi antara lain pada korban peurE:
me Samarinda kepada 7 erang kerban dima-
na dikabulkannya pengajuan kl'-'lﬂl‘I.J:'ﬁ""“"E‘J
sebesar Rp237.871.152 dar yang diajukan
sebesar Rp1.479,535 400,
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Lunehing Aplikes Permobenan Per firdamgan Onling.

Il. INOVASI

Hutjine 148 dan
Aph!tasi Permohonan
Perlindungan Online

Agar Lehih Dekat
aengan Masyarakat

PERKEMBANGAN teknologi yang makin
Pesal memberikan kemudahan bagi ma-
Syarakat untuk mendapatkan akses pe
menuhan berbagai keburuhannya. Sebagal
lembaga yang bergerak dinamis, LPSK lkut
memanfaatkan teknelogi untuk mendukung
FEngembangan fnovasl, salah satunya de-
Ngan meluncurkan Hotline 148 dan aplikasi
PENgAjuan permohanan perlindungan o
[tne,

Layanan Hotline 148 dimaksudkan un-
Wk mendekatkan masyarakat terhadap
layanan perlindungan dan bantuan hukum
WAy sekadar berkonsultasi dengan peiugas

H.I.Jﬂ‘:r_
AR KR MEWAUNLOKAN PESUIMDLRAAN MARKSRAAL

T

Ry
Oy

LPSK. “Masyarakat, khususnya saksi dan
korban yang membutubkan perlindungan
namun erada jash dari kantor LPSE bisa
menghubungl Hotline 148. Dengan demiki.
an, akses masyarakat untuk mendapackan
keadilan diharapkan tidak Eagi menemii
kendala karena jarak” kata Kequa LPSK Ab-
dul Haris Semendawai

Selain Hotline 148, masyarakal juga bisa
mengajukan permchonan  perlindungan
secara online melahi splikasi yang telah
distapkan. Inovasd ind dilakukan, menging:t
jumlah permohonan perlindungan yang
terus nalk setiap tahunnya. LPSK juga mem-:
perkuat layanan dengan membentuk Tim
Fenanganan Cepal, uniuk berlindak cepat
enangani tindak pidana yang tengah ter-

jadi di masyarakar
salcretaris Jenderal LPSK Koor Sidharta

mengatakan, LPSK terus melakukan inovas:
antuk menunjang kinerja pmpinan LESE
dalam memberikan layanan maksimal Bagi

wakes] dan karban.




Program Pro Aktif

Homitmen Kuat
dengan Respons Cepat
LAHIENYA  Undang-Undang MNomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Ln-
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ten
lang |'|?'I'|i|'|q.i.l.ll'|.-.:.'||| Saksl dan Korban bher
dampak pada efektivitas kinerja LPSK.
satih satunya, hubungan dengan pihak
lain makin sinergis. Hal ini dibuktikan
dengan banyak permohonan perlindungan
vang direkomendasi aparal penegak hu-
Eum ainmya

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo
mengatakan, beberapa sikap pro aktif LPSK
dimulai dari pemberian bantuan bagi ko
ban bom Thamrin tahun 2016 lall, Sesza
setelah kefjadian, LPSK langsung menurun
gan tim untuk mendata korban di behier:
rumih sakit. Tim LPSK, ungkap Hasto, ju
langsung terjun ke lapangan paska ledalk:
bom di depan tempar ibadah di Samarin
salimantan Timur dan Kagus pengania:
anak di Pinrang, Sulsel

“Tim dari LPSK juga proakiil dengan mc

nerjunkan tirm ke lapangan p

e i :‘i‘rl k]l‘.
bunishan yang menimp, "SUS pey.

3 T SR
Pulomas, [akarty Timur 'T'Ii-;-lurll:;-;u'“'“J":""'
dinasi dengan pihag kr.'lu.'lr,qln -rrzl-:ﬁ:k"m'
permintaan dari pihak jajp, » ".{.n.-..:.lln a
da takiun 2015 Permohomay Vo ot 3
LPSK berjumlak 1.720, ® i
Lari jumlah lersebut, seha
modonan kemudian dibugaig
dibahas pada Rapat :
(RPP) LPSK. Hasil dari Rpp ;wr_-a.;q-,:;r,rlpmk
nyak 836 permohonan dinyatakap |;‘||:"hrl
||'-|-|i|'|r||_'.'|j__' LIPSK 5-;L-.:|I-h.“;:?:
permohonan dijglay da :e
g Yang diberikan rekamen s
“Rekomendasi miksudnya Permohe '|:|r|
periindungan it bisa dilay

| - ranipalisi di dge
rah atau cukup dilakulkgn HEMEatara spqy

el 2hs
uar Hasto

IF.:":"\: I ﬁsﬂ FET-
AN risalah 4,

B |
Paripurny p

dan menjad
sebanyak 797

13

hagian nd;

Hingga tahun 2016 fumiah 'E'!'|1H~'|'.|||,::.|r
~ MENCapal 2531 orang. Darf jumlzh
ehanyak 1.829 orang MHEEDE-
kan korban hasus Pelanggaran HAM berar
Undak pidana perdagangan orang [TRPO)

165 orang, koy upsl 163 orang, ke-

kerasan seksual anak TG o rAng dian sisanya
terlindung kasus pidana umum kainnya

Himt LPSK melakitkan koarnidasi ped kasis persekusi di Tangerang,

b
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SEMINAR PERLINDUNGAN WHISTLE .
AN PERTEMUAN CAPALAN a.?l'im' 3

rALAR F.ﬁHEhm| PEMCEGAM. " "MAN FEMBERANTASAN

T

AR PIDAM o
al g : L5l

Aplikasi Tegas

Gandeng 17 Kementenan,
Maksimalkan Perlindungan

AGAR langkah-langkah yang dilakukan LPSK
untuk melindungi masyarakat lebih efekul,
LPeE meluncurkan Whistelowing Oniing
System (WBS) TEGAS (Terintegrasi Anitar
Sistem) vang akan terkoneksi dengan 17 k-
menterianfembaga (KLY tahun 2017 lalu

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawal
mengatakan, pelaksanaan koneksitas WES
Online antara LPSK, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPE) dan 17 KL tersebut meruipa-
kan mandat Instruksi Presiden Mo 10 Tahun
2016 tentang Aksi PP Tahun 2016 dan 2017,
yaitu terkoneksinya jaringan WBS Online
System.

Frogram ini diperkuat dengan penan-
datanganan pedeman kerja sama antara
19 KiL demgan KPK, serta penyarmpilan
username dan password kepada 17 K/L un-
Wk proses mengajukan permohonan pers
lindungan pelapor. saksi dan saksi pelaku.
“TEGAS mengintegrasikan WES online LPSK
:::.1: kementerian/lembaga, seria memu:
m“ﬂg koordinasi dan kKomunikasi antara
ran:up,!.;;. l:n.ga.n kementerianlembaga dalam

perlindungan terhadap pelapor.
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Serdnar Perfindungan
Wehtstletiomer dan Perteminin
Capainn B-12 drkem ramghn aksl
pencegniom dan prmbenan iesTg
iirecdak pidana korupsi denpan 13 KL

saksi dan saksi pelaku yang hekerjasama,”
ujar Semencdawal.

Aplikasi WBS Online TEGAS, lanjut 5e-
mendawal, juga bertujuan memberikan
rasa aman dan perlindungon pada senap
pelapor, saksi dan sakisi pelaku yang heker-
jasama pada selixp Eementerian/lembaga
karena mengoneksikan kepada LPSK.

wakil Ketua LP5KE Teguh & e A ra
mengungkapkan, Hlapun 17 kementerian/
|embaga yang WBS Online-nya Lerkonck:
s dalam jaringan ini yaitu Kementerian
EsDM, Kementerian Agama. Kementer:
an Kesehatan, Hemenlerian ARrarea dan
Tata Ruang/BEN. Selain iy, Kemenlerian
Eruangan, Hemenierian Ketenagakerjaan,
Komenterian Perhubungan. Kemenferian
pertaniaon, Keme nterian Hukum dan HAk
Kementerian Sodial, gementerian FU dan
PR. Kemenlertan pendidikan dan Kebu-
dayaan serta yementerian  LiNgkungan
Hidup dan Keliutanan.

calain itu JUB Hernenterian Desa, Feen-
hangunan paerah Tertinggal dan Trapaml-

ci. Polri, Kejiksaan AFUnNg ST Sekretd:
rint Badan Pemeriksa Keuangan. “Instruks
presiden Nomor 10 tahuf 2016 dan 2017
tentang Aksi pepcegahan dan Pernbtrat:
gnsan Karupsl men|adi panduan dagar LS

mrelaksanakan program ini,” katd Teguh.
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lll. TANTANGAN
LPSK Daerah

Lindungi Sampai
Penjury Negeri

HAL paling krusial yang muncul dari pemo-
hon dan instansi serta lembaga yang terkai
dalam pemberian perlindungan dan ban-
wan LPSK adalah terkair jangkauan LPSK
yang saat ini masih tersentralisasi dj il
kora, Undang-Undang Perlindungan Saks
dan  Korban memang  memprioritaskan
kedudukan LPSK berads dj Ibukota Nega-
ra Republik Indonesia. Namun dj samping
berkedudukan di Jakarra, undang-undang
ini Juga memberikan keluasan hagi LPSKE
untuk membentuk perwakilan di daerah i
ka hal tersebut dianggap penting.

Undang-undang tersebu memberikan
akses bagi LPSK unmuk mendirikan pey-
wakilan karena dari sisi geogralis wilayah
Indonesia yang sangat tuas. dan akses jn-
formasi maupun komunikasi Yang terbatas,
baik antar wilayah WHiupun antar ibukoda
dengan wilayah lainnya, Yang berpenting,
Kasus-kasus yang terjadi selama ini justru
banyak di daerah.

Perwakilan LPSK dapat juga didirikan se-
Cara permanen atau secara ad hoc. lergan-
tung situasi yang mendukungnya. Hal terse-
but akan berdampak terhadap beberapa hal,
Antara lain dari segi anggaran, infrastrukiur
serta sumber daya manusia. Dalam prak-
teknya saat ini LPSK lebih banyak mendapan-
kan permohonan dard lyar lakarta yang jika
kita lihat dari jarak lehih jauh jangkatannya
dan akses keceparan serra ketepatan infor.
masi masih menjadi kendala

sekjen LPSK Noor Sidharta mengatakan,
=1 ini ada 12 Kantor LPSK Perwakilan
yang tengah dijajaki pembentukannya yak-
ni di Propinsi Sumatera Utara, Kepulawan
Riaw, Sumatera Selatan, lawa Tengah, [awa
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,
Papua, Sulawesi Utara, Bali. NTB dan NTT.
Pada tahap awal. pemilihan proving di-
sesuaikan dengan anggaran ¥ang terbatns
seria berdasarkan data dan analizs daerah
yang selama ini banyak terjadi kasus keja-
hatan.

Mengelola Anggaran Mandir

Wujudkan Pfﬂfesfunaffsme
gelolaan Keuangan

UNTUK meningkatkan tata kelola peme.
rintahan viang haik (Eood Eﬂ“mnnn_-},
LPSK mengga ndeng Badap Pengawasan
Eeuangan dan Pembangunan (BPKP) yp.
ik bekerjasama, [‘Enandaqangamﬂ Mol
antars LPSK dan BPEp dilakukan ]q.nﬂsuﬂﬂ
Eetua LPSK Abdy] Haris Semendgwai

AWRL dan
Kepiala BPKP Ardan A.d:iperda"u_ Kamis
{E/%-2018),

Ketun LPSK Abdy] Haris Semendawy;
mengatakan, LPSK terys berkarya dan ber.
upaya menjadi lembaga profesional, anda,
maju dan terpereaya sesual dengan perkom-
bangan zaman

“Bami terus melakukan terobosin dan
imovasi sesual perkembangan teknologi saar
InL" kata Semendowai, Ma mengarakan,
kerjasama ini dimaksudkan untuk mening.
katkan akuntahilitas pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Refanja Negara (APBN)
dalam rangka peningkatan kinerja dan pe-
layanan publik,

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman
antara LPSK dan BPEP, antara lain miedipuar
Marajemen keuangan dan PENEAWARER
seperti agistens! dan pembimbingan datam
pelaksanaan tata kelola pemerintahan Yang
baik, asistensi dan pembimbingan pening
katan maturitas sistem pengendalian intern
pemerintah, termasuk sistem pengendalian
kecurangan dan pengembangan budaya or-
ganisasi anti korupsi.

Selain itu juga bimbingan dan kon-
sultansi dalam pelaksanaan penerapan
manajemen pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel, bimbingan dan
konsultansi dalam penyusunan laporan
keuangan. asistensi dan bimbingan pe
ningkatan kapabilitas APIP, termasuk kom-
petensi audit Investigatif dan pengelolazn
risike kecurangan,

Pada tahun 2017, alokasi anggaran LP‘EI':C
mencapai  Rp74.589.002.000. Dari "““t
anggaran tersebut, realisasinya mencapa
Rp73.770.345.131 atau 98,90 persen.
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DR. ABDUL HARIS
SEMENDAWAI, SH, LLM

kL

Setelah korban terorisme
mendapatkan kompensasi,
saat ini kami berjuang untuk
melakukan hal yang sama
untuk korban pelanggaran
HAM berat masa lalu. Jika
pendekatan hukum tidak
bisa, kami akan melakukan

pendekatan politis.
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PROF. DR. H. TEGUH
SOEDARSONO, S.IK, SH, M.SI

LL

LPSK harus memunculkan
orang berjiwa transformer.
Bukan orang yang hanya
bisa bilang yess, tapi harus
punya kreasi dengan
meningkatkan kapasitas
din masing-masing.
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HARICH ) R R, BENVLUUDEAN PERLPDLUNLAN AKBMAL

DR. LIES SULISTIANI, SH, MH

(¥

Dalam periode berikutnya,

LPSK harus meningkatkan
eksistensinya di mata

masyarakat dan penegak
hukum dan bisa diakui dalam
subsistem peradilan pidana,

sejajar dengan kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan.
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LILI PINTAULI SIREGAR, SH, MH

(7

Perekrutan SDM LPSK

dengan berbagai latar
belakang harus diimbangi
dengan penggajian yang
baik sehingga membuat

mereka betah dan

nyaman dalam bekerja.
Tapi masalahnya, dengan
anggaran yang terbatas,

kami bisa mengerjakan apa?
11

DRS. HASTO ATMOJO
SUROYO, M.KRIM

ki

LPSK akan memperjuangkan
secara sungguh-sungguh
untuk mendapatkan legitimasi
dan legalitas bagi korban
pelanggaran HAM berat.
Mungkin apa yang diberikan
LPSK kecil dibanding
penderitaan yang mereka
alami selama bertahun-tahun.
Tapi apa yang kami lakukan
merupakan wujud, negara
hadir memperhatikan warganya
yang menjadi korban.

17
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DR. H. AZKARI RAZAK, SH, MH

LL
Masih banyak pekerjaan

rumah yang harus
diselesaikan, diantaranya
mengupayakan semaksimal
mungkin memasukkan LPSK
sebagai lembaga yang secara
eksistensial eksplisit tercantum
dalam KUHAP seperti halnya
aparat penegak hukum
lainnya. Hal ini merupakan
langkah yang sangat urgen
dan strategis dalam rangka
menyempurnakan criminal
juctice system di Indonesia.
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EDWIN PARTOGI PASARIBU, SH

LL
LPSK harus hadir sesuai
kebutuhan baik di tingkat
kecamatan, kabupaten, provinsi
sebagaimana keberadaan
kantor pelisi di daerah tingkat
dua (Polres) dan daerah tingkat
satu (Polda). Branding dan
cara branding dikemas lebih
menarik, komunikatif dan
lebih masif sangat diperiukan,
sehingga semua orang
mengenal LPSK sebagaimana
mereka mengenal KPK.
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HYMNE LPSK

Penulis lagu: Dr. Lies Sulistiani. 5H, MF
Arr: Aldo Bandi Ginting

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Tempat kita berbakti dan mengabdi
Republik Indonesia tercinta ibu pertiwi
Menjadi harapan seluruh bangsa
Reff
Berikan karya bakti cinta kemuliaan
Kita LPSK abdi perlindungan
LPSK jiwa kita lambang suci mulia
Teguh pada prinsip kemanusiaan
Utamakan rasa aman pulihkan martabat
Menjadi tujuan insan LPSK
Reff
Berikan karya bakti cinta kemuliaan

Kita LPSK abdi perlindungan

MARMONIELAS! KERUIA MEWL LIDNAS PERLINDUNAN MAKSBAAL 1






